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MOTTO 

 

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya).” 

(Surat Al-Insyirah: 7) 

 

“Don’t depend too much on anyone in this world, because 

even your own shadow leaves you when you are in darkness”  

(IBN Taymiyyah) 
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 Kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-undang No. 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perubahan 

paradigma pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-

angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan metode 3R (Reduce, Reuse, 

Recycling).  Regulasi tersebut merupakan acuan legalitas bagi Kementerian 

Pekerjaan Umum dalam rangka melahirkan program Pengelolaan Sampah Reduce 

Reuse Recycle (3R) Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui regulasi 

tersebut, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengimplementasikan program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat pada wilayah otoritasnya masing-

masing. Hal ini didasarkan pada metode pengelolaan sampah yang diterapkan di 

Indonesia, sejauh ini belum menunjukkan kontribusi dalam mengatasi 

permasalahan sampah yang berdampak negatif bagi kesehatan lingkungan.  

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang 

mengimplementasikan program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. 

Dinas Cipta karya dan Tata Ruang merupakan perpanjangan tangan dari 

Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Malang yang memfasilitasi 

persiapan pelaksanaan program tersebut melalui perannya sebagai pendamping 

serta pembina. Salah satu daerah di Kabupaten Malang yang diarahkan untuk 

mengimplementasikan program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 

ialah Desa Mulyoagung. Alasan yang melatarbelakangi perlunya penerapan 

program tersebut di Desa Mulyoagung ialah terjadinya pencemaran lingkungan di 

Daerah Aliran Sungai Brantas akibat lokasi Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS) yang berada di tepi sungai sehingga seringkali sampah-sampah ikut 

terbuang ke sungai. TPST Mulyoagung Bersatu merupakan lokasi diterapkannya 

program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung. 

Paska penerapan program tersebut, sejauh ini mampu memberikan kontribusi 

positif terhadap fenomena pencemaran air sungai Brantas dan meraih prestasi 

dengan menyandang predikat sebagai tempat pengelolaan sampah percontohan. 

Tentunya pencapaian prestasi tersebut didukung dengan pelaksanaan manajemen 

oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berperan sebagai organisasi 

pengelola TPST Mulyoagung Bersatu. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

tiga kajian, yaitu (1) mendeskripsikan pelaksanaan manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu yang meliputi aspek Planning, Organizing, Staffing, 

Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting; (2) Dampak penerapan 

program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung yang 

mengacu pada tujuan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  yaitu 

peningkatan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan pemanfaatan sampah 

sebagai sumber daya; (3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman melalui tahapan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, KSM telah melakukan manajemen 

TPST Mulyoagung Bersatu dengan cukup optimal. Ditunjukkan dengan 

pelaksanaan manajemen sesuai dengan aspek yang diajukan dalam fokus 

penelitian. Namun terdapat kekurangan pada pelaksanaan manajemen TPST yaitu 

pada tahap coordinating. 

Sedangkan dampak yang ditimbulkan paska penerapan program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung mampu 

mencapai tujuan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu 

peningkatan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan pemanfaatan sampah 

sebagai sumber daya. Peningkatan kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan 

semakin menurunnya angka penderita penyakit yang diperkirakan timbul akibat 

penumpukkan sampah di TPS sebelumnya yaitu, penyakit Diare dan penyakit 

kulit. Sementara kualitas lingkungan ditunjukkan melalui pencemaran air di 

Sungai Brantas yang dapat ditanggulangi melalui upaya merelokasi TPS 

sebelumnya ke TPST Mulyoagung Bersatu serta mampu menciptakan kondisi 

lingkungan yang bersih terbebas dari sampah. Sedangkan pemanfaatan sampah 

sebagai sumberdaya ditunjukkan dengan hasil pengelolaan sampah melalui 

metode Reduce Reuse Recycle  (3R) dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya, 

yaitu : 1) limbah kaca sebagai kemasan produk, 2) limbah nasi untuk pakan 

hewan, 3) limbah plastik untuk mengemasi barang, 4) limbah yang berbahan keras 

dan limbah kertas untuk dijual kembali kepada rekanan, dan 5) limbah dedaunan 

sebagai bahan dasar pembuatan pupuk kompos. 

Dalam rangka optimalisasi manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, 

dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung 

pelaksanaan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, antara lain: 1) Pengelola 

(Kelompok Swadaya Masyarakat) dan pegawai TPST Mulyoagung Bersatu yang 

merupakan berbasis partisipasi masyarakat lokal Desa Mulyoagung, 2) Pembinaan 

dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada KSM, 3) Infrastruktur dan sarana 

prasarana, 4) Iuran dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, antara lain: tingginya biaya pemeliharaan 

dan perawatan kendaraan dan keterbatasan anggaran untuk pengembangan variasi 

produk. 

 

Kata kunci: Manajemen, Pengelolaan sampah, Partisipasi masyarakat 
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SUMMARY 

 

Yulia Nurul Ichrom. 2014. Majoring in Public Administration, Faculty of 

Administrative Sciences, Brawijaya University. Society-based Management of 

Place of Integrated Waste Management (A Study at Dinas Cipta Karya and Tata 

Ruang and Place of Integrated Waste Management at Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Prof. Dr. Agus Suryono, MS dan Dr. Imam 

Hanafi, M.Si. 

Waste management policy as stipulated in Regulation No. 18 of 2008 

about Waste Management mandates a paradigm change of waste management that 

relies only to collect-haul-throw away (end of pipe) approach by reliying on the 

presence of TPA, amended by the approach of reduce at source and resource 

recycle through the implementation of 3R  method (Reduce, Reuse, Recycling). 

The regulation is a reference to the legality of the Ministry of Public Works in 

order to produce a program called “Society-based Reduce Reuse Recycle (3R) 

Waste Management”, which further regulated in the Regulation of Ministry of 

Public Works Number 03/PRT/2013 about Management of Facility and 

Infrastructure In The Handling ff Household Waste and a Kind of Household 

Waste. Through These Regulations, The Local Government Is Mandated To 

Implement the Society-based 3R Waste Management program in each area of 

authority. It is based on the method of waste management that implemented in 

Indonesia, so far have not shown any contribution in solving the waste problem 

that negatively impact the environmental health. 

Malang District is one of the regions that implements the Society-based 3R 

Waste Management program. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang is an extension 

of Ministry of Public Works in Malang District which facilitates the preparation 

of the programs through its role as a companion and mentor. One of the regions in 

Malang which is directed to implement the Society-based 3R Waste Management 

program is Mulyoagung Village. The reason behind the need for the 

implementation of the program in the Mulyoagung Village is environmental 

pollution in the Brantas River Flow Area because the location of TPS is located in 

riverside so the garbage go wasted into the river. TPST Mulyoagung Bersatu is 

the location of Society-based 3R Waste Management program implemented. After 

implementation, so far the program is able to make a positive contribution to the 

water pollution phenomenon of the Brantas river and get an achievement as a 

place of waste management pilot. This achievement is certainly supported by the 

implementation of management by Non Government Organization (KSM) which 

acts as a management organization of TPST Mulyoagung Bersatu. 

This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Focus of 

research in this study is only limited to the three studies, spesifically (1) describe 

the implementation of TPST Mulyoagung Bersatu management covering aspects 

of Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and 

Budgetting; (2) The impact of the implementation of Society-based 3R Waste 

Management program at Mulyoagung Village which refers to the purpose of the 
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Regulation No. 18 of 2008 about Waste Management, these are improvement of 

public health, environmental quality and the use of waste as a resource; (3) The 

supporting and inhibiting factors of implementation of the TPST Mulyoagung 

Bersatu management. The analysis method that is used in this study is the 

interactive model of Miles and Huberman through the stages of data collection, 

data reduction, data presentation and conclusion. 

Based on the research results, KSM has done TPST Mulyoagung Bersatu 

management with quite optimal. This is indicated by the implementation of 

management in accordance with aspects that proposed in the research focus. 

However, there is a lack in implementation of TPST Mulyoagung Bersatu 

management at the stage of coordinating. 

While the impact after implementation of Society-based 3R Waste 

Management program at Mulyoagung Village are able to reach out the purpose of 

Regulation No. 18 of 2008 on Waste Management, these are improvement of 

public health, environmental quality and the use of waste as a resource. Society 

health improvement shown by the decreasing number of patients with disease that 

is predicted to arise as a result of waste accumulation in the previous TPS, 

Diarrhea and skin diseases. The quality of the environment is shown through 

water pollution in Brantas river which can be overcome by relocating the previous 

TPS to TPST Mulyoagung Bersatu and able to create a clean environment that 

free of waste. The use of waste as a resource indicated by the results of waste 

management through the Reduce Reuse Recycle (3R) method that can be utilized 

according to its type, 1) glass waste as a packaging product, 2) rice waste for 

animal feed, 3) plastic waste for packing of goods, 4) hard-made waste and paper 

waste for resale to partners, and 5) leaves waste as a base of material composting. 

In order to optimize the management of TPST Mulyoagung Bersatu, 

influenced by supporting and inhibiting factors. The supporting factors of the 

implementation of TPST Mulyoagung Bersatu management are: 1) Organizer 

(Non Government Organization) and employees of TPST Mulyoagung Bersatu 

which is based on local society participation at Mulyoagung Village, 2) Mentoring 

from Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang to KSM, 3) Infrastructures and facilities, 

4) Contribution from society. The inhibiting factors of the implementation of 

TPST Mulyoagung Bersatu management are: the high cost of maintenance and 

vehicle treatment and budget limitation for the development of product variations. 

 

Keywords: Management, Waste Management, Public Participation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejak diterapkan otonomi daerah sesuai dengan regulasi yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatanya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada 

pemerintah daerah melalui otoritas dan tanggung jawab untuk mengatur dan 

mengurus daerahnya sendiri dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang 

pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 

Pasal 17 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Dalam bidang pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya Pemerintah Daerah memiliki 

kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian 

dampak, budidaya, dan pelestarian”. 

Mengacu pada regulasi tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup 

bukanlah menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Pusat saja, melainkan 

juga kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola lingkungan di 

wilayah administratifnya. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah akan 

lebih fleksibel bertindak dalam merespons perubahan lingkungan yang terjadi 

sehingga delegasi kewenangan dalam pengelolaan lingkungan kepada daerah 
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mutlak diperlukan mengingat pentingnya keberadaan lingkungan bagi 

kehidupan masyarakat.  

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, tentang 

definisi lingkungan hidup, yaitu “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 

dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Jika dilihat dari definisi 

yang telah dikemukakan, maka lingkungan hidup memiliki peran penting bagi 

manusia karena merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam 

hayati maupun non hayati yang seluruh komponen di dalamnya memiliki 

pengaruh yang kuat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya. Maka, sudah seharusnya manusia sebagai bagian dari 

lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan 

hidup agar terhindar dari pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan 

kemerosotan kualitas lingkungan.  

Berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia, salah 

satu penyebabnya ialah masalah persampahan yang merupakan persoalan 

nasional dan sulit menemukan pemecahan optimal. Masalah sampah 

merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari berbagai 

pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Permasalahan 

sampah ditimbulkan akibat kepadatan penduduk yang tinggi sehingga 

menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi penduduk dan berimplikasi 
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pada tingginya volume sampah yang dihasilkan, namun tidak diiringi dengan 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan (Pusat Pendidikan Tenaga 

kesehatan, 1987:11). Maka derasnya arus peningkatan jumlah penduduk dan 

diiringi dengan kebudayaan masyarakat yang konsumtif, merupakan awal 

mula timbulnya permasalahan sampah.  

Permasalahan sampah di Indonesia semakin lama semakin terus 

berkembang, hal ini ditunjukkan dengan angka volume penumpukkan sampah 

yang terus melaju dengan pesat. Angka ini akan terus melesat tanpa henti jika 

belum ditemukan langkah jitu untuk menghentikan persoalan ini. 

Pertumbuhan volume penumpukkan sampah di Indonesia dicerminkan dalam 

artikel yang disunting oleh Purwanti yang berujudul Sampah dan Dampaknya 

pada Kehidupan Kita. 

 “Volume sampah di Indonesia  sekitar 1 juta meter kubik setiap hari 

dan ini terus megalami peningkatan seiring dengan pertambahan 

penduduk. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2012 

rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sampah sekitar 2 kg per 

orang per hari. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperkirakan 

berapa banyak volume sampah yang dihasilkan oleh suatu kota setiap 

hari dengan mengalikan jumlah penduduknya dengan 2 kg per orang 

per hari” (Kompasiana, 2012).  

“Kementerian Lingkungan Hidup (2012) menyatakan bahwa volume 

sampah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend naik secara 

signifikan. Volume sampah pada tahun 2010 ada 200.000 ton/hari dan 

pada tahun 2012 ada 490.000 ton per hari atau total 178.850.000 ton 

setahun. Dari total sampah tersebut lebih dari 50% adalah sampah 

rumah tangga yaitu hasil dari aktivitas manusia” (Kompasiana, 2012). 

 

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas mencerminkan jumlah angka 

volume penumpukkan sampah yang terus beranjak. Angka volume 
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penumpukkan sampah melonjak drastis hingga mengalami kenaikan lebih 

dari dua kali lipat hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu 200.000 ton/hari 

pada tahun 2010 dan 490.000 ton/hari pada tahun 2012. Mencermati 

fenomena tingginya angka volume sampah yang diproduksi setiap harinya, 

maka sudah seharusnya pengelolaan sampah dilakukan secara tepat dan 

menyeluruh dengan harapan mampu menekan angka volume penumpukan 

sampah yang berpotensi terus meningkat.  

Masyarakat sebagai donatur terbesar timbulan sampah, sebagian besar dari 

mereka masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, 

bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Banyak dari 

masyarakat yang memiliki pola pikir pengelolaan sampah hanya bertumpu 

pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan 

keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tentunya pandangan seperti 

ini sangat disayangkan karena jika hanya mengandalkan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA), tidak akan mampu untuk mengurangi jumlah volume 

penumpukkan sampah yang diproduksi oleh masyarakat. Padahal sampah 

rumah tangga menjadi juara sebagai donatur terbesar terhadap tingginya 

angka volume penumpukkan sampah di Indonesia, yang mana sampah rumah 

tangga diproduksi dari sisa-sisa kegiatan masyarakat. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam data dibawah ini, bahwa sampah rumah tangga yang 

berasal dari hasil aktivitas masyarakat ternyata belum ditangani dengan baik. 

“Sampah rumah tangga yang jumlahnya lebih dari 50% total sampah 

ternyata belum ditangani dengan baik. Baru sekitar 24,5% sampah 

rumah tangga di Indonesia yang ditangani dengan metode yang benar 
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yaitu diangkut oleh petugas kebersihan dan dikomposkan. Sisanya 

(75,5%) belum ditangani dengan baik. Fakta itu ditunjukkan oleh data 

RISKESDAS 2010 yang menyatakan bahwa rumah tangga di 

Indonesia umumnya menerapkan 6 metode penanganan sampah, yaitu: 

1) diangkut oleh petugas kebersihan (23,4%), 2) dikubur dalam tanah 

(4,2%), 3) dikomposkan (1,1%), 4) dibakar (52,1%), 5) dibuang di 

selokan/sungai/laut (10,2%) dan 6) dibuang sembarangan (9%)” 

(Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs dalam Kompasiana, 

2012).   

 

Data diatas merupakan cerminan dari buruknya sistem pengelolaan 

sampah skala rumah tangga di Indonesia. Tercantum pada data tersebut 

bahwa sampah yang dikelola melalui proses komposting hanya sekitar 24,5% 

dan sisanya belum ditangani dengan baik yaitu sekitar 75,5% sampah. 

Sampah rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar volume 

penumpukkan sampah di Indonesia (˃50%) seharusnya dikelola dengan 

efektif dengan menggunakan metode berkelanjutan yang ramah lingkungan. 

Masyarakat yang merupakan sumber penghasil sampah rumah tangga sudah 

selayaknya juga ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah. Potret 

minimnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

sampah tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam rangka merealisasikan 

program pengelolaan sampah yang telah diciptakan. Banyak dari masyarakat 

belum memiliki kesadaran untuk tertib dalam membuang dan mengelola 

sampah, tidak jarang usaha pemerintah menjadi sia-sia ketika berhadapan 

dengan masyarakat. Padahal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan bahwa 

pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. 

Masyarakat dan pelaku usaha, sebagai penghasil sampah, juga memiliki 
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tanggung jawab dalam mengelola sampah. Minimnya kesadaran masyarakat 

untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan kelemahan pemerintah 

dalam mengelola dan mengawasi mencerminkan bahwa kurangnya kapasitas 

negara ini dalam mengelola sampah. Tentunya hal ini menyebabkan 

pengelolaan sampah di Indonesia menjadi sangat memprihatinkan. Seperti 

yang disunting Asrul yang dikutip oleh Devi Hernawati menuliskan bahwa :  

“….Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Balthasar Kambuaya, 

bahwa fenomena pengelolaan persampahan di Indonesia sampai saat 

ini semakin memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten dan Kota 

sepertinya setengah hati dalam mengelola sampahnya di daerah, 

hampir semua pengelolaan sampah tidak berjalan sebagaimana 

mestinya dan terjadi stagnan”. (Devi, 2009:58)  

 

Potret pengelolaan sampah di Indonesia yang memprihatinkan ini 

berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai konsekuensi akibat 

pengelolaan sampah yang kurang memperhatinkan aspek lingkungan. 

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat timbulan sampah yang tidak 

dikelola secara berkelanjutan akan menghasilkan cairan yang berasal dari 

rembesan sampah yang akan masuk kedalam air tanah dibawahnya, drainase 

atau sungai yang selanjutnya mencemari air. Selain itu, Pembuangan sampah 

yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang 

dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan tanah pada lahan 

setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan 

mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3).  

Kualitas lingkungan yang menurun akibat sampah juga berpotensi 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dampak langsung 
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sampah pada kesehatan antara lain karena kontak langsung dengan sampah. 

Sementara dampak tidak langsung akibat proses pembusukan, pembakaran 

dan pembuangan sampah. Timbulan sampah beresiko menjadi sumber dan 

tempat berkembang biak dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan 

(Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 1987:21). Penyakit akibat sampah 

sangat luas dan dapat berupa penyakit menular dan tidak menular. Penyakit 

tersebut berupa gangguan pernafasan karena adanya pembusukan sampah 

oleh mikroorganisme yang menghasilkan gas hidrogen sulfide (H2S) dan gas 

metan (CH4) yang bersifat racun bagi tubuh, gangguan pada pencernaan 

seperti diare yang disebabkan oleh adanya vektor yang membawa kuman 

penyakit dan penyakit kulit yang disebabkan beberapa jenis jamur 

mikroorganisme patogen yang hidup dan berkembang biak di dalam sampah 

(Juli, 2009:46).  

Potret efek yang timbul akibat buruknya sistem pengelolaan sampah 

menandakan bahwa permasalahan sampah telah berada pada titik 

kompleksitas yang tinggi. Tentunya hal ini merupakan suatu persoalan yang 

harus segera ditangani. Permasalahan sampah di Indonesia ibarat suatu 

penyakit kronis yang harus segera ditemukan obat penyembuhnya, sebelum 

penyakitnya menjalar ke seluruh bagian. Pengelolaan sampah yang kurang 

tepat, lemahnya konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menangani 

masalah sampah, penyediaan infrastruktur persampahan yang tidak memadai, 

dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan 

menyebabkan sulitnya menemukan solusi yang tepat untuk menangani 
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permasalahan sampah (Hadiwiyoto, 1983:29). Mengingat betapa 

berbahayanya dampak yang dapat ditimbulkan akibat permasalahan sampah, 

maka dibutuhkan serangkaian cara inovatif dalam pengelolaan sampah agar 

mampu memiminalisir dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan 

sampah yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.  

 

Mencermati maraknya dampak negatif yang terjadi akibat pengelolaan 

sampah, sekaligus dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Kementerian Pekerjaan 

Umum melahirkan sebuah program unggulan yaitu Pengelolaan Sampah 

Reduce, Reuse, Recycling (TPS 3R) Berbasis Masyarakat. Selanjutnya 

ketentuan mengenai implementasi program tersebut diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 

tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam 

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga. Program ini diharapkan mampu menjawab persoalan masalah 

sampah dan sebagai terobosan baru melalui keterlibatan peran aktif 

masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sehingga mampu 

mencapai tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas 

lingkungan serta pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya. 
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Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat merupakan paradigma baru 

dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut lebih ditekankan kepada 

metoda pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Maka di 

dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat terdapat 

tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, 

yaitu (1) Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat. (2) 

Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metoda 

3R. (3) Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R. (Kementerian 

Pekerjaan Umum, 2012:1) Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu upaya 

yang perlu ditempuh adalah melalui penyelenggaraan Tempat Pengelolaan 

Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat, yang diarahkan pada daur ulang 

sampah (Recycle). 

Sejak Kementerian Pekerjaan Umum melahirkan program Pengelolaan 

Sampah 3R Berbasis Masyarakat, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia 

mulai mengaplikasikan program tersebut sebagai inovasi baru dalam 

pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing. Kabupaten Malang 

merupakan salah satu daerah yang turut mengaplikasikan program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. Salah satu daerah di 

Kabupaten Malang yang diarahkan untuk mengimplementasikan program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat ialah Desa Mulyoagung. 

Alasan yang melatarbelakangi perlunya penerapan program tersebut di Desa 

Mulyoagung ialah terjadinya pencemaran lingkungan di Daerah Aliran 
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Sungai (DAS) Brantas akibat lokasi TPS yang berada di tepi sungai sehingga 

seringkali sampah-sampah ikut terbuang ke sungai.  

Mulyoagung merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di desa Mulyoagung 

terdiri dari 5 dusun, yaitu Jetis, Sengkaling, Dermo, Jetak, dan Jetak Ngasri. 

Letak desa ini melewati Daerah Aliran Sungai Brantas.  Desa Mulyoagung 

yang memiliki luas wilayah 396.593 Ha dan dengan tingkat populasi 

penduduk mencapai 3.671 Kepala Keluarga (Arsip Desa Mulyoagung, 2013) 

merupakan salah satu desa tujuan perpindahan penduduk dari kota maupun 

luar daerah atau provinsi.  

Efek yang terjadi akibat banyaknya perpindahan penduduk ke Desa 

Mulyoagung adalah peningkatan jumlah penduduk yang bermukim dan 

bertempat tinggal. Kondisi ini menyebabkan semakin sempitnya lahan-lahan 

yang kosong karena berubah menjadi pemukiman. Meningkatnya jumlah 

penduduk juga berdampak pada semakin meningktnya volume penumpukkan 

sampah yang diproduksi oleh masyarakat Desa Mulyoagung. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak F. Supadi dibawah ini. 

“Volume sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh tiap rumah 

warga tidak kurang dari 7.900-an kg dan hal ini masih belum termasuk 

sampah dari rumah produksi di wilayah Desa Mulyoagung, jadi dapat 

diperkirakan bahwa total keseluruhan volume sampah yang dihasilkan 

oleh Desa Mulyoagung setiap harinya rata-rata mencapai 8 sampai 

dengan 9 ton sampah. Hal tersebut bertambah sulit karena 

keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

sampah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Supadi, Ketua KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu) 
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Pernyataan dari Bapak Supadi diatas menunjukkan sulitnya mengelola 

sampah dengan ramah lingkungan di Desa Mulyoagung. Banyaknya sampah 

yang diproduksi oleh warga Desa Mulyoagung namun tidak adanya lahan 

yang layak untuk tempat pembuangan sampah, maka akhir tahun 1990 warga 

membuang sampah pada suatu lahan yang terletak di tepi Sungai Brantas dan 

selanjutnya lahan ini digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS). Banyaknya masyarakat yang membuang sampah di TPS yang berada 

pada tepi Sungai Brantas menyebabkan semakin tingginya volume 

penumpukkan sampah, sehingga ketika hujan turun seringkali sampah-

sampah ikut terbuang di sungai. Kondisi demikian menyebabkan terjadinya 

pencemaran pada air Sungai Brantas. Padahal air Sungai Brantas juga 

digunakan sebagai baku air minum bagi daerah yang berada di hilir Sungai 

Brantas. Tentunya dengan adanya sampah yang ikut terbuang ke DAS 

Brantas akan membahayakan kesehatan manusia yang menggunakan air 

Sungai Brantas sebagai baku air minum dan juga membahayakan 

kelangsungan hidup ekosistem yang berada pada Sungai Brantas.  

Melihat permasalahan sampah yang berdampak pada timbulnya 

pencemaran lingkungan di DAS Brantas, Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten Malang menanggapi 

fenomena tersebut dengan memberikan teguran kepada Kepala Desa 

Mulyoagung dan warga sekitar. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari 

Bapak F. Supadi dibawah ini. 
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“...waktu itu pegawai BLH dan Cipta Karya datang menegur Kepala 

Desa, yang intinya beliau harus berkoordinasi dengan masyarakat 

untuk merelokasi TPS dari pinggir Sungai Brantas dan mengolah 

sampah dari masyarakat. Kalau tidak, Kepala Desa-kita akan dijerat 

hukuman karena melakukan tindak kejahatan merusak lingkungan.” 

(Hasil wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu). 

 

Peristiwa ini menjadi cambuk sekaligus menjadi langkah awal bagi 

Pemerintah Desa dan warga Desa Mulyoagung untuk tergerak menempuh 

cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Melihat fenomena 

permasalahan lingkungan di wilayahnya, Pemerintah Desa dan warga Desa 

Mulyoagung berusaha keras untuk menemukan solusi atas masalah 

pencemaran air di sungai Brantas.  

“...Akhirnya kita (Kepala Desa dan perwakilan masyarakat Desa 

Mulyoagung) menyanggupi untuk memindahkan lokasi TPS. Namun 

dengan syarat pemerintah harus mendanai.” (Hasil wawancara dengan 

Bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu). 

 

Mengacu pada pernyataan dari Bapak F. Supadi diatas, menunjukkan 

bahwa solusi untuk mengatasi masalah pencemaran air di sungai Brantas 

akibat penumpukkan sampah di lahan tepi sungai dengan cara merelokasi 

TPS ke tempat lain. Relokasi TPS ini sekaligus untuk mempersiapkan lokasi 

dalam rangka penerapan program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis 

Masyarakat. TPS tersebut direlokasi ke suatu lahan yang selanjutnya 

dijadikan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat dan 

disebut sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung 

Bersatu. Persiapan relokasi TPS serta penerapan program Pengelolaan 

Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung difasilitasi oleh peran 
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Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dimana instansi tersebut merupakan 

perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka 

persiapan implementasi program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis 

Masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.  

Sejak Februari 2011, TPST Mulyoagung Bersatu mulai beroperasi. Sejak 

saat itu, masyarakat tidak lagi membuang sampah ke TPS yang terletak di 

pinggir Sungai Brantas. Sehingga pencemaran air di Sungai Brantas akibat 

permasalahan sampah dapat diatasi. Kondisi tersebut didukung oleh 

partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam melakukan pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan melalui metode 3R, yaitu sebagai 

pengelola TPST yang tergabung dalam sebuah Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM). Kelompok sosial ini merupakan suatu wadah organisasi 

yang dipersiapkan untuk mengelola TPST Mulyoagung Bersatu melalui 

pembinaan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 

Sebagai kelompok sosial yang merupakan perwakilan dari masyarakat, 

KSM berusaha mengelola TPST dengan menerapkan cara manajemen yang 

tepat agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan mampu 

mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan amanat Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sejak TPST 

Mulyoagung mulai beroperasi, kinerja KSM dan para pegawai memberikan 

hasil yang cukup memuaskan. Semangat kerja dan loyalitas yang telah 

dipupuk oleh para anggota KSM dan para pegawai dalam mengelola sampah 
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di TPST menuai prestasi yang membanggakan. Hal ini sebagaimana yang 

disunting oleh Cahyo Ramadhan dalam potongan artikel dibawah ini. 

“....TPST Mulyoagung, Peran Aktif  Meraih Award Energi. Apa yang 

dilakukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPST Mulyoagung 

Bersatu di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ini dapat dicontoh oleh 

desa atau KSM lainnya. Bila sebelumnya selama 20 tahun sampah 

dari masyarakat terbuang percuma, maka setelah ada TPST (Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu), sampah itu dikelola dan malah bisa 

menghasilkan uang.” (Malang Post, 2013) 

 

Prestasi yang diperoleh TPST Mulyoagung atas keberhasilannya dalam 

melakukan pengelolaan sampah menyandang predikat sebagai tempat 

pengelolaan sampah percontohan. Sehingga membawa beberapa Kepala 

Daerah di Indonesia hingga tamu dari mancanegara mengunjungi TPST 

Mulyoagung Bersatu untuk mempelajari mekanisme pengelolaan sampah 

yang diterapkan di TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini seperti yang 

disebutkan oleh Sylvianita pada potongan artikel Surabaya Tribun News 

dibawah ini. 

“....Sebanyak 15 Kepala Daerah melakukan kunjungan ke Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan dau, Kabupaten Malang. Mereka berasal dari Kabupaten 

Bima, Kabupaten bangka Barat serta kota/kabupaten dari luar Pulau 

Jawa. Kunjungan mereka untuk belajar tentang pengelolaan sampah.” 

(Surabaya Tribun News, 2013) 

 

Keberhasilan  TPST Mulyoagung bersatu dalam mengelola sampah 

tentunya didukung oleh manajemen yang dilakukan oleh KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu dan didampingi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

sebagai pembina. Mengingat pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan 
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TPS 3R Berbasis Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam 

pedoman umum Penyelenggaraan TPS 3R Berbasis Masyarakat, bahwa: 

“Penyelenggaraan TPS 3R Berbasis Masyarakat tidak hanya 

menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap 

dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut manajemen 

yang tepat dalam pelaksanaannya”. (Kementerian Pekerjaan Umum, 

2012:5) 

 

Mengacu pada pernyataan diatas, maka manajemen TPST Mulyoagung 

Bersatu merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian demi tercapainya 

keberhasilan program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. 

Manajemen dapat digunakan sebagai suatu alat yang berfungsi untuk 

mengelola dan mengendalikan suatu organisasi. Untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai organisasi pengelola sampah, KSM TPST Mulyoagung 

Bersatu memperhitungkan secara matang mulai dari tahap perencanaan 

(planning) hingga tahap mekanisme anggaran (budgetting). Hasil kegiatan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu dipertanggungjawabkan 

dalam bentuk laporan yang diinformasikan kepada Pemerintah Desa 

Mulyoagung setiap periode satu bulan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

setiap periode triwulan untuk memantau kinerja KSM.  

 Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa mulyoagung melalui 

implementasi program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 

diketahui mampu memberikan dampak positif yaitu sampah dapat 

dimanfaatkan sebagai sumberdaya, serta terdapat peningkatan terhadap 

kondisi lingkungan dan kondisi sosial di Desa Mulyoagung. Hal tersebut 
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dibuktikkan dengan penanggulangan pencemaran lingkungan di kawasan 

DAS Brantas dan mampu menciptakan lingkungan sekitar yang bersih 

terbebas dari sampah. Sedangkan peningkatan kondisi sosial yaitu semakin 

meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh 

menurunnya jumlah masyarakat yang mengidap penyakit diare dan penyakit 

kulit (periode tahun 2011-2013) yang diduga disebabkan oleh penumpukkan 

sampah di lokasi TPS lama. 

Menangani permasalahan sampah di daerah merupakan suatu kewajiban 

bagi Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya. Melalui manajemen yang 

tepat dalam penyelenggaraan TPS Reduce, Reuse, Recycling (3R) Berbasis 

Masyarakat diharapkan mampu mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai 

dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji suatu penelitian 

tentang keberhasilan pengelolaan sampah di daerah yang dicapai melalui 

partisipasi masyarakat dalam mengelola tempat pengelolaan sampah tersebut 

dan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul “Manajemen Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Studi di 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pada Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan sejak diterapkan program 

Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycling Berbasis Masyarakat di 

Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang? 

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen 

Tempat Pengelolaan Terpadu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen yang dilakukan pada 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang.  

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan sejak 

diterapkan program Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycling  

Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. 
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3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan manajemen Tempat Pengelolaan Terpadu di 

Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Akademis 

a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya kajian ilmu 

pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan Administrasi Publik. 

b. Sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti dengan 

mengangkat tema yang sama. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Sebagai masukkan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten 

Malang dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam rangka 

mengoptimalkan manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

Mulyoagung Bersatu. 

b. Sebagai bahan evaluasi penyelenggraan pengelolaan sampah melalui 

implementasi program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycling 

Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang penelitian yaitu pentingnya penerapan 

program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat dalam rangka 

menanggulangi pencemaran lingkungan di DAS Brantas yang terletak pada 

Desa Mulyoagung akibat masalah sampah. Dalam bab ini juga terdapat 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, 

kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan berpijak yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat tiga teori pokok yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Manajemen, Administrasi Lingkungan 

Hidup,  dan Partisipasi, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisa data 

berdasarkan hasil temuan di lapangan baik data sekunder maupun primer. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan 

lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, 

desain analisis data, dan keabsahan data. 
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BAB IV HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data yang 

diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam 

rumusan masalah, kemudian data yang diperoleh dianalisa berdasarkan teori 

yang telah dicantumkan dalam Kajian Pustaka. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan berdasarkan 

hasil penyajian data lapangan dan analisa teoritik dari penulis, kemudian 

dalam bab ini juga diuraikan saran-saran untuk meningkatkan optimalisasi 

manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di desa Mulyoagung yang 

merupakan lokasi penelitian. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Administrasi dan Manajemen 

1. Konsep Administrasi dan Manajemen 

Secara konseptual, administrasi merupakan suatu rangkaian usaha kerja 

sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sebagai 

suatu konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi 

merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan 

menanandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Kinerja seseorang 

atau kelompok akan mudah dinilai atau dievaluasi dengan memperhatikan 

aspek administrasinya, atau dengan kata lain administrasi merupakan salah satu 

indikator keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melakukan kegiatan 

(Endro, 2002:1). 

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan 

data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan 

keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan 

dalam hubungannya satu sama lain. Dengan kata lain disebut tata usaha 

(clerical work, office work). Asal-usul administrasi bermakna ketatausahaan 

berawal dari istilah Belanda yaitu administratie. Hal ini sebagaimana pendapat 

yang dikemukakan oleh F.X. Soedjadi: 

“Sebelum Perang Dunia II, diambil dari istilah Belanda administratie, 

diberikan pengertian sebagai pekerjaan ketatausahaan dan 
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kesekretarisan, yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan soal 

surat-menyurat atau korespondensi, soal pencatatan atau dokumentasi, 

soal pendaftaran atau registrasi, soal-soal kearsipan dan sebagainya” 

(Soesilo, 1996:8) 

Mengacu dari pendapat diatas, Indonesia banyak menganut makna administrasi 

sebagai tata usaha, karena Indonesia cukup lama dijajah Belanda dan di Negeri 

Belanda sendiri istilah administratie berarti tata usaha atau kegiatan yang 

berkenaan dengan catat-mencatat dan tulis-menulis. 

Sedangkan administrasi dalam arti luas, seperti yang dikembangkan oleh 

para tokoh teori administrasi maupun yang dikembangkan di dunia pendidikan 

tinggi dewasa ini, seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi.  

Luther Gullick  dalam Chalekian (2013:8) mendefinisikan administrasi sebagai 

“Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of 

defined objectives”. Pendapat dari Luther Gullick memiliki makna administrasi 

berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan  

tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Siagian 

memandang administrasi sebagai suatu proses sehingga diperoleh definisi 

administrasi yang merupakan “Keseluruhan proses pelaksanaan dari 

keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya” (Siagian, 1980:8). Pendapat Siagian tentang 

administrasi  selaras dengan pendapat Ulbert Silalahi yang dikutip oleh 

Suwandi,  “Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang 

dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang 

diinginkan.”  Para ahli yang telah mendefinisikan administrasi diatas, 
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sesungguhnya memiliki pandangan yang sama tentang administrasi yang 

intinya suatu usaha kegiatan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Maka 

mengacu pada pendapat para ahli sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu 

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut administrasi dalam arti luas.  

Selain klasifikasi definisi adminitrasi yang telah disebutkan, masih ada 

satu kategori lagi yaitu pendapat yang menyatakan bahwa administrasi sama 

dengan manajemen. Seperti halnya Manajemen,  banyak pendapat yang 

mengatakan bahwa Manajemen adalah bagian dari Administrasi ada pula 

sebaliknya. Sebenarnya keduanya tergantung dari tempat atau Negara mana 

pendapat itu berasal  (Siagian, 1980:16).  Pada kesempatan lain para ahli 

Administrasi pada umumnya sependapat bahwa Manajemen merupakan inti 

dari Administrasi. Penyamaan arti antara administrasi dan manajemen tampak 

pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana dinyatakan bahwa 

istilah administrasi dan manajemen dipakai secara silih berganti dalam artian 

yang sama (Soesilo, 1996:10). Walaupun istilah administrasi lebih sering 

digunakan dalam bidang administrasi publik dan manajemen lebih sering 

digunakan dalam istilah administrasi bisnis, namun saat ini istilah manajemen 

pun diterapkan pula pada urusan-urusan publik. Secara lebih rinci dinyatakan 

oleh The Liang Gie bahwa : 

“The term administration and management are more being used 

synonimously. While the term administration has been applied more to 

the conduct of public affairs and the term management more to that 

business enterprise:...... there has been a tendency in recent times for 

management to be just to a greater degree in public affairs. This is 
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probably because of the increasingly application of business 

management practicein the field of public administration.” (Soesilo, 

1996:10) 

Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang berarti kontrol 

(Terry, 2012:6). Dalam bahasa Indonesia memiliki makna: mengendalikan, 

menangani atau mengelola. Menurut Yayat M. Herujito, “Manajemen adalah 

pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain 

untuk bekerja” (2001:8). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen 

merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana 

utama dari administrasi (Siagian, 1980:5). 

Mengacu pada penyamaan makna antara administrasi dan  manajemen 

yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, maka dalam 

penerapaannya administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan hanya 

kegiatannya yang memiliki perbedaan. Dilihat dari segi fungsional, 

administrasi memiliki dua tugas utama, yaitu: (1) menentukan tujuan dan 

kebijaksanaan umum secara menyeluruh yang hendak dicapai: (2) menentukan 

kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi. Sedangkan manajemen 

pada hakekatnya berfungsi untuk melaksanakan semua kegiatan dalam rangka 

mencapai tujuan dalam batas kebijaksanaan yang telah ditentukan pada tingkat 

administrasi (Siagian, 1980: 52). Kedudukan administrasi dan manajemen 

dipertegas dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vatmawati, bahwa 

“Administrasi lebih luas dari pada manajemen karena manajemen sebagai salah 

satu unsur dan merupakan inti dari administrasi yaitu sebagai pelaksana yang 
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bersifat operasional melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh 

sekelompok orang yang disebut “bawahan”, jadi dengan manajemen, 

administrasi akan mencapai tujuannya.” 

Konsep administrasi dan manajemen merupakan pemahaman dasar dalam 

mengkaji tema yang diangkat dalam penulisan ini. Oleh karena penulisan ini 

mengkaji tentang manajemen, maka pemahaman tersebut merupakan bekal 

bagi penulis untuk mengetahui bagaimana makna administrasi dan manajemen 

secara konseptual. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

mengkaji secara empirik mengenai proses pencapaian tujuan organisasi melalui 

pelaksanaan manajemen yang diterapkan oleh organisasi tersebut. 

Baik administrasi maupun manajemen memiliki inti yang sama yaitu suatu 

sarana dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk merealisasikan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka administrasi memiliki suatu 

prinsip yang berfungsi sebagai alat yang dapat membantu tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan. Prinsip ini saling berhubungan dan dilaksanakan secara 

serentak atau berkelanjutan. Prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan ke 

dalam semua tipe organisasi tanpa memandang sifat kegiatan yang 

dilaksanakan. 
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2. Prinsip Administrasi  

Prinsip-prinsip administrasi muncul pada Paradigma Administrasi Publik, 

khususnya pada paradigma yang kedua (1927-1937). Pada fase ini 

Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain 

seperti industri dan pemerintahan. Sehingga pengembangan pengetahuan 

manajemen memberikan pengaruh besar terhadap timbulnya prinsip-prinsip 

administrasi (Miftah, 2005:29). Prinsip administrasi yang dilahirkan pada fase 

ini dikenal dengan sebutan akronim POSDCORB (Planning, Organizing, 

Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting), yang dicetuskan 

oleh Luther Gullick dan Lyandall Urwick. Oleh karena karya yang telah 

diciptakan, mereka termasuk kedalam kontributor awal dalam dunia 

administrasi atau manajemen (Erni, 2010:55). Istilah POSDCORB dalam 

berbagai literatur dapat pula disebut sebagai fungsi administrasi atau 

manajemen. Seperti yang tertulis dalam salah satu karya Siagian yang berjudul 

“Filsafat Administrasi”, Ia meyebut POSDCORB sebagai fungsi administrasi 

atau manajemen (Siagian, 1980:103). Kejelasan tentang istilah POSDCORB 

disebut sebagai fungsi atau prinsip bukanlah hal yang harus digarisbawahi, 

karena pada intinya istilah POSDCORB merupakan rangkaian usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari tahap Planning, Organizing, 

Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting. 

 Prinsip atau fungsi POSDCORB berlaku umum terlepas dari ruang dan 

waktu. Tanpa kecuali prinsip atau fungsi ini dapat diterapkan secara sukses 

dimanapun dan dalam organisasi apapun. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan 
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oleh Mustopadjaja dalam Soesilo Zauhar, yaitu “they worked in any 

administrative setting, regardless of culture, function, environment, mission, or 

insitutional framework and without exception it therefor followed that could be 

applied succesfully any where.” (Soesilo, 1996:42). Oleh sebab itu, istilah 

POSDCORB bersifat universal, dimana dalam kenyataannya dapat diterapkan 

pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun 

kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan 

prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.   

Adapun 7 Prinsip Administrasi atau Manajemen menurut Luther M. Gullick 

dalam karyanya “Papers on the Science of Administration” adalah: 

1. Planning  (Perencanaan) 

Luther Gullick menterjemahkan planning sebagai  “working out in 

broad outline the thinks that need to be done and the methods for doing 

them to accomplish the purpose set for the enterprise” (Chalekian, 

2013:16). Pendapat dari Luther gullick  memiliki makna bahwa perencanaan 

merupakan suatu proses yang secara garis besar untuk menentukan tujuan 

yang harus dicapai di masa mendatang dan metode apa yang harus 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka mengacu pada pendapat 

dari Luther Gullick, pada proses perencanaan terdiri dari dua elemen (1) 

penetapan tujuan, dan (2) menentukan metode dan kegiatan-kegiatan yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini 

menghasilkan dan mengintegrasikan tujuan, strategi dan kebijakan. 

(Harbani, 2008:85) 
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Dalam menentukan perencanaan terbagi atas beberapa bagian 

bedasarkan jangka waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan 

yang akan dirancang ke dalam perencanaan. Luther Gullick membagi 

menjadi 3 bagian yaitu long-term, medium-term, dan short term. 

Perencanaan untuk jangka waktu yang panjang yaitu untuk menentukan 

proyek utama yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi. Perencanaan 

untuk jangka waktu menengah yaitu dalam hal melakukan pengadaan tenaga 

kerja beserta fungsi-fungsi masing-masing pegawai. Perencanaan untuk 

jangka waktu pendek untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan operasional harian. Hal ini sebagaimana yang 

disebutkan oleh Luther Gullick dalam mengkaji perencanaan. “Planning 

include long-term for capital projects, medium-term for staffing, and short-

term for day-to-day operations” (Chalekian, 2013:16). 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 

penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-

tujuan telah ditentukan (Harbani, 2008:85). Maka pengorganisasian sangat 

bermanfaat dalam memberikan informasi tentang garis kewenangan agar 

setiap anggota dalam organisasi dapat mengetahui apa dan kepada siapa dia 

memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah. Makna 

pengorganisasian tersebut selaras dengan pendapat Luther gullick yang 

selanjutnya dikutip oleh Paul Chalekian, “Organizing is the establishment of 

the formal structure of authority through which work subdivisions are 
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arranged, defined and coordinated for the defined objective” (Paul, 

2013:18), yang berarti penciptaan dari struktur otoritas formal dimana sub 

bagian kerja dapat diatur, dirumuskan, dan dikoordinasi, untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Organizing juga diperlukan untuk 

memperbaiki efisiensi kerja dan kualitas pekerjaan melalui sinergi yang baik 

antar sumber daya manusia yang ada didalam organisasi. 

3. Staffing (Pengadaan Tenaga Kerja) 

Luther Gullick merupakan salah satu pencetus istilah staffing dalam 

manajemen organisasi. Ia mendefinisikan staffing sebagai “The whole 

personnel function of bringing in and training the staff and maintaining 

favorable conditions of work” (Chalekian, 2013:20). Definisi staffing yang 

disebutkan oleh Luther Gullick memiliki makna menentukan fungsi personil 

secara keseluruhan yang akan menduduki tiap posisi. Sementara itu, 

Harbani Pasolong menterjemahkan istilah Staffing yang berarti kegiatan 

untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi (Harbani, 2008:85). 

Selanjutnya Manulang mengemukakan pendapatnya mengenai istilah 

staffing dengan membedakan kegiatan organizing dan staffing dalam 

manajemen organisasi. Ia menyebutkan bahwa staffing dan organizing 

merupakan dua fungsi manajemen yang erat hubungannya: Bila organizing 

menyusun wadah yang legal tempat menampung segala kegiatan yang harus 

dilakukan pada suatu organisasi, maka staffing berhubungan dengan 

penentuan tenaga-tenaga pelaksananya (Manulang, 1983:22). 
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4. Directing (Pengarahan atau Pemberian Bimbingan) 

Menurut Luther Gullick yang dikutip oleh Paul Chalekian, “Directing 

means the continuous task of making decisions and embodying them in 

specific and general orders and  instructions and serving as the leader of 

the enterprise.” (Chalekian, 2013:22). Makna istilah Directing 

diterjemahkan oleh Harbani Pasolong yang berarti kegiatan yang 

berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, saran-saran, perintah-

perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai 

(Harbani, 2008:85). Sementara itu, Manulang memandang directing bukan 

hanya kegiatan memberikan perintah atau bimbingan yang berfungsi agar 

pegawai melaksanakan tugasnya, tetapi dapat pula berfungsi 

“mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif 

tertuju pada realisasi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”, (Manulang, 

1983:23). 

5. Coordinating (Pengkoordinasian) 

Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization) 

dari usaha-usaha (efforts) untuk mencapai pangaturan waktu yang tepat 

(timing) dan terpimpin (directing) dalam pelaksanaan yang harmonis dan 

bersatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (stated objective), 

(Harbani, 2008:85). Sementara penggagas akronim POSDCORB, Luther 

Gullick dalam Paul Chalekian memandang coordinating dengan lebih 

mudah yaitu “The all important duty of interrelating the various parts of the 

work”(Chalekian, 2014:24). Pendapat Luther Gullick dalam mendefinisikan 
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coordinating memiliki arti adanya interelasi dari berbagai corak kerja. Hal 

tersebut bermakna koordinasi berkenaan dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan usaha menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari seluruh tingkat 

dalam organisasi agar dalam setiap gerak dan langkahnya tertuju pada satu 

tujuan yang sama. Tanpa koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian 

yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan irama atau 

kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula tanpa koordinasi, masing-

masing bekerja sesuai dengan kepentingannya masing-masing dengan 

mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan.  

6. Reporting (Pelaporan) 

Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang apa yang 

sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjaga agar atasan dan 

bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, 

dan inspeksi (Harbani, 2008:86). Pendapat tersebut merupakan makna 

reporting yang merupakan hasil terjemahan dari Pendapat Luther Gullick, 

yaitu “keeping those to whom the executive is responsible informed as to 

what is going on, which thus includes himself and his subordinates informed 

through records, research and inspection.”(Chalekian, 2013:26).  Pelaporan 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian, 

lancar atau tidaknya tugas, apakah terdapat kemajuan atau perkembangan 

dalam hasil penyelesaian tugas atau pemberian keterangan yang berkaitan 

dengan penyelesaiaan tugas. Pelaksanaan pelaporan ditujukan untuk 

menginformasikan pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan atau secara 
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tertulis sehingga yang menerima laporan dapat memperoleh gambaran 

mengenai pelaksanaan tugas seseorang yang memberi laporan (Manulang, 

1983:24). 

7. Budgeting (Penganggaran) 

Menurut Luther Gullick, penganggaran merupakan “all that goes with 

budgeting in the form of fiscal planning, accounting and control”. 

(Chalekian, 2013:28). Pandangan Luther Gullick mengenai penganggaran 

memiliki makna semua kegiatan dalam bentuk perencanaan, perhitungan 

dan pengendalian anggaran. Kemudian dalam tahap penganggaran, Harbani 

Pasolong mengkaji tentang penyusunan anggaran belanja. Penyusunan 

anggaran belanja yaitu bagaimana uang itu digunakan, untuk keperluan apa, 

berapa banyaknya, termasuk kepada pos mana, kemudian dari mana sumber 

keuangan diperoleh (Harbani, 2008:86). 

Uraian mengenai prinsip administrasi POSDCORB bermanfaat sebagai 

pisau analisis yang digunakan dalam penulisan ini. Berkaitan dengan tema 

penulisan skripsi ini menyorot tentang manajemen suatu organisasi, maka 

prinsip administrasi hasil pemikiran Luther Gullick dan Lyandall Urwick ini 

akan digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan manajemen di 

TPST Mulyoagung Bersatu (Situs penelitian) yang dikelola oleh Kelompok 

Swadaya Masyarakat (Organisasi Pengelola TPST). Alat ukur dalam 

menganalisis pelaksanaan manajemen di TPST Mulyoagung Bersatu 

merupakan makna yang berada pada penjabaran akronim POSDCORB ini, 

dimana akan dideskripsikan serta dianalisis mulai dari tahap planning, 
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organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgetting melalui 

sejauh mana relevansi antara hasil temuan di lapangan dengan konsep ini. Hal 

ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi pelaksanaan 

manajemen yang dilakukan oleh KSM dalam mengelola TPST Mulyoagung 

Bersatu. 

 

B. Lingkungan Hidup 

1. Definisi Lingkungan Hidup 

Istilah lingkungan hidup seringkali digunakan untuk menyebutkan segala 

sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk 

hidup di bumi. Adapun definisi lingkungan hidup menurut seorang ahli 

lingkungan, Otto Soemarwoto  yang menyebukan bahwa “Lingkungan hidup 

adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita 

tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.” (Otto, 2004:13).  Pendapat Otto 

Soemarwoto yang cukup sederhana mengenai definisi lingkungan hidup 

diperjelas dengan pendapat yang disampaikan oleh Raldi Hendro Kustur yang 

mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “Lingkungan hidup sebagai semua 

benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, 

yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup 

serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”. (Raldi, 1997:28). 

Jika ditinjau dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para 

ahli, terdapat keterkaitan antara lingkungan hidup dan manusia yaitu keduanya 
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saling berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya satu sama lain. Hal ini 

seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup yang 

didalamnya memberikan definisi lingkungan hidup secara lebih mendalam. 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Uraian mengenai definisi istilah lingkungan hidup merupakan salah satu 

aspek yang perlu dipahami dalam mengkaji tema yang diangkat dalam 

penulisan skripsi ini. Dimana melalui pemahaman tersebut, disadari bahwa 

lingkungan hidup yang merupakan habitat bagi manusia dan makhluk hidup 

lainnya perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini didasarkan pada definisi 

lingkungan hidup yang telah dibahas sebelumnya, memiliki makna bahwa 

betapa pentingnya keberadaan serta peran lingkungan hidup bagi manusia, 

sehingga lingkungan hidup perlu dilestarikan dan dikelola melalui cara dan 

metode yang tepat. 

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 
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lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sementara Otto 

Soemarwoto mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dapat 

diartikan sebagai “usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki 

mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik 

mungkin. Untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, usaha kita ialah 

memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan.”  (Otto, 

2004:76). 

Jika ditinjau dari definisi yang telah dikemukakan diatas, maka 

pengelolaan lingkungan hidup sangatlah diperlukan mengingat pentingnya 

keberadaan lingkungan hidup bagi manusia. Pengelolaan lingkungan hidup 

harus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu mencapai tujuan 

pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup 

yang tertuang dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah: a) Melindungi wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dari pencemarandan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c) 

Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 

d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) Mencapai keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f) Menjamin terpenuhinya 

keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g) Menjamin pemenuhan 

dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi 

manusia; h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
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i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j) Mengantisipasi isu 

lingkungan global. 

Upaya pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung 

jawab bagi Pemerintah saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat yang 

menjadi warga negara. Begitu pula dengan pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia, seluruh warga negara berperan dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan lingkungan hidup demi terjaganya kelestarian lingkungan. Seperti 

yang dituangkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70 yang menyebutkan 

bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” 

Maka mengacu pada regulasi tersebut, mengamanatkan bahwa seluruh elemen 

manusia merupakan elemen penting dalam dalam rangka pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup, mengingat betapa pentingnya keberadaan 

lingkungan serta memiliki peran bagi manusia. 

3. Hubungan Manusia dan Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Manusia merasa keberadaan lingkungan hidup sangatlah berarti, sebagai 

sesama makhluk hidup yang saling membutuhkan. Oleh sebab itu, manusia 

merupakan elemen yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan 

lingkungan. M.T. Zen mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan 

manusia dan lingkungan dalam bukunya yang berjudul Menuju Kelestarian 

Lingkungan Hidup bahwa: 
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“Dalam hal pengelolaan lingkungan, manusia memiliki kedudukan 

yang paling tinggi yaitu berwenang sebagai pengambil keputusan dan 

elemen yang berinisiatif untuk melakukan pengelolaan lingkungan. 

Tentunya hal ini menekankan agar manusia bersikap sebagai yang 

membutuhkan tetapi tidak dalam arti mengurasnya.“ (Zen, 1982:48) 

Mengacu pada pendapat yang telah dikemukakan ditas, maka sudah 

seharusnya manusia tidak mengikis habis lingkungan hidupnya demi 

memenuhi kebutuhannya dalam menyambung kehidupan selanjutnya. Jika 

manusia melestarikan lingkungan hidupnya, maka sebaliknya lingkungan 

hiduppun tidak menghancurkan manusia. Tetapi bagaimana hal itu dapat 

terjadi, sangat tergantung dari manusia sendiri dalam mendekati dan 

mengorganisir lingkungannya. Terwujudnya hubungan timbal balik antara 

manusia dengan lingkungan hidup, memungkinkan berperannya lingkungan 

hidup terhadap kehidupan manusia. Syarat utama agar lingkungan dapat 

berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia ialah bahwa manusia itu sadar 

lingkungan, sadar hukum dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan (Siti, 

2000:17). Oleh karena itu, agar pengelolaan lingkungan hidup mampu 

mencapai tujuannya dalam  mengantisipasi terjadinya kemerosotan kualitas 

lingkungan, maka dibutuhkan landasan normatif yang berfungsi sebagai acuan 

sekaligus alat kendali yang mengatur kegiatan pengelolaan lingkungan. Oleh 

sebab iu, aspek hukum perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan 

pengelolaan lingkungan. 
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4. Peran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Agar pengelolaan lingkungan hidup menjadi jelas dan terarah maka harus 

dilengkapi dengan produk hukum yang sekaligus berfungsi sebagai pengawal 

atau alat kontrol dalam penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup 

(Endro ,2002:8). Produk hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol akan lebih 

bermakna bila mampu memberikan kepastian kepada masyarakat. Mengingat 

kondisi geografi tanah air Indonesia yang begitu luas dengan beraneka ragam 

budaya, suku, agama, keaneka ragaman hayati dan kekayaan alam, tentu 

memerlukan banyak peraturan dalam pengelolaannya. Maka dengan produk 

hukum yang begitu lengkap, jelas dan mampu memberikan kepastian hukum 

bagi setiap orang, dengan begitu keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup akan lebih nyata.  

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki dasar hukum 

yang kuat dan bersifat menyeluruh. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi masalah lingkungan, baik 

oleh Menteri Lingkungan Hidup maupun oleh berbagai Departemen sektoral 

dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Salah satu upaya tersebut adalah 

melalui sarana hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan 

lingkungan. Siti Sundari mengatakan bahwa, “Peraturan perundang-undangan 

lingkungan terutama berfungsi mewujudkan manusia Indonesia sebagai 

pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab 

lingkungan”. (Siti, 2000:12) 
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Maka terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, produk 

hukum tentang lingkungan yang relevan dengan penelitian ini ialah Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang didalamnya mengatur pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup 

dan siapa aja aktor yang dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan. 

Pengelolaan lingkungan mutlak diperlukan untuk menghindari atau 

menanggulangi masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dapat 

menyebabkan terjadinya merosotnya kualitas lingkungan. Salah satu 

permasalahan lingkungan yang cukup rumit ialah masalah sampah yang selama 

ini menjadi penghambat bagi terciptanya kondisi lingkungan hidup yang sehat, 

maka Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga 

menjadi acuan legalitas dalam penelitian ini. Pemecahan masalah sampah 

tentunya harus segera ditemukan agar dampaknya tidak semakin menyebar 

karena akan merugikan bagi lingkungan dan masyarakat yang berada pada 

lingkungan yang pengelolaan sampahnya kurang memperhatikan aspek 

lingkungan. Untuk mengatasi persoalan sampah, Kementerian Pekerjaan 

Umum melahirkan sebuah program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, 

Recycling Berbasis masyarakat, ketentuan untuk mengimplementasikan 

program tersebut diatur dalam  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan 

Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk mengimplementasikan program 

tersebut, dibutuhkan adanya penyelenggaraan Tempat Pengelolaan sampah 3R 
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Berbasis Masyarakat sebagai lokasi dalam melaksanakan kegiatan pengolahan 

dan pengelolaan sampah dengan metode Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, 

Recycling Berbasis masyarakat. Maka Peraturan Menteri tersebut sekaligus 

menjadi landasan hukum serta pedoman dalam persiapan penyelenggaraan 

Tempat Pengelolaan sampah 3R Berbasis Masyarakat. 

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang dan regulasi 

lainnya yang mengatur tentang lingkungan hidup, namun yang perlu 

digarisbawahi ialah sejauh mana peraturan perundang-undangan lingkungan 

berkontribusi terhadap pencegahan dan penanggulangan permasalahan 

lingkungan yang begitu kompleks, seperti kerusakan lingkungan atau 

pencemaran lingkungan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Siti Sundari  

bahwa “Hukum hanya salah satu jalan keluar bagi masalah lingkungan yang 

begitu kompleks.” (Siti, 2000:20). Dengan demikian, agar mampu mengurangi 

masalah lingkungan, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan 

serta melibatkan berbagai elemen yang bersinergi tanpa mengabaikan substansi 

dari undang-undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang lingkungan 

hidup sebagai dasar hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Era Otonomi Daerah 

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung 

lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era 

reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 
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tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing 

menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004.  

Desentralisasi di definisikan sebagai penyerahan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah 

tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam 

kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi 

maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah di Indonesia 

diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 17 ayat (1), yang menyebutkan bahwa 

“Dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, 

pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian” dan dalam 

Pasal 17 ayat (2) “pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya menjadi kewenangan daerah”. Maka, dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang besar 

dalam mengembangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk 

itu kemampuan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, karena 
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kualitas lingkungan hidup merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup 

dalam suatu ekosistem yang seimbang.  

Dalam era Otonomi Daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah 

daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan 

mengandung maksud untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam 

membuat kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan demi 

mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan. Melestarikan lingkungan hidup 

merupakan suatu kebutuhan bersama dan bukan hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab 

setiap warga negara.  

Berangkat dari pemahaman demikian, maka untuk melestarikan 

lingkungan pemerintah juga harus mampu meningkatkan peran serta 

masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan. Meningkatnya kemampuan 

dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat 

menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan sehingga pengelolaan ini 

mampu menjawab persoalan kerusakan lingkungan. Mekanisme peran serta 

masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui 

mekanisme demokrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu strategi 

pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi 

daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

dan pelestarian lingkungan. 
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Keterkaitan uraian pengelolaan lingkungan dalam era otonomi daerah 

dengan penulisan ini ialah dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah 

melalui implementasi program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 

merupakan salah satu kegiatan dalam bidang pengelolaan lingkungan, yang 

dalam penyelenggaraannya melibatkan peran serta masyarakat lokal. Hal 

tersebut juga merupakan bentuk aplikasi dari amanat Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka uraian yang dikaji pada 

bagian ini akan digunakan untuk menganalisa bagaimana peran pemerintah 

daerah dalam mengelola lingkungan di wilayah administratifnya melalui 

meningkatkan peran serta masyarakat yang berlandaskan pada payung hukum 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

 

C. Administrasi Lingkungan Hidup 

1. Definisi Administrasi Lingkungan Hidup 

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, maka mencakup 

semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan 

hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting yang dihadapi 

dunia saat ini. Istilah lingkungan hidup secara umum sudah cukup lama dikenal 

oleh manusia, namun kenyataannya dalam hal tanggung jawab setiap orang 

masih relatif rendah. Masalah lingkungan hidup menjadi lebih memasyarakat 

dengan adanya upaya pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan 
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lingkungan hidup yang melibatkan berbagai sektor termasuk pihak swasta 

maupun masyarakat. 

Mengingat pentingnya keberadaan lingkungan bagi manusia, maka upaya 

pengelolaan lingkungan hidup baik dalam skala besar atau kecil yang 

dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau suatu lembaga pemerintahan 

memerlukan bentuk pengadministrasian secara jelas dan nyata. Apabila sistem 

pengadministrasian itu sudah merupakan bagian dari upaya pengelolaan 

lingkungan hidup, maka akan lebih mudah memberikan tindak lanjut dalam 

pengelolaan berikutnya. 

Istilah administrasi lingkungan hidup masih belum memasyarakat dan 

belum banyak orang memahaminya secara jelas. Sampai saat ini masih sangat 

minim pengertian tentang administrasi lingkungan hidup, walaupun dalam 

pelaksanaannya administrasi lingkungan hidup sudah berjalan bertahun-tahun 

(Endro, 2002:3). Adapun definisi administrasi lingkungan hidup menurut 

Endro Waluyo ialah “Administrasi lingkungan hidup merupakan suatu proses 

penyelenggaraan dan pengurusan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia melalui segenap tindakan atau 

kegiatan.” (Endro, 2002:5). Sementara menurut Wikipedia, Administrasi 

lingkungan hidup merupakan “proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan 

masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak 

mengesampingkan kualitas manusia (penguasaan IPTEK) serta kualitas 

lingkungan (serasi, selaras dan seimbang).”  
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Mengacu pada pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

administrasi lingkungan hidup memiliki faktor-faktor proses, kesatuan ruang, 

kelompok orang dan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya lingkungan hidup 

merupakan tujuan sekaligus obyek yang akan dikerjakan oleh kelompok orang. 

Adapun beberapa pengertian dasar lainnya tentang administrasi lingkungan 

hidup dapat ditinjau dari sudut proses, fungsi dan tugas serta kelembagaan.  

Pengertian administrasi lingkungan hidup dari sudut proses yaitu 

merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari pemikiran, 

perencanaan, pengaturan, penggerakkan, pengawasan sampai dengan 

tercapainya dalam penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan 

hidup.  

Adapun administrasi lingkungan hidup dari sudut fungsi dan tugas 

adalah keseluruhan tindakan yang harus dilakukan dengan sadar oleh 

seseorang atau kelompok yang berkedudukan sebagai administrator 

lingkungan hidup.  

Sedangkan administrasi lingkungan hidup dari sudut kelembagaan 

adalah kelompok orang yang secara tertentu melakukan aktivitas 

didalam lembaga lingkungan hidup, baik lembaga pemerintah maupun 

non pemerintah. (Endro, 2002:6) 

 Mengacu pada pendapat diatas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwasanya dalam mengkaji tentang administrasi lingkungan hidup mencakup 

beberapa pembahasan bergantung dari sudut mana kita memandangnya. 

Dimana dalam sudut pandang proses, merupakan bentuk rangkaian kegiatan 

yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pengawasan, sedangkan dalam 

sudut pandang fungsi dan tugas merupakan bentuk pertanggungjawaban 

seorang administrator lingkungan hidup dalam pelaksanaan masing-masing 

tugasnya, serta dalam sudut pandang kelembagaan berkaitan dengan aktor 

pelaksana kegiatan yang terikat dalam suatu organisasi. Meskipun demikian, 
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dari sudut manapun kita memandang administrasi lingkungan hidup, ketiganya 

berkecimpung pada kegiatan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk 

menciptakan kesehatan lingkungan. 

Adapun  beberapa aspek yang dikelola dalam lingkup administrasi 

lingkungan hidup, ialah: 

a. Materi dalam wujud antara lain tumbuh-tumbuhan, hewan, bagunan dan 

lain-lain yang tersebar secara acak dalam lingkungan, kemudian 

tersusun dalam struktur molekul dan kristal atau bentuk lainnya yang 

berstruktur, di dalam tubuh makhluk hidup atau benda mati. 

b. Energi atau daya. 

c. Ruang yang meliputi daratan, lautan dan udara. 

d. Waktu dalam pengertian lingkungan hidup merupakan proses interaksi 

untuk kehidupan. 

e. Keadaan atau kondisi atau situasi. 

f. Keanekaan atau diversitas. 

g. Interaksi yang menjelma menjadi rantai makanan dan jaring-jaring 

kehidupan.  

Mengacu pada beberapa aspek yang dikelola dalam lingkup administrasi 

lingkungan hidup yang telah disebutkan diatas, terkait dengan penulisan ini 

menyorot tentang pengelolaan sampah, maka sampah termasuk kedalam salah 

satu aspek didalamnya, yaitu materi. Dimana sampah merupakan materi dalam 

wujud padat yang berada tersebar di lingkungan. Oleh karena itu, uraian 
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mengenai administrasi lingkungan hidup perlu dikaji, karena sampah termasuk 

salah satu aspek yang dikelola dalam lingkup administrasi lingkungan hidup. 

Disamping itu, juga terdapat keterkaitan lain antara tema yang diangkat 

dalam penulisan ini dengan kajian administrasi lingkungan hidup. Dimana 

pengelolaan sampah merupakan salah satu tindakan dalam ruang lingkup 

pengelolaan  lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan kesehatan 

lingkungan. Maka, administrasi lingkungan hidup yang merupakan rangkaian 

kegiatan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup digunakan untuk 

menganalisa pengelolaan sampah di lokasi penelitian baik ditinjau dari sudut 

pandang proses, fungsi dan tugas serta kelembagaan.  

Dalam rangka tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi 

lingkungan hidup, yaitu terciptanya kesehatan lingkungan, maka terdapat 

beberapa aspek didalamnya yang saling berkaita satu sama lain. Aspek tersebut 

meliputi manajemen lingkungan hidup dan organisasi lingkungan hidup. 

Manajemen lingkungan hidup yaitu berkenaan dengan kegiatan apa saja yang 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Sementara organisasi lingkungan 

hidup, yaitu berkenaan dengan suatu wadah dimana tempat para aktor berperan 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan, yang 

masing-masing akan dikupas secara mendalam pada kajian berikutnya. 
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2. Manajemen Lingkungan Hidup 

Manajemen merupakan salah satu unsur dari admnistrasi, tentu saja agar 

proses administrasi lingkungan hidup terkupas jelas, maka diperlukan uraian 

yang jelas tentang apa yang dimaksud manajemen lingkungan hidup. Sebelum 

diuraikan lebih lanjut tentang manajemen lingkungan hidup, maka pengertian 

manajemen perlu dikupas terlebih dahulu secara umum, sehingga segala 

sesuatunya dapat dipahami serta dapat menjadi suatu teknik atau metode yang 

handal dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Dari beberapa pengertian manajemen yang telah dikemukakan pada 

pembahasan sebelumnya, bila dipadukan dengan istilah lingkungan hidup, 

dapat diperoleh definisi menajemen lingkungan hidup ialah: 

“Manajemen lingkungan hidup adalah suatu tindakan untuk 

menggerakkan kelompok orang  dalam kesatuan ruang tertentu serta 

segenap daya dan unsur yang ada melalui tahap demi tahap untuk 

mencapai tujuan tertentu.” (Endro,2002:34) 

 

 Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas tampak bahwa pengertian 

dari manajemen lingkungan hidup harus diterapkan dalam usaha suatu 

kelompok manusia dan tidak mungkin hanya untuk satu orang saja. Karena 

kelompok orang merupakan unsur dasar terpenting dalam manajemen 

lingkungan hidup, yang tentu saja merupakan kunci utama sukses atau tidaknya 

seorang manajer dalam mengemban tugas misi organisasi (Endro, 2002:35). 

 Mengingat tema yang diangkat dalam penulisan ini juga menyorot tentang 

pengelolaan sampah, maka uraian tentang manajemen lingkungan hidup juga 
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perlu dikaji dalam penulisan ini. Dimana pengelolaan sampah merupakan salah 

satu upaya dalam menciptakan kesehatan lingkungan. Terciptanya kesehatan 

lingkungan merupakan tujuan diselenggerakannya manajemen lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, kajian tentang manajemen lingkungan hidup akan 

digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisa bagaimana pengelolaan 

lingkungan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah 

oleh berbagai pihak yang terlibat, dan siapa saja aktor yang terlibat untuk 

menggerakkan/digerakkan dalam melakukan kegiatan tersebut serta apa saja 

bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan.  

3. Organisasi Lingkungan Hidup 

Suatu organisasi dapat diibaratkan sebagai anggota badan/tubuh manusia 

secara utuh atau lengkap yang terdiri dari kepala, badan, tangan dan kaki serta 

beberapa bagian penting lainnya yang ada pada setiap bagian pokok tersebut. 

bila setiap bagian itu berfungsi dengan baik, maka hal ini merupakan salah satu 

kunci keberhasilan untuk mencapai setiap tujuan yang diharapkan. Selain 

kesempurnaan anggota badan dan fungsi yang ada pada setiap bagian itu, tentu 

ada faktor lain di luar tubuh kita yang menjadi aspek penentu (penghambat) 

keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini senada dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Endro Waluyo, bahwa  “Untuk meraih suatu keberhasilan 

organisasi lingkungan hidup harus memperhatikan dua hal, yaitu kekuatan 

organ kita sendiri (internal) dan kekuatan atau hambatan dari luar organ kita 

(external)” (Endro, 2002:17). 
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Sebelum dikupas lebih dalam mengenai organisasi lingkungan hidup, perlu 

dipahami terlebih dahulu pengertian istilah organisasi, karena mengkaji tentang 

administrasi erat kaitannya dengan organisasi dan manajemen serta unsur yang 

lainnya. Beberapa ahli telah memberikan batasan pengertian tentang organisasi 

di antaranya: 

a. Menurut Daniel Griffits 

 Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang melaksanakan fungsi-

fungsi yang berbeda tapi saling berhubungan dikoordinasikan agar 

supaya sebuah tugas atau lebih dapat diselesaikan. (Taliziduhu, 2005:23) 

b. Menurut Louis Allen 

 Organisasi adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang 

dirumuskan dengan baik, masing-masing pekerjaan itu mengandung 

wewenang, tugas, tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun 

secara sadar untuk memungkinkan orang-orang dari badan untuk 

bekerjasama secara paling efektif dalam mencapai tujuan organisasi. 

(Endro, 2002:20) 

Beberapa pengertian organisasi yang telah dikemukakan diatas memiliki 

substansi pengertian organisasi sebagai wadah. Oleh karena itu, bila pengertian 

tersebut dipertajam dan dirumuskan dalam pengertian organisasi lingkungan 

hidup dalam arti luas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Organisasi lingkungan hidup adalah struktur kerangka yang menjadi 

wadah usaha kerja sama kelompok orang dalam kesatuan ruang 

dengan segenap unsur, daya dan keadaan termasuk makhluk hidup 

lain melalui proses yang terencana, hirarkis serta memberdayakan 
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segenap bagian organisasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu”. (Endro,2002:19) 

 

Sementara itu dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang tertuang dalam butir 22 pasal 1 bab 1 mendefinisikan 

organisasi lingkungan hidup dalam arti sempit, yaitu “organisasi lingkungan 

hidup adalah kelompok yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri 

ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan 

hidup”. 

Organisasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh 

karena itu pembentukan organisasi di bidang lingkungan hidup antara satu 

dengan yang lainnya memiliki tujuan yang berbeda. Beraneka macam tujuan 

dari setiap organisasi, maka beraneka ragam macam pula susunan 

organisasinya, sehingga seorang administrator yang sekaligus pemegang policy 

dan decision maker dari organisasi yang dipimpinnya perlu menyesuaikan 

terhadap bentuk dan pola susunan organisasi yang senantiasa selalu melihat 

setiap kegiatan organisasinya dikaitkan dengan tugas pokok yang diembannya. 

Untuk itu, tentunya yang diharapkan dari setiap pembentukan organisasi 

lingkungan hidup itu haruslah mempertimbangkan banyak hal, tidak sekedar 

nama tetapi harus jelas program serta bukti nyata aktivitasnya.  

Dalam kacamata umum, bahwa organisasi lingkungan hidup itu dapat 

diterjemahkan dalam banyak pengertian yang tidak lagi terbatas pada lembaga 

pemerintahan. Hal ini lah yang seharusnya perlu untuk diketahui secara luas 
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arti dan makna dari organisasi lingkungan hidup yang tidak sekedar nama atau 

keabsahan saja namun juga prestasi dan peran sertanya. Beberapa organisasi 

lingkungan hidup yang selama ini sudah dan masih berkembang memang 

banyak sekali jenisnya, organisasi lingkungan hidup yang tumbuh dan 

berkembang langsung dari masyarakat biasa disebut Lembaga Swadaya 

Masyarakat dengan nama tertentu, sedangkan organisasi lingkungan hidup 

yang ada di pusat-pusat pendidikan biasa disebut sebagai Pusat Studi 

Lingkungan Hidup atau Pusat Pengkajian Lingkungan Hidup. Sedangkan 

organisasi lingkungan hidup yang berada pada suatu perusahaan atau sektor 

usaha biasa disebut divisi atau bagian. 

Kajian mengenai organisasi lingkungan hidup merupakan pengantar secara 

konseptual dalam penulisan ini. Mengingat penulisan ini mengkaji tentang 

manajemen tempat pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh suatu 

organisasi yang bergerak di bidang pengelolan lingkungan hidup (bernama: 

Kelompok Swadaya Masyarakat). Dimana organisasi berperan sebagai wadah 

yang melaksanakan manajemen melalui rangkaian kegiatan dalam rangka 

mencapai tujuan.  Oleh sebab itu, uraian ini bermanfaat untuk menjelaskan 

gambaran umum mengenai organisasi lingkungan hidup dalam 

penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami secara konseptual, 

karena isi dalam penulisan ini mengupas tentang pelaksanaan manajemen 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dilakukan oleh KSM 

selaku organisasi pengelola.  
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D. Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 

 1. Definisi Sampah 

Secara umum yang disebut sampah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, 

pertambangan, dll. Karena sampah merupakan bahan sisa dari hasil kegiatan 

manusia, banyak manusia yang menganggap bahwa sampah merupakan 

sesuatu yang tidak berharga karena tidak memiliki nilai manfaat untuk 

digunakan kembali. Berangkat dari asumsi seperti itu, manusia cenderung 

bersikap acuh tak acuh untuk mengelola sampah atau limbahnya sendiri. 

Padahal pengelolaan sampah sangatlah penting bagi kondisi lingkungan sekitar 

agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan akibat 

sampah. 

Menurut Undang- undang No 18 tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah, 

“sampah adalah  sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat. Sampah berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat 

terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan 

dibuang kelingkungan.” Sampah sendiri dihasilkan oleh setiap orang dan/atau 

akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Seperti yang telah 

disebutkan dalam Undang- undang No 18 tahun 2008 tentang  Pengelolaan 

Sampah, bahwa sampah berasal dari hasil kegiatan sehari-hari manusia. Maka, 

sudah seharusnya manusia ikut andil dalam mengelola sampah. Jika sampah 

dikelola secara efektif dan diolah kembali, sampah dapat menjadi sesuatu yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini seperti yang sebutkan oleh 
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Soewedo Hadiwiyoto bahwa "Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap 

pakai" (Soewedo, 1983:98).  Pendapat tersebut memiliki makna bahwa sampah 

dapat menjadi sumberdaya yang bermanfaat jika diolah secara tepat sehingga 

menjadi siap untuk digunakan kembali bagi kehidupan manusia. Namun, 

kesadaran manusia bahwa sampah dapat menjadi sumberdaya yang memiliki 

nilai ekonomis masih perlu dibangun. Padahal jika ditinjau dari beberapa dari 

jenis sampah, diantaranya terdapat sampah yang dapat dimanfaatkan kembali 

sesuai dengan jenisnya. 

2. Jenis Sampah  

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang 

berasal dari rumah tangga, sampah industri, sampah dari pasar, sampah rumah 

sakit, sampah pertanian, perkebunan dan peternakan serta sampah dari 

institusi/kantor/sekolah dll. Berdasarkan komposisi/ asalnya sampah dapat 

digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Sampah organik. 

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 

hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat 

biodegradable. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses 

alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. 

Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa 

makanan, pembungkus (selain ketas, karet dan plastik), tepung, 

sayuran, kulit buah, daun dan ranting. 
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2. Sampah Anorganik (non-organik). 

Sampah anorganik yakni sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non 

hayati, baik sebagai produk sintetik maupun hasil pengolahan teknologi 

bahan tambang, hasil olahan baan hayati dan sebagainya.   Sampah 

anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk 

olahanya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, 

sampah deterjen, dll. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak 

dapat diurai oleh alam/mikroorganisme (unbiodegradable). Sedang 

sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. 

Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, 

botol gelas, tas plastik dan kaleng. 

Sedangkan Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, Sampah dibedakan menjadi 3 jenis yakni sampah rumah 

tangga,  sampah sejenis sampah rumah tangga, dan  sampah spesifik.  Sampah 

rumah tangga  berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, 

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah 

tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, 

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik 

 meliputi:  sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah 

yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul 

akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi 

belum dapat diolah; dan/atau  sampah yang timbul secara tidak periodik. 
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3. Dampak Negatif yang Ditimbulkan Akibat Sampah 

Sampah adalah barang yang tidak asing bagi manusia karena sebagian besar 

sampah berasal dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagai penyumbang 

terbesar volume sampah, kesadaran manusia dalam mengelola sampah masih 

sangat kurang. Pengelolaan sampah yang kurang tepat menyebabkan dampak 

negatif yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. 

Apabila sampah dibuang dengan cara ditumpuk saja tanpa diikuti 

pengelolaan lebih lanjut, maka akan menimbulkan bau dan gas yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Timbunan sampah dengan volume yang besar 

di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan 

(CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan  memberikan 

kontribusi terhadap pemanasan global. Jika sampah dibakar, hasil pembakaran 

sampah akan menimbulkan  asap yang di dalamnya terdapat kandungan kimia 

yang berpotensi menyebabkan polusi udara. Selain itu, tradisi membuang 

sampah disungai dapat mengakibatkan pendangkalan yang begitu cepat, 

sampah yang memenuhi sungai-sungai  akan menyumbat saluran air sehingga 

air hujan meluap dan menyebabkan banjir serta mencemari sumber air 

permukaan karena pembusukan sampah. Cairan terhadap rembesan sampah 

yang masuk ke dalam drainase atau sungai juga berpotensi terhadap terjadinya 

pencemaran air. Jadi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan 

sampah yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap menurunnya mutu 

kualitas lingkungan hidup. Akibat kurangnya kesadaran manusia untuk terlibat 
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dalam pengelolaan sampah secara tepat menyebakan terjadinya pencemaran 

tanah, badan air dan udara di suatu wilayah. 

Selain akan menimbulkan terjadinya masalah pencemaran lingkungan, 

sampah juga menjadi faktor penyebab yang berpotensi terhadap menurunnya 

kesehatan masyarakat. Adapun beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan 

akibat sampah ialah: 

1. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang 

berasal dari pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat bercampur 

dengan air minum.  

2. Penyakit jamur pada kulit dapat juga menyebar akibat kondisi lingkungan 

yang kotor dan jorok akibat sampah. 

3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Contohnya 

adalah penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini 

sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui 

makanannya yang berupa sisa sampah, dan biasanya manusia 

mengkonsumsi protein hewani salah satunya berasal dari hewan ternak. 

4. Penyakit malaria atau demam berdarah yang ditimbulkan dari saluran air 

yang tersumbat yang akhirnya membuat air terkurung dan tidak bergerak, 

menjadi tempat berkubang bagi nyamuk penyebab malaria atau demam 

berdarah. 

Begitu kompleksnya permasalahan sampah sehingga menimbulkan dampak 

yang dapat membahayakan bagi kualitas lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. Hal ini berarti sudah seharusnya permasalahan sampah menjadi 
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agenda utama untuk segera ditangani. Sudah saatnya manusia menyadari 

pentingnya pengelolaan sampah agar memiliki manfaat bagi kehidupan 

manusia dan meningkakan mutu kualitas lingkungan hidup bukan hanya 

memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna.  

4. Pengelolaan Sampah 

Masalah persampahan yang semakin kompleks di setiap daerah menjadi 

sebuah persoalan nasional yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. 

Tentunya untuk menangani masalah persampahan dibutuhkan adanya 

pengelolaan sampah yang tepat dan akurat. Pengelolaan sampah dapat 

didefinisikan sebagai:  

“Suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap 

penimbulan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan 

dan pengangkutan, pemerosesan dan pembuangan sampah dengan satu 

cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan 

masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan alam 

(conservation), keindahan dan pertimbangan-pertimbangan 

lingkungan lainnya dan juga memepertimbangkan sikap masyarakat.” 

(Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 1987:30) 

Mengacu pada pendapat diatas, pengelolaan sampah memiliki ruang 

lingkup termasuk fungsi-fungsi administratif, finansial, hukum, perencanaan 

dan teknik yang terlibat dalam keseluruhan pemecahan masalah sampah yang 

menimpa masyarakat. Masalah sampah pada saat ini semakin kompleks karena 

semakin banyaknya sampah yang dihasilkan, semakin beraneka ragam 

komposisinya,  namun tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang 

memadai dan beberapa masalah lain yang berkaitan. Oleh sebab itu, 

pengelolaan sampah perlu dilakukan agar mampu mengurangi dampak negatif 
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yang timbul akibat kompleksnya masalah sampah, disamping itu sampah 

berpotensi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh M. Surihadi Sastrosupeno mengenai betapa 

pentingnya melakukan pengelolaan sampah: 

”Perlunya pengelolaan sampah disebabkan oleh kenyataan bahwa 

sampah merupakan buangan dari hasil aktivitas manusia berpotensi  

sebagai suatu sumberdaya yang bermanfaat bagi manusia. Agar dapat 

menjadi sumberdaya yang bermanfaat, sampah masih memerlukan 

pengolahan dan pengaturan serta pemeliharaan manusia. Dalam 

kaitannya dengan lingkungan, maka diinginkan agar manusia menata 

lingkungannya agar menjadi suatu tata kehidupan yang selaras.” (M. 

Surihadi, 1984:42) 

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya. Sebagai upaya dalam mencapai tujuan pengelolaan 

sampah yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah yang tepat dapat ditempuh 

melalui berbagai cara tergantung pada klasifikasi jenis sampahnya. Oleh sebab 

itu, perlu ditemukan metode pengelolaan sampah yang tepat agar penerapannya 

mampu berkontribusi dalam mengatasi persoalan sampah. 

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di 

antaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan 

ketersediaan area. Dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara atau 

metode yang berwawasan lingkungan. Menurut Valerina (38:2009) metode 

pengelolaan smpah yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan cara: 



60 
 

 

1. Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan 

sampah yang berlebihan. 

2. Reuse (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan). 

3. Recycle (mendaur ulang). 

Sementara Alex (2012:33) berpendapat bahwa metode pengelolaan 

sampah secara umum berupa: 

1. Solid waste generated: penentuan timbulan sampah. 

2. On site handling: penangan di tempat atau pada sumbernya. Tahap ini 

terbagi menjadi tiga, yakni:  

a. Pengumpulan (collecting) 

b. Pengangkutan (transfer and transport) 

c. Pengolahan (treatment), seperti pengubahan bentuk, pembakaran, 

pembuatan kompos dan energy recovery (sampah sebagai 

penghasil energi). 

3. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-

syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. 

Metode pengelolaan sampah memang memiliki beragam tipe, berikut ini 

akan dijelaskan secara detail beberapa metode dalam pengelolaan sampah : 

1. Metode Daur-ulang 

Proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah 

untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. Ada beberapa 
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cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk 

diproses lagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk 

membangkitkan listrik.  

2. Pengolahan kembali secara fisik 

Metode ini adalah aktifitas paling populer dari daur ulang, yaitu 

mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang. 

3. Pengolahan Biologis (komposting) 

Material sampah organik, seperti zat tanaman, sisa makanan atau kertas, 

bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos, atau 

dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya adalah kompos yang 

bisa digunakan sebagi pupuk dan gas methana yang bisa digunakan 

untuk membangkitkan listrik. 

4. Pemulihan energi 

Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil 

langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau secara tidak 

langsung dengan cara mengolahnya menjadi bahan bakar tipe lain.  

5. Penimbunan darat 

Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya 

untuk membuang sampah,  metode ini adalah metode paling populer di 

dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yg ditinggalkan, 

lubang bekas pertambangan atau lubang yang memiliki kedalaman 

cukup tinggi.  
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6. Pembakaran/pengkremasian 

Pembakaran adalah metode yang melibatkan pembakaran zat sampah. 

Kremasi merubah sampah menjadi panas, gas, uap dan abu. 

Pengkremasian dikenal sebagai cara yang praktis untuk membuang 

beberapa jenis sampah berbahaya, contohnya sampah medis (sampah 

biologis). Pengkremasian adalah metode yang kontroversial karena 

menghasilkan polusi udara. 

7. Metode penghindaran dan pengurangan. 

Sebuah metode yang penting dari pengelolaan sampah adalah 

pencegahan zat sampah terbentuk, atau dikenal juga dengan 

“pengurangan sampah”. Metode pencegahan termasuk penggunaan 

kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, 

mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali. 

5. Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 

Masyarakat 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 21/PRT/M/2006 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan 

Persampahan, diperlukan suatu perubahan paradigma yang lebih 

mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu 

dengan melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum 

akhirnya sampah dibuang ke TPA. Melalui peraturan tersebut, Kementerian 

Pekerjaan Umum  melahirkan sebuah program unggulan yaitu Pengelolaan 

Sampah Reduce Reuse Recycle (3R) Berbasis Masyarakat. Melalui program 
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tersebut, sampah diolah melalui kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Konsep 3R adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi 

disemua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan 

limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimisasi 

limbah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang 

dapat didekomposisi secara biologi (biodegradable) dan penerapan 

pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Berdasarkan Pedoman Umum 3R 

Pemukiman, Prinsip pertama Reduce adalah segala aktifitas yang mampu 

mengurangi dan mencegah timbulan sampah. Prinsip kedua Reuse adalah 

kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang 

sama atau yang lain. Prinsip ketiga Recyle adalah kegiatan mengelola sampah 

untuk dijadikan produk baru. 

1. Reduce (R1) 

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi 

timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan 

sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan 

upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, 

yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak 

sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah, namun diperlukan 

kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut. 
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2. Reuse (R2) 

Reuse berarti mengunakan kembali bahan atau material agar tidak 

menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan) seperti 

menggunakan kertas bolak-balik, mengunakan kembali botol bekas 

”minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill 

dan lain-lain. 

3. Recycle (R3) 

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna 

(sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti 

mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau 

mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali 

menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas 

menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kerta dengan 

kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain. 

Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui 

pengelolaan sampah 3R Berbasis Masyarakat, yang diarahkan kepada daur 

ulang sampah (recycle). Untuk melaksanakan pengelolaan sampah melalui 

menerapkan program 3R Berbasis Masyarakat maka dibutuhkan 

penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. 

Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari 

sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan 

baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan 

industri. 
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Untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, tidak hanya pemerintah yang 

berperan dalam melaksanakan program TPS 3R Berbasis Masyarakat, 

melainkan seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat ikut berperan dalam 

pengelolaan sampah dan mengubah pandangan dengan memperlakukan  

sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan 

kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Hal 

ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No.18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 28, bahwa “Masyarakat turut 

berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/ Pemerintah Daerah.”   

Sesuai dengan nama program yang dicanangkan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum,  yaitu Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (3R) 

Berbasis Masyarakat. Kata “berbasis masyarakat” diterjemahkan sebagai 

melibatkan peran serta masyarakat dalam menerapkan program pengelolaan 

sampah 3R Berbasis Masyarakat yaitu berupa keterlibatan masyarakat untuk 

berpartisipasi sebagai pengelola TPS 3R Berbasis Masyarakat atau menjadi 

petugas pengolah sampah yang berada pada daerahnya masing-masing. Hal ini 

sebagaimana yang disebutkan dalam buku Pedoman Umum 3r Pemukiman: 

“Pada prinsipnya, 3R melalui Pusat ditujukan sebagai modal awal 

bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan pengelolaan sampah 

3R berbasis pada masyarakat itu sendiri. Modal awal ini berupa 

persiapan masyarakat, pembentukan kelembagaan pengelola dan 

bimbingan penyusunan rencana kerja, alih informasi mengenai 

berbagai teknologi pengelolaan sampah, dan penyediaan fasilitas 

pengelolaan sampah 3R.” (Kementerian Pekerjaan Umum, 

2012:17)  
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Maka untuk mendukung keberhasilan penerapan program Pengelolaan 

Sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) Berbasis Masyarakat, perlunya dibentuk 

suatu lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak 

formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat 

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2002:12). Konsep baru yang dilahirkan dalam 

program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) Berbasis 

Masyarakat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 

dengan harapan mampu mengurangi masalah lingkungan yang timbul akibat 

sampah yang tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat 

dan langkah kongkrit pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan memiliki nilai 

ekonomis merupakan bekal dan sumber daya yang mampu berkontribusi 

terhadap pemecahan permasalahan sampah.  

6. Pentingnya Organisasi dalam Pengelolaan Sampah 

Adanya suatu organisasi sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah 

karena kompleksnya kegiatan yang ada didalamnya (Pusat Pendidikan Tenaga 

Kesehatan, 1987:71). Stuktur yang terdapat di dalam organisasi pengelola 

sampah berfungsi untuk menentukan hubungan-hubungan dan tugas-tugas serta 

tanggung jawab setiap individu. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan 

sampah akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Pada organisasi 

pengelola sampah, didalamnya terdiri atas beberapa anggota organisasi yang 

bertugas sebagai pengumpul sampah, pengemudi dan pembantunya, 

administrasi, pengawas, administrasi dan teknisi tenaga administrasi dan 
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sejumlah pegawai sesuai bagian yang diperlukan untuk mendukung upaya-

upaya dalam organisasi (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 1987:71).  

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah melalui penerapan 

program 3R Berbasis Masyarakat maka dibutuhkan penyelenggaraan Tempat 

Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat. TPS 3R Berbasis 

Masyarakat  merupakan tempat untuk melaksanakan rangkaian kegiatan 

pengelolaan sampah secara terpadu. Dimana setiap aktivitas pengelolaan 

sampah pada TPS 3R Berbasis Masyarakat digerakkan oleh suatu lembaga 

kelompok masyarakat yang berasal dari masyarakat lokal daerah tersebut. 

Adanya lembaga kelompok masyarakat merupakan sebagai organisasi 

pengelola yang tidak formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. (Kementerian Pekerjaan Umum, 2002:12). Oleh sebab itu, maka 

organisasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga 

kesinambungan proses pengelolaan sampah yang sudah terbina. 

 

E. Partisipasi 

1. Konsep Partisipasi 

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Jika 

dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 

“participation” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. 

Mengacu pada arti kata participation, definisi partisipasi jika dikembangkan 

dapat berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau 
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peran serta dalam suatu kegiatan atau peran serta aktif dalam suatu kegiatan. 

Rahma Syafa’at, dkk mengemukakan definisi partisipasi, dimana partisipasi 

dapat juga berarti “Pembuat keputusan menyarankan seseorang atau kelompok 

ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, 

keterampilan, bahan dan jasa.” (2008:43). Definisi tersebut memandang 

partisipasi sebagai cara untuk mempermudah menemukan solusi suatu 

permasalahan karena melalui partisipasi, suatu kelompok mengenal masalah 

mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan saran atau pendapat dalam 

mengkaji pilihan mereka sebagai alternatif untuk memecahkan masalahnya. 

Partisipasi juga dapat dikatakan “ketika masyarakat berperan secara aktif 

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap 

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan 

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, waktu, keahlian atau dalam bentuk 

materill.” (PTO PNPM PPK dalam Bagaskara). 

Jika ditinjau dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas mengenai 

konsep partisipasi, maka pihak yang dimaksud untuk terlibat dalam partisipasi 

ialah masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam 

menentukan arah program-program atau kebijakan yang dirancang oleh 

pemerintah agar ketika program atau kebijakan tersebut diimplementasikan, 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan kebijakan atau program-program juga mampu menciptakan 

iklim yang adil dan demokratis sehingga mencegah terjadinya krisis 
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kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh 

Tjipto Atmoko dalam Siti Komariah bahwa: 

“Sesungguhnyalah penyusunan kebijakan publik sejak awal harus 

melibatkan masyarakat secara bersama-sama menentukan arah 

kebijakan (model bottom-up) sehingga melahirkan suatu kebijakan 

yang adil dan demokratis. Melalui cara partisipatif seperti itu akan 

melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk 

rakyatnya sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik 

terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.” (Siti, 2010:6) 

Melalui partisipasi masyarakat dalam menentukan arah program dan 

kebijakan akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh 

lapisan masyarakat. Karena partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan 

balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi lokal yang 

tanpa keberadaannya tidak akan terungkap (Siti, 2010:4). Pendapat ini senada 

dengan yang dikemukakan oleh Canter dalam Arimbi (1993:1) yang 

memandang partisipasi sebagai “feed-forward information and feedback 

information”. Partisipasi yang didefinisikan oleh Canter diterjemahkan dalam 

sudut pandang Arimbi menjadi: 

 “Partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang 

terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang 

kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan 

langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga 

tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam 

artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak 

kebijakan.” (Arimbi, 1993:2) 

 

Mengacu pada makna partisipasi diatas, partisipasi merupakan sarana 

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk 

berpartisipasi agar terjalin komunikasi antara dua pihak, yaitu pemerintah 
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sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang menikmati dan 

merasakan dampak kebijakan tersebut. Masyarakat dapat menunjukkan 

partisipasinya dengan memberikan masukan atau menolak program kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat dalam proses 

kebijakan seperti itu harapannya program atau kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah mampu menjadi alternatif solusi sebagai upaya mengatasi problema 

yang ada dalam masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh 

Isbani dalam I Nyoman Sumaryadi “Partisipasi masyarakat merupakan 

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang 

alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi 

masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan 

yang terjadi.” (I Nyoman, 2010:46) 

Disisi lain, dengan adanya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya 

kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Suryono bahwa: 

“Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang 

bersangkutan untuk berkembang secara mandiri terdapat kaitan yang 

sangat erat. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan 

tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang 

secara percaya diri (self convidance), rasa pengakuan diri (selt 

respect), dan mandiri (relf reliance).” (Agus, 2010:258).  

 

Mengacu pada pendapat diatas, maka dengan adanya partisipasi dapat 

memperoleh dua keunggulan sekaligus. Selain kebijakan pemerintah menjadi 

tepat sasaran dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan 

kebijakan tersebut, partisipasi juga berfungsi sebagai alat pengasah 
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kemampuan masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah sosial di sekitarnya 

atau potensi yang dimiliki.  

Mencermati konsep partisipasi yang telah dipaparkan diatas, maka 

kehadiran partisipasi masyarakat memiliki arti penting bagi pemerintah dalam 

mengambil kebijakan atau menentukan program-program kebijakan. Oleh 

karena itu, dapat peneliti simpulkan bahwa partispasi masyarakat merupakan 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di masyarakat serta turut melibatkan dirinya dalam menentukan 

kebijakan atau program melalui memberikan sumbangan tenaga, pikiran, 

waktu, keahlian atau dalam bentuk materill. Keterlibatan peran aktif 

masyarakat ditujukan agar kebijakan atau program tersebut dapat menjadi 

solusi alternatif pemecahan masalah yang terjadi.  

 

2. Jenis-jenis Partisipasi  

Menurut pendapat Keith Davis sebagaimana yang dikutip oleh R.A Santoso 

Sastropoetro (1988:16) mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut:  

1. Pikiran (psychological participation), merupakan jenis keikutsertaan 

secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan 

untuk mencapai tujuan tertentu.  

2. Tenaga (physical participation), adalah partisipasi dari individu atau 

kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu 

aktifitas dengan maksud tertentu.  
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3. Pikiran dan tenaga (psychological and physical participation), Partisipasi 

ini sifatnya lebih luas lagi disamping mengikutsertakan aktifitas secara 

fisik dan non fisik secara bersamaan.  

4. Keahlian (participation with skill), merupakan bentuk partisipasi dari 

orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya 

juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang 

menunjang keahliannya.  

5. Barang (material participation), partisipasi dari orang atau kelompok 

dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan tersebut.  

6. Uang (money participation), partisipasi ini hanya memberikan 

sumbangan uang kepada kegiatan. Kemungkinan partisipasi ini terjadi 

karena orang atau kelompok tidak bisa terjun langsung dari kegiatan 

tersebut.  

Jenis-jenis partisipasi yang telah diuraikan diatas bermanfaat dalam penulisan 

ini untuk mengetahui termasuk pada jenis partisipasi mana keterlibatan 

masyarakat desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah melalui 

implementasi program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. Dimana 

partisipasi masyarakat desa Mulyoagung dalam hal tersebut beragam 

bentuknya, sehingga dengan adanya uraian mengenai jenis-jenis partisipasi ini 

akan digunakan untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat melalui 

mencocokkannya dengan masing-masing jenis partisipasi yang telah 

disebutkan diatas. 
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3. Tipologi Partisipasi 

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyrakat seringkali terhambat 

oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” 

oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi 

masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak 

penguasa. Menurut Prety. J yang dikutip oleh Syahyuti (2006:27)  terdapat 

tujuh tipologi karakteristik partisipasi, yang secara berturut-turut semakin dekat 

kepada bentuk partisipasi yang ideal, yaitu: 

1. Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat 

diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak 

oleh pelaksanaan proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat 

dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di 

luar kelompok sasaran.  

2. Partisipasi Informatif memilki kararkteristik dimana masyarakat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi 

kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan 

akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. 

3. Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyarakat berpartisipasi 

dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan 

bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan 

pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut. 

4. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan 

pengorbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa 
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intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran 

atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak 

memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif 

dihentikan. 

5. Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk 

kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok 

biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada 

tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara 

bertahap menunjukkan kemandiriannya. 

6. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam 

analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan 

kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang 

mencari keragaman perspektif dalam proses belajar mengajar yang 

terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk 

mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga 

memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan.  

7. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil 

inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk 

mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat 

mengambangkan kontak dengan lembaga-lemabaga lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. 

Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada 

dan atau digunakan. 
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Dalam penulisan skripsi ini, tipologi partisipasi digunakan untuk 

menganalisa partisipasi masyarakat desa Mulyoagung dalam pengelolaan 

sampah di wilayahnya. Teknik analisis yang akan digunakan ialah melalui 

cara menyandingkannya dengan karakteristik yang ada pada masing-

masing tipologi partisipasi ini. Hal ini ditujukan untuk mengetahui 

sekaligus mengukur sejauh mana efektivitas keterlibatan masyarakat dalam 

menerapkan program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat, 

apakah memiliki relevansi dengan tipologi partisipasi hasil pemikiran 

Prety. J. 

 

4. Tingkatan Partisipasi  

 

Gambar 1. The Ladder of Citizen Participation (Tangga Partisipasi 

Publik) 

Sumber: Sherry R. Arnstein dalam Coky Fauzi Alfi 

 

Gambar ini merupakan tingkatan partisipasi masyarakat yang dituangkan 

kedalam tangga partisipasi. Tangga partisipasi ini untuk mengetahui sejauh 
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mana masyarakat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan atau program 

yang diusung oleh pemerintah sebagai policy maker. Tangga partisipasi 

digagas oleh seorang ahli bernama Sherry R. Arnstein dalam karyanya 

“Journal of the American Institute of Planners”.  

Arnstein menyebutnya The Ladder of Citizen Participation (Tangga 

Partisipasi Publik) atau populer dengan The Arnstein’s Ladder (Tangga 

Arnstein). Kemudian sebutan untuk delapan anak tangganya mengurut dari 

bawah ke atas : Manipulation (Memanipulasi), Therapy (Memulihkan), 

Informing (Menginformasikan), Consultation (Merundingkan), Placation 

(Mendiamkan), Partnership (Bekerjasama), Delegated Power (Pendelegasian 

Wewenang) dan Citizen Control (Publik Mengontrol). 

Arnstein yang dikutip dalam Coky Fauzi Alfi mengelompokkan delapan 

anak tangga Partisipasi Publik menjadi tiga bagian.  

1. Bagian kesatu, Nonparticipation (Tidak Ada Partisipasi) berjenjang dari 

Manipulation dan Therapy. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa 

sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. 

a. Di level Manipulation, mereka memilih dan mendidik sejumlah orang 

sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika mereka mengajukan 

berbagai program, maka para wakil publik tadi harus selalu 

menyetujuinya. Sedangkan publik sama sekali tidak diberitahu tentang 

hal tersebut. 
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b. Pada level Therapy, mereka sedikit memberitahu kepada publik tentang 

beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik 

hanya bisa mendengarkan. 

2. Bagian kedua, Tokenism (Delusif) yang memiliki rentang dari Informing, 

Consultation dan Placation. Dalam Tokenism, otoritas yang berkuasa 

menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. 

Kenyataannya berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka 

mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. 

a. Ketika berada di level Informing, mereka menginformasikan macam-

macam program yang akan dan sudah dilaksanakan. Namun hanya 

dikomunikasikan searah, publik belum dapat melakukan komunikasi 

umpan-balik secara langsung. 

b. Untuk level Consultation, mereka berdiskusi dengan banyak elemen 

publik tentang berbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan. 

Tetapi mereka yang kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari 

publik dipakai atau tidak. 

c. Lalu pada level Placation, mereka berjanji melakukan berbagai saran 

dan kritik dari publik. Namun janji tinggal janji, mereka diam-diam 

menjalankan rencananya semula. 

3. Partnership, Delegated Power dan Citizen Control merupakan jajaran 

tingkatan di bagian ketiga, Citizen Power (Publik Berdaya). Saat 

partisipasi publik telah mencapai Citizen Power, maka otoritas yang 
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berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam 

berbagai hal. 

a. Saat tiba di level Partnership, mereka memperlakukan publik 

selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan 

mengimplementasi aneka kebijakan publik. 

b. Naik ke level Delegated Power, mereka mendelegasikan beberapa 

kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam 

proses pengambilan keputusan. (perencanaan) 

c. Level tertinggi yaitu Citizen Control. Publik yang lebih mendominasi 

ketimbang mereka. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja 

mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di level ini. 

Uraian mengenai tingkatan partisipasi bermanfaat dalam penulisan ini 

untuk menganalisa sejauh mana optimalisasi keterlibatan masyarakat desa 

Mulyoagung dalam pengelolaan sampah melalui implementasi program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, akan ditempuh melalui cara menyandingkan bentuk partispasi 

masyarakat desa Mulyoagung dengan uraian pada setiap level tingkatan 

partisipasi. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat 

desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah telah mencapai tingkatan 

partisipasi yang ideal. 
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5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

 Permasalahan sampah di Indonesia sulit ditangani secara tuntas hingga 

saat ini. Banyak aspek yang saling mempengaruhi terhadap sulitnya mengatasi 

permasalahan sampah. Sehingga permasalahan di Indonesia tampak sebagai 

suatu mata rantai yang tidak ada penyelesaiannya. Oleh karena itu dibutuhkan 

koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang seharusnya 

ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa bukan 

hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, 

melainkan sektor swasta dan tentunya masyarakat wajib untuk berperan. 

 Selama ini sebagian besar beban urusan persampahan ditanggung oleh 

pemerintah, dimana pemerintah lebih banyak melayani mulai dari 

pengangkutan sampah sampai pada penyediaan lahan TPS/ TPA (Badan 

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta,  2010: 1). Namun 

sudah selayaknya masyarakat ikut berperan serta dalam mengelola sampah 

agar tugas pengelolaan sampah dapat ditanggung bersama-bersama baik oleh 

pemerintah atau masyarakat.  

Sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat 

dikatakan masih sangat minim. Hal ini dicerminkan dari tingginya presentase 

masyarakat yang masih dilayani dalam pengelolaan sampahnya (Badan 

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta,  2010: 10), 

ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah 

tidak pada tempatnya, tetapi malah membuang sampah ke sungai, taman, 
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pinggir jalan dan tempat lain yang bukan tempatnya. Fenomena tersebut 

menandakan masyarakat  belum memiliki kesadaran untuk peduli terhadap 

sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

usaha untuk mengaktifkan peran masyarakat, baik dalam memberikan edukasi 

maupun dalam praktek kegiatan pengelolaan sampah secara langsung. 

Pemerintah yang berperan sebagai aktor dalam melayani pengelolaan sampah 

di Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memancing 

kesadaran dan inisiatif masyarakat atau organisasi yang ada di masyarakat 

supaya terpanggil untuk turut berperan dalam mengelola sampah di lingkungan 

sekitarnya. Melalui peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat 

menciptakan kondisi lingkungan disekitarnya lebih baik dan terhindar dari 

pencemaran lingkungan atau terganggunya kesehatan akibat sampah.  

Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi penting karena 

beberapa faktor, antara lain: (1) masyarakat merupakan sumber penghasil 

sampah yang cukup besar karena semakin bertambahnya jumlah penduduk 

sehingga sampah domestik rumah tangga juga semakin bertambah. 

Berdasarkan data dari ISSDP (2010), masyarakat adalah penghasil sampah 

terbesar yaitu sebesar 60%. (2) masyarakat harus bisa mandiri dalam 

pengelolaan sampah untuk mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah 

yang berkelanjutan sehingga tidak selamanya menjadi beban pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi DKI Jakarta,  2010: 9).  
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Sementara itu, telah diatur dalam regulasi pengelolaan sampah yang 

didalamnya menyebutkan perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga 

mengatur dan menyebutkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, 

dituangkan pada ayat 28 ayat (2) yaitu: 

(2) Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui: 

a. Pemberian ususl, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah 

b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau 

c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa 

persampahan 

Peran serta yang disebutkan berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 

ini merupakan  bentuk partisipasi masyarakat secara global. Seperti yang 

disebutkan dalam pasal (3) bahwa “ Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk 

dan tata cara peran serta masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah dan/ 

atau peraturan daerah”. 

Peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 35 ayat (1),(2),(3):  

(1)  Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  
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(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah; 

b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan 

strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga; 

c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri 

dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau 

d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan 

oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam 

pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 

huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas 

pihak-pihak terkait. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat bersifat langsung 

maupun tidak langsung. Partisipasi langsung adalah keikutsertaan, keterlibatan 

dan kebersamaan masyarakat, mulai dari gagasan, perumusan kebijakan hingga 

pelaksanaan operasional program. Sedang partisipasi tidak langsung adalah 

berupa keterlibatan dalam masalah keuangan, pemikiran dan material. (Ida Ayu 

dkk, 2012:5). 

 Terdapat uraian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah dalam penulisan ini, mengandung maksud untuk menunjukkan 
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pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar melalui 

keterlibatannya dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana yang telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

berperan aktif dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu kendala yang 

melumpuhkan tercapainya sistem pengelolaan sampah yang optimal. Maka, di 

dalam kajian ini dijelaskan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dengan berpedoman pada landasan hukum atau regulasi 

terkait. Dimana bermanfaat dalam penulisan ini sebagai bekal dalam menelaah 

secara empirik, apakah bentuk partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung 

(Lokasi penelitian) dalam pengelolaan sampah melalui implementasi program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat telah terlaksana sebagaimana 

yang dituangkan dalam landasan normatif yang mengatur tentang pengelolaan 

sampah di Indonesia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian adalah usaha manusia secara sadar dan terencana dengan 

pentahapan proses secara sistematis menggunakan metode-metode penelitian 

untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan  klarifikasi pada suatu 

masalah/peristiwa, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat atas masalah 

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini mencoba untuk mengamati 

secara langsung di lapangan dan untuk mendeskripsikan bagaimana 

pelaksanaan Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung. Maka penelitian kualitatif dipilih 

karena didalamnya terdapat esensi sebagai suatu metode pemahaman atas 

keunikan dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan 

interaksinya dengan lingkungan disekitarnya. Metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.(Pasolong, 2012:162) 

  Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diarahkan oleh peneliti 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga fenomena. Fenomena yang 

pertama yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana manajemen suatu 

organisasi yang dilakukan pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

Mulyoagung Bersatu yang meliputi aspek Perencanaan (Planning), 
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Pengorganisasian (Organizing), Pengadaan Tenaga Kerja (Staffing), 

Pengarahan atau Pebimbingan (Directing), Koordinasi (Coordinating), 

Pelaporan (Reporting), Penganggaran (Budgetting). Fenomena yang kedua 

yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan 

sejak diterapkannya program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse 

Recycle Berbasis Masyarakat di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

Mulyoagung Bersatu. Fenomena yang ketiga yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu. 

  Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, karena peneliti mencoba untuk menangkap, menganalisa berbagai 

fenomena sosial yang ada, khususnya yang terkait dengan fokus penelitian. 

Sejalan dengan pendapat Nana Syaodih Sukmadinata (2006:72) penelitian 

diskriptif adalah penelitian yang ditujukkan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan fenomena satu dengan yang lainnya. 

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam Pasolong 

(2012:75) menjelaskan tentang penelitian deskriptif secara lebih mendalam. 

“Penelitian diskriptif yaitu suatu penelitian yang didalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan 

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau 

ada dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

kedaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. 

Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya 
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mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.” (Pasolong, 

2012:75) 

 

  Mengacu pada pendapat dari beberapa ahli diatas, maka penelitian 

deskriptif dipandang sebagai jenis penelitian yang relevan dengan tema yang 

diangkat oleh peneliti. Penelitian deskriptif merupakan salah satu pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti 

sesuai dengan realita yang terjadi di lokasi penelitian. Sehingga nantinya 

dengan memilih jenis penelitian ini dapat menggali informasi lebih dalam 

tentang pelaksanaan manajemen di TPST Mulyoagung Bersatu, faktor 

penghambat dan pendukung  pelaksanaan manajemen di TPST Mulyoagung 

Bersatu dan bagaimana dampak yang ditimbulkan sejak di terapkan program 

Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle Berbasis Masyarakat.  

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah masalah yang diperoleh dari kepustakaan 

ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ada dua maksud tertentu yang ingin 

dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus 

dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi 

kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (Moleong, 

2007:116). Dalam studi penelitian, fokus penelitian merupakan lingkup 

permulaan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang situasi yang 
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diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan fokus sebagai pusat perhatian 

dalam penelitian untuk membatasi masalah. Penetapan tersebut dimaksudkan 

untuk menghindarkan dari terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan, 

menganalisis dan membahas permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, 

diharapkan fokus penelitian dapat mempermudah di dalam menentukan data 

dan memperoleh informasi yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan 

mengacu pada kajian teoritis, maka peneliti menetapkan fokus pada penelitian 

ini, ialah:  

1. Menjelaskan Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang 

meliputi aspek: 

a.  Perencanaan (Planning) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang tahap-tahap perencanaan yang 

disusun oleh  KSM TPST Mulyoagung Bersatu setelah berdirinya 

TPST dan mulai mengoperasikan kegiatan pengelolaan sampah. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang proses pemilihan pengurus 

dan penyusunan struktur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

TPST Mulyoagung Bersatu sebagai organisasi pengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu. 
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c. Pengadaan Tenaga Kerja (Staffing) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengadaan tenaga kerja dalam 

rangka mengisi formasi sebagai pegawai pengelola sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah 

ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan umum.  

d. Pengarahan atau Pemberian Bimbingan (Directing) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka memberikan 

arahan kepada KSM TPST Mulyoagung Bersatu tentang proses kerja 

pengelolaan sampah yang mengacu pada program TPS 3R Berbasis 

masyarakat. Upaya pengarahan dan memberi bimbingan juga 

dilakukan oleh KSM TPST Mulyoagung Bersatu kepada para 

pegawai dalam rangka meningkatkan etos kerja pegawai.  

e. Koordinasi (Coordinating) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang bentuk koordinasi antara 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan berbagai aktor. Dimana 

untuk menjelaskan bentuk koordinasi antar aktor tersebut akan 

dibagi kedalam beberapa tahap, diantaranya yaitu: (1) koordinasi 

pada tahap persiapan implementasi program Pengelolaan Sampah 3R 

Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, (2) koordinasi pada tahap 

proses pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat di Desa 

Mulyoagung yang saat ini menjadi TPST Mulyoagung Bersatu dan 
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(3) koordinasi pada tahap paska pembangunan TPST Mulyoagung 

Bersatu  

f. Pelaporan (Reporting) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang laporan hasil seluruh 

rangkaian kegiatan pengelolaan sampah di TPST  Mulyoagung yang 

dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa Mulyoagung dan 

Dinas Cipta Karya dan tata Ruang. Laporan ini diserahkan secara 

rutin kepada Pemerintah Desa Mulyoagung setiap akhir bulan dan 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang setiap periode triwulan. 

g. Penganggaran (Budgeting) 

 Dalam penelitian ini mengkaji tentang penganggaran yaitu berupa 

rincian dana yang meliputi sumber dana pemasukan dan jumlah 

biaya yang diterima oleh TPST Mulyoagung Bersatu, alokasi biaya 

pengeluaran beserta dengan rincian biaya yang dibutuhkan serta total 

penerimaan dan pengeluaran hasil kegiatan pengelolaan sampah di 

TPST Mulyoagung Bersatu perbulan  

2. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan sejak diterapkan program 

Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycling (3R) Berbasis 

Masyarakat di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang mengacu pada 

tujuan pengelolaan sampah dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 

tentang pengelolaan sampah, yaitu: 
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a. Peningkatan kesehatan masyarakat. 

b. Kualitas lingkungan. 

c. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.  

3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, yang meliputi: 

a. Faktor internal 

b. Faktor eksternal 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan proses 

penelitian, Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti 

melakukan proses penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan 

benar-benar dibutuhkan dan akan membantu peneliti di dalam melakukan 

penelitian. Berdasarkan hal tersebut, lokasi penelitian dalam penelitian ini 

adalah  di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sedangkan 

situs penelitian dalam penelitian ini adalah TPST Mulyoagung Bersatu yang 

terletak di Jalan Raya TPST No. 1 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang  dan di Dinas Cipta Karya Tata Ruang, Kabupaten Malang 

yang terletak di Jl. KH Agus Salim No.7 Malang. 

  Alasan Memilih lokasi dan situs penelitian di Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu dan Dinas Cipta Karya, ialah didasarkan 

pada pertimbangan: 
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1. Keberadaan TPST Mulyoagung Bersatu yang menuai prestasi sebagai 

tempat pengelola sampah percontohan di Indonesia atau Mancanegara 

melalui penerapan Program TPS 3R Berbasis Masyarakat. Kunci 

keberhasilan TPST Mulyoagung Bersatu dalam mencapai prestasi 

tersebut tentunya terletak pada bagaimana manajemen yang dilakukan 

oleh Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai organisasi yang berperan 

sebagai pengelola TPST Mulyoagung Bersatu. 

2. Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten Malang yang berperan 

sebagai pembina seluruh TPST yang lokasinya tersebar di berbagai 

wilayah di Kabupaten Malang. Adapun Tugas Dinas Cipta Karya Tata 

Ruang yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap KSM 

dalam pengolahan sampah, menjadi lembaga konsultan, memberikan 

bantuan fisik, hingga memantau kinerja KSM berupa adanya laporan 

kinerja yang diserahkan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

setiap periode triwulan. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Pada suatu penelitian, sumber data merupakan suatu hal yang penting, 

karena berhubungan dengan siapa dan apa data yang harus didapatkan untuk 

menjawab fokus dan tujuan dari penelitian. Sumber data merupakan tempat 

dimana peneliti dapat menemukan data dan informasi-informasi penting yang 

dapat menunjang terlaksananya penelitian. Menurut Lofland dalam Moleong 

(2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 
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tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Sehingga data yang diperoleh dapat membantu dalam menjawab permasalahan 

dalam penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto 

(2006:129) bahwa sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data 

yang langsung dikumpulkan dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh 

dari informan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data 

primer merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dalam 

melakukan analisis. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 

Kepala Bagian beserta Staf Bidang Permukiman dan Staf Bidang 

Kebersihan, Pertamanan dan Makam pada instansi Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Kepala Bidang Analisis 

Pencegahan dampak Lingkungan pada instansi Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Malang, Pelaksana Tata Usaha Puskesmas Wisata 

Dau, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu, Bendahara, Sekretaris 

dan para pegawai pengelola sampah di Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu Di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 

menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di 

internet, kliping atau koran dan/atau jurnal, artikel yang relevan dengan 

topik penelitian serta penelusuran perundang-undangan dari berbagai 
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sumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal atau artikel 

tentang manajemen POSDCORB atau pengelolaan sampah serta catatan 

lainnya terkait obyek penelitian, Undang-undang No. 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, 

Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk Menuju Desa Mulyoagung 

yang Bersih, Sehat dan Bermutu, beberapa arsip dari instansi terkait 

serta arsip dari TPST Mulyoagung Bersatu yang relevan dengan 

penelitian ini, dan hasil dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah di 

TPST Mulyoagung Bersatu. Data sekunder selanjutnya juga diambil 

dari buku-buku kepustakaan/jurnal/artikel yang terkait dengan Obyek 

Penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. (Pasolong, 2012: 

130) Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang 

digunakan oleh  penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. 

Pada dasarnya teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat 
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dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Dalam penelitian ini, 

teknik penelitian yang digunakan di bedakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Wawancara 

 Wawancara atau interview merupakan pembicaraan dua arah yang 

dilakukan oleh pewancara (interviewer) terhadap responden atau 

informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian (Pasolong, 2012:137). Di dalam penelitian ini, teknik 

wawancara digunakan sejak awal proses penelitian hingga data yang 

diperoleh lengkap dan bisa menjawab rumusan masalah, fokus dan 

tujuan penelitian. Adapun informan yang dimintai keterangan oleh 

peneliti dengan cara wawancara atau interview terdiri dari beberapa 

orang sebagaimana yang diuraikan oleh peneliti dalam sumber data 

primer.  

2. Teknik Observasi (Pengamatan)  

Batasan pengertian atau definisi observasi menurut Young dan Schmidt 

dalam Pasolong (2012:131), adalah sebagai pengamatan sistematis 

berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang 

nampak. Sementara Kerliger dalam Arikunto (2006:222) mengatakan 

bahwa observasi diartikan sebagai semua bentuk penerimaan data yang 

dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, 

mengukurnya dan mencatatnya. Peneliti melakukan observasi dengan 

cara mengamati kondisi dan situs penelitian. Berdasarkan hal tersebut, 
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maka peneliti melakukan observasi di Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu Di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mennghasilkan 

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008:158). Dalam penelitian ini teknik 

dokumentasi digunakan untuk mencatat data yang didapat dari situs dan 

lokasi penelitian seperti, dokumen-dokumen atau sumber-sumber 

tertulis dan arsip-arsip yang relevan dengan fokus penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah 

dan mencapai tujuan penelitian. Alat pengumpul data atau instrumen 

penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi peneliti 

merupakan key instrumen, dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun ke 

lapangan secara aktif (Pasolong, 2012:162). Dalam penelitian ini, instrumen 

atau alat yang digunakan adalah: 

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan 

manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama 
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(Moleong, 2007:4). Selama menjalankan proses penelitian, peneliti 

tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri 

baik wawancara maupun observasi. Oleh karena itu maka semua data 

yang diperoleh dilapangan peneliti benar-benar memahami.  

2. Pedoman-pedoman wawancara (interview guide), hal ini berguna untuk 

membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang 

diperlukan dalam kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, 

peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang 

diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam 

data yang sudah didapatkan sebelumnya. Namun sejauh ini peneliti 

sangat jarang sekali menggunakan atau memperlihatkan pedoman 

wawancara saat melaksanakan penelitian dalam rangka meminimalisir 

kecurigaan.  

3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat perekam untuk merekam 

pendapat dari informan ketika melakukan kegiatan wawancara, kamera 

melalui ponsel peneliti untuk mengambil gambar di situs penelitian 

yang relevan dengan kebutuhan peniti ketika melakukan penelitian, 

serta notebook untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting dan 

diperlukan untuk dicatat.  
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G. Analisis Data 

Analisis data adalah langkah yang harus ditempuh setelah peneliti 

mengumpulkan data. Data-data primer sekunder yang telah dikumpulkan 

perlu ditipologikan dalam kelompok-kelompok, serta disaring sedemikan 

rupa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong (2007 : 248), analisis data 

adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah dan menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan data-data yang tidak 

berbentuk angka-angka. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan 

pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, 

mengeksplorasi dan mendeskripsikan, serta menafsirkannya sehingga 

diperoleh kesimpulan. Maka analisis data penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman. Dimana model analisis ini mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Langkah analisis data didasarkan pada grounded theory sejak peneliti 

terjun ke lapangan untuk mengambil data untuk pertama kalinya. Selanjutnya 

secara kontinyu, peneliti mulai menggunakan data yang ada untuk mencapai 



98 
 

 
 

tujuan penelitian yaitu memecahkan fokus penelitian. Dalam realisasinya, 

penelitian ini bersifat interaktif karena peneliti langsung melakukan penelitian 

di lapangan dan berinteraksi dengan informan-informan. Aktivitas dalam 

analisis data ini, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010 : 

337). Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses 

pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-

menerus hingga membentuk sebuah siklus. Secara skematis proses analisis 

interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar  2. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) 

Sumber : Miles & Hubberman (1992:15) 

 

Adapun alur dari analisis data kualitatif  Miles and Hubberman ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga teknik yaitu : 

Observasi (pengamatan), Interview (wawancara) dan Dokumentasi. Hal 

ini dikarenakan data yang diinginkan oleh peneliti dilapangan berbeda 
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dan tidak selalu berbentuk dokumen akan tetapi bisa berbentuk 

pernyataan maupun gambar. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan 

wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa 

informan terhadap pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maupun 

dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data 

peneliti melakukannya berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan data 

yang relevan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini. 

2. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. 

Dimana proses dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian. Peneliti 

melakukan proses reduksi data dengan menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data, lalu 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari pola dan temanya.  

3. Penyajian data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di 

dalam penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk bagan, 

jaringan dan teks naratif, sehingga dapat memudahkan dalam membaca 

dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan 

hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok, yang mana masing-

masing kategori atau kelompok menunjukkan tipologi yang sesuai 



100 
 

 
 

dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub 

tipologi yang merupakan urutan atau prioritas kejadian. Penyajian data 

ini juga diikuti oleh analisis data yaitu data yang telah direduksi 

diintrepestasikan olah peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus 

penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi 

dan pengetahuan. 

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penyimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan interpretasi sebelum 

dihasilkan suatu temuan. Dalam penelitian ini, setelah data difahami dan 

disajikan, peneliti menafsirkan data yang telah terkumpul lalu menarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data 

yang didasarkan pada berbagai teori yang terkait. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Malang 

a. Kondisi Geografis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Kabupaten malang 

Sumber : Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, 2013 

 

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota 

Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. 

Kabupaten Malang terletak antara 112º17’10,90” – 112º57’00,00” Bujur 

Timur, 7º44’55,11” – 8º26’35,45” Lintang Selatan. Secara umum batas 

wilayah administrasi Kabupaten Malang, yaitu: Sebelah Utara, Kabupaten 
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Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 

Jombang; Sebelah Timur, Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan, 

Samudera Indonesia; Sebelah Barat, Kabupaten Blitar dan Kabupaten 

Kediri. Sedang di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang dibatasi oleh 

Kota Malang yang berbatasan langsung dengan: Sebelah Utara, 

Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari; Sebelah Timur, 

Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang; Sebelah Selatan, Kecamatan 

Tajinan dan Kecamatan Pakisaji; Sebelah Barat, Kecamatan Wagir dan 

Kecamatan Dau. Luas wilayah Kapubaten Malang adalah 3.534,86 km2 

dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa, dan 3.217 rukun 

warga (RW) serta 14.718 rukun tetangga (RT). (ILLPD, 2009) 

Dengan kondisi di atas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten 

terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian 

besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa 

pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung 

Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, 

sungai terpanjang di Jawa Timur. 

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-

Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung 

Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. 

Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah 

pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran 
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bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan 

sebagian besar pantainya berbukit. 

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. 

Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah 

pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu 

penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan 

ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain 

perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunanan 

kopi,dan cokelat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati 

banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan 

kapur. 

 

b. Kondisi Demografis 

Perkembangan penduduk pada Kabupaten Malang selama tahun-

tahun terakhir mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar 

mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2006 yaitu secara berurutan berjumlah 

1.984.061 jiwa, 2.057.477 jiwa, 2.057.680 jiwa, 2.051.692 jiwa, 2.319.361 

jiwa, dan 2.345.658 jiwa. (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Malang, 2010). Sedangkan berdasarkan hasil registrasi perkembangan 

penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2012 sebesar 

2.487.120 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,85% per tahun terdiri dari 

laki-laki 1.247.180 (50,15%) dan perempuan 1.239.940 (49,85%) dengan 

rata-rata kepadatan 704 jiwa/km2. Sedangkan jumlah penduduk 

berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan 
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akhir tahun 2012 adalah sebesar 3.022.141 jiwa terdiri dari laki-laki 

1.513.817 jiwa (50,09%) dan perempuan 1.508.324 jiwa (49.91%). 

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya 

pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap 

penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada 

saat sensus dan/atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang 

sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur  

Tahun 2012 

No. Kel. 

Umur 

JENIS KELAMIN 

(Tahun) Laki-laki % Perempuan % JUMLAH % 

1. 0 – 4 106.675 4,29 102.437 4,12 209.112 8,41 

2. 5 – 9 97.009 3,90 93.774 3,77 190.803 7,67 

3. 10 – 14 103.930 4,18 99.430 4,00 203.360 8,18 

4. 15 – 19 102.423 4,12 96.891 3,90 199.314 8,01 

5. 20 – 24 95.846 3,85 90.840 3,65 186.686 7,51 

6. 25 – 29 96.476 3,88 94.098 3,78 190.574 7,66 

7. 30 – 34 100.307 4,03 96.631 3,89 196.938 7,92 

8. 35 – 39 95.889 3,86 95.121 3,82 190.01 7,68 

9. 40 – 44 95.154 3,83 95.281 3,83 190.435 7,66 

10. 45 – 49 87.058 3,50 90.016 3,62 177.074 7,12 

11. 50 – 54 76.847 3,09 75.778 3,05 152.625 6,14 

12. 55 – 59 62.023 2,49 58.948 2,37 120.971 4,86 

13. 60 – 64 44.587 1,79 44.883 1,80 89.470 3,60 

14. 65 – 69 33.321 1,34 37.438 1,51 70.759 2,85 

15. 70 – 74 23.569 0,95 29.156 1,17 52.725 2,12 

16. 75> 26.066 1,05 39.198 1,58 65.264 2,62 

TOTAL 1.247.180 50,15 1.239.940 49.85 2.487.120 100 

 Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Malang dalam RKPD
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c. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.534,86 Km² atau 

353.486 Ha  dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa, dan 

3.217 rukun warga (RW) serta 14.718 rukun tetangga (RT). (ILLPD, 2009) 

Jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2012 adalah sebesar 

3.022.141 jiwa. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah penduduk 

yang cukup tajam yaitu menjadi 3.060.866 jiwa (Capil; 2013). Padatnya 

jumlah penduduk Kabupaten Malang yang ditunjukkan pada data diatas 

berimplikasi pada tingginya angka volume penumpukan sampah yang 

dihasilkan setiap harinya di Kabupaten Malang. Terjadinya peningkatan 

jumlah penduduk pertahun tentunya akan berbanding lurus dengan 

meningkatnya produksi sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Malang ± 

6.397  m³/hari dengan sekitar ± 1.580 m³/hari timbulan sampah perkotaan 

dan sekitar ± 4.817 m³/hari timbulan sampah yang dihasilkan di pedesaan. 

(Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013). 

Pelayanan sampah di Kabupaten Malang ditangani oleh Dinas Cipta 

karya dan Tata Ruang. Kegiatan pelayanan sampah didelegasikan kepada 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang merupakan perpanjangan 

tangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. UPTD ini tersebar di 

berbagai daerah di Kabupaten malang yang dibagi ke dalam 7 cluster, 

yaitu: 
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Tabel 2. Wilayah Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

No UPTD Wilayah layanan 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 
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6. 

 

 

 

 

 

7. 

Singosari 

 

 

 

 

Tumpang  

 

 

 

 

Turen  

 

 

 

 

 

 

Bululawang  

 

 

 

 

 

Kepanjen  

 

 

 

 

 

 

 

Pagak  

 

 

 

 

 

Pujon  

1. Kec. Singosari 

2. Kec. Lawang 

3. Kec. Karangploso 

4. Kec. Dau 

 

1. Kec. Pakis  

2. Kec. Tumpang  

3. Kec. Poncokusumo  

4. Kec. Jabung 

 

1. Kec. Turen  

2. Kec. Dampit  

3. Kec. Sumber Manjing 

Wetan  

4. Kec. Ampelgading  

5. Kec. Tirtoyudo 

 

 

1. Kec. Bululawang  

2. Kec. Tajinan  

3. Kec. Gondanglegi  

4. Kec. Pagelaran  

5. Kec. Wajak 

 

1. Kec. Kepanjen  

2. Kec. Sumberpucung  

3. Kec. Kromengan  

4. Kec. Wonosari  

5. Kec. Wagir  

6. Kec. Pakisasji 

7. Kec. Ngajum 

 

1. Kec. Pagak 

2. Kec. Donomulyo  

3. Kec. Bantur  

4. Kec. Kalipare  

5. Kec. Gedangan  

 

1. Kec. Pujon  

2. Kec. Ngantang  

3. Kec. Kasembon  

 

Sumber: Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013 
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UPTD tersebut merupakan pelaksana teknis dalam menangani 

pelayanan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Pengelolaan 

sampah yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan UPTD 

hanya mampu menangani pelayanan sampah 38% atau sekitar ± 603,1 

m³/hari. (Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013) Minimnya 

angka volume sampah yang mampu ditangani oleh UPTD Cipta karya dan 

Tata Ruang terkendala oleh beberapa faktor penghambat. Faktor 

penghambat yang menjadi kendala dalam menangani pelayanan sampah di 

wilayah Kabupaten Malang ialah keterbatasan anggaran yang dialokasikan 

untuk pengelolaan sampah sehingga penyediaan sarana dan prasana untuk 

mengelola sampah kurang memadai. Hal ini selaras dengan yang 

dikemukakan oleh Bapak M. Rasul dibawah ini. 

“...Hambatannya dalam mengelola sampah sekabupaten yaitu 

anggaran yang tersedia sangat minim sehingga dampaknya sarana 

dan prasana untuk mengelola sampah jadi kurang” (Hasil 

wawancara dengan bapak M. Rasul, Staff Kebersihan, Pertamanan 

dan Makam) 

 

Kendala lain yang menghambat optimalisasi pelayanan sampah di 

Kabupaten Malang yaitu masih relatif sedikit masyarakat yang berperan 

aktif dalam penanganan pengelolaan sampah. Banyak dari masyarakat 

yang masih menggunakan paradigma lama yaitu sampah hanya dibuang 

begitu saja tanpa dikelola lebih lanjut karena masyarakat masih 

memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna. Fenomena ini 

dipertegas dengan pendapat dari Bapak Koderi dibawah ini. 

“...Memang masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap 

lingkungannya. Sampah hanya dibuang ke TPS dan nanti diangkut 
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ke TPA. Mereka hanya mengandalkan TPA saja. Makanya kita 

mencari solusi untuk pemecahan masalah sampah dengan 

melibatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah” (Hasil 

wawancara dengan Bapak Koderi, Kepala Bidang Analisis 

Pencegahan Dampak Lingkungan) 

 

Menanggapi fenemonena pengelolaan sampah yang kurang optimal 

akibat rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, Pemerintah 

Kabupaten Malang menggagas sebuah solusi agar pengelolaan sampah 

mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 

aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

mengambil kebijakan dan strategi penanganan sampah dengan melakukan 

sharing dengan masyarakat untuk melakukan penanganan/pengelolaan 

sampah secara mandiri berbasis masyarakat (partisipasi masyarakat). 

Strategi penanganan sampah tersebut ditindaklanjuti dengan memfasilitasi 

berdirinya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di beberapa 

daerah tersebar di Kabupaten Malang. Pengelolaan sampah di TPST 

dilakukan secara berbasis masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat sekitar. Masyarakat dihimbau untuk turut berpartisipasi dalam 

mengelola TPST dengan membentuk suatu Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM). KSM ini dibentuk sebagai wadah organisasi yang 

mengelola TPST. Kehadiran TPST mampu membantu Pemerintah 

Kabupaten Malang dalam mengelola sampah, dari 14 TPST  yang tersebar 

di Kabupaten malang mampu mengelola sampah ± 151 m³/hari atau sekitar 

9.5% (Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013). TPST juga 
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berperan membantu Pemerintah kabupaten Malang dalam menangani 

pengelolaan sampah, yang selanjutnya dikemukakan dalam penjabaran 

dari Bapak Koderi dibawah ini. 

 

“Nah dengan adanya TPST itu membantu pemerintah dalam 

mengelola sampah. Sekarang ada belasan TPST yang tersebar di 

Kabupaten Malang. Sampah yang dikelola di seluruh TPST itu 

mencapai hingga ratusan kubik perharinya. Dengan begitu kan kita 

(Pemerintah Kabupaten Malang) mendapat 2 keunggulan sekaligus. 

Volume sampah yang dikelola bertambah jumlahnya, kemudian 

mampu meningkatkan peran masyarakat juga yaitu dalam 

pengelolaan sampah di TPST itu.” (Hasil wawancara dengan Bapak 

Koderi, Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan) 

 

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Koderi, maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya TPST mampu membantu 

Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengelolaan sampah. Di sisi lain, 

keberadaan TPST juga mampu mengatasi kendala dalam pengelolaan 

sampah dengan mengubah mindset masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

mengelola sampah. 

 

2. Gambaran Umum Desa Mulyoagung  

a.  Sejarah Desa Mulyoagung 

  Asal usul Desa Mulyoagung tidak ditemukan adanya sejarah 

permulaannya kapan dan siapa yang menamakan Desa Mulyoagung 

beserta nama-nama dukuhnya. Diketahui pada mulanya desa Mulyoagung 

terdiri dari 4 dukuh  yaitu : Dukuh Dermo, Jetak Ngasri, Sengkaling dan 

Jetis dan pada tahun 1975 dukuh Jetak Ngasri dibagi menjadi 2 dukuh 
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karena telah memenuhi syarat baik itu luas wilayah maupun jumlah 

penduduknya, dan sampai sekarang terkenal dengan nama dukuh Jetak Lor 

dan dukuh Jetak Ngasri. 

 

b. Kondisi Geografis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Desa Mulyoagung 

Sumber : Arsip Desa Mulyoagung, 2013 

 

Desa Mulyoagung merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah 

Desa Mulyoagung ialah 396.593 Ha. Adapun batas wilayah Desa 

Mulyoagung, yaitu: Sebelah Utara, Sungai Brantas dan Desa Tegal Gondo; 

Sebelah Timur, Kota Malang dan Desa Landungsari; Sebelah Selatan, 

Desa Landungsari dan Sungai Metro; Sebelah Barat , Desa Sumbersekar 

dan Kota Batu. 

Desa Mulyoagung terdiri dari 5 dusun, yaitu Jetis, Sengkaling, Dermo, 

Jetak Lor, Jetak Ngasri.        
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Tabel 3. Daftar Nama Dusun di Desa Mulyoagung 

No. Dusun Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

RT 

Jumlah 

RW 

1. Dermo 1.724 6 2 

2. Jetak Ngasri 1.312 8 2 

3. Jetak Lor 2.631 10 3 

4. Sengkaling 2.985 18 5 

5. Jetis 3.188 23 7 

JUMLAH 11.840 65 19 

  Sumber : Arsip Desa Mulyoagung, 2013 

 

c. Kondisi Demografis 

 Desa Mulyoagung berdasarkan hasil registrasi penduduk 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Mulyoagung pada tahun 

2013 sebesar 11.840 jiwa, yang terdiri dari 6.068 jiwa penduduk laki-laki 

dan 5.772 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada 

pada 3.671 keluarga. Pada tahun 2013 penduduk laki-laki jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Adapun kepadatan 

penduduk di Desa Mulyoagung berdasarkan angka dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

 Tabel 4. Jumlah Penduduk per Dusun 

No. Dusun Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

RT 

Jumlah 

RW 

1. Dermo 1.724 6 2 

2. Jetak Ngasri 1.312 8 2 

3. Jetak Lor 2.631 10 3 

4. Sengkaling 2.985 18 5 

5. Jetis 3.188 23 7 

JUMLAH 11.840 65 19 

 Sumber : Arsip Desa Mulyoagung, 2013 
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3. Gambaran Umum  Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa 

Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

a. Latar Belakang Berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu 

Dahulu sebelum TPST berdiri di Desa Mulyoagung, sampah menjadi 

suatu permasalahan lingkungan di Desa Mulyoagung. Lahan yang 

digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terletak 

dipinggir Sungai Brantas, sehingga seringkali sampah-sampah ikut 

terbuang di sungai. Tentunya hal ini menimbulkan terjadinya pencemaran 

pada air Sungai Brantas. Melihat permasalahan sampah yang dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan  seperti ini, Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten Malang 

menanggapi fenomena tersebut dengan memberikan teguran kepada 

Kepala Desa Mulyoagung dan warga sekitar. Kepala Desa Desa 

Mulyoagung dan warga diminta untuk merelokasi TPS dari  pinggir 

Sungai Brantas dan mengolah sampah atau mereka akan dijerat hukuman 

karena melakukan tindak kejahatan merusak lingkungan.  

Kondisi demikian akhirnya melahirkan sebuah pemikiran untuk 

mengolah lahan yang dimiliki desa Mulyoagung. Sejak tahun 2009, warga 

desa Mulyoagung yang terkabung dalam Panitia Pembangunan TPST 

mulai merintis pengolahan lahan untuk dijadikan tempat pengelolaan 

sampah agar mendapat bantuan. Pada tahun 2010 ada pembiayaan 

pembangunan TPST ini, dari empat mata anggaran yaitu PNPM, APBN, 

ABPD dan desa. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyediakan 
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Lahan tempat berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu, bangunan dan 

infrastruktur yang dibutuhkan serta alat-alat penunjang yang digunakan 

untuk mendukung berbagai aktivitas pengelolaan dan pengolahan sampah.  

Setelah berdiri dan beroperasi mulai 2 Februari 2011, kini TPST 

Mulyoagung Bersatu terletak di Jalan Raya TPST No. 1 Desa 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Adapun lokasi TPST 

Mulyoagung Bersatu sebagaimana pada gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 5. Lokasi TPST Mulyoagung Bersatu 

Sumber: Hasil dokumentasi Penelitian 

 

Sesuai dengan yang disebutkan pada Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk 

Menuju Desa Mulyoagung yang Bersih, Sehat dan Bermutu, Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah 
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tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan 

ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah di Desa Mulyoagung. 

TPST Mulyoagung Bersatu merupakan upaya swadaya masyarakat yang di 

dukung oleh pemerintah dengan memberikan sarana prasarana 

membangun TPST Mulyoagung Bersatu. TPST Mulyoagung Bersatu ini 

diharapkan mampu membantu pemerintah dalam pengolahan sampah di 

wilayah desa Mulyoagung melalui cara terpadu yaitu pengumpulan, 

pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Kini TPST Mulyoagung 

Bersatu dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang 

merupakan perwakilan dari masyarakat Desa Mulyoagung dan menjadi 

binaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. 

 

b.  Visi dan Misi TPST Mulyoagung Bersatu  

 Visi: Terciptanya kualitas hidup yang bersih, sehat dan nyaman di Desa 

Mulyoagung 

 Misi:  

1. Membantu pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan 

kebersihan linkungan. 

2. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan sampah secara 

terpadu 

3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah 

4. Meningkatkan kerja sama serta kepedulian masyarakat terhadap 

kebersihan lingkungan  
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Tujuan 

1. Terwujudnya kebersihan lingkungan serta kehidupan sosial sehat  

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian 

kebersihan lingkungan 

3. Meningkatkan kerukunan, potensi dan ekonomi masyarakat luas  

4. Terciptanya kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis sampah 

5. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

c. Volume Sampah yang Dikelola di TPST Mulyoagung Bersatu 

Pada tahun pertama beroperasi, TPST Mulyoagung hanya mengelola 

sampah yang berasal dari beberapa RT di Desa Muyoagung. Volume 

sampah yang dihasilkan sekitar 30m³/hari yaitu berasal dari 3.974 rumah 

yang bersedia menggunakan jasa angkut sampah TPST (Arsip TPST 

Mulyoagung Bersatu). Memasuki tahun berikutnya jumlah rumah yang 

bersedia menggunakan jasa angkut sampah TPST semakin bertambah 

menjangkau lintas desa. Tidak hanya mengangkut sampah dari desa 

Mulyoagung saja, setiap tahunnya jumlah desa yang bersedia untuk 

diangkut sampahnya semakin bertambah. Persebaran daerah yang 

menggunakan jasa layanan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung 

Bersatu pada tahun 2013 di tunjukkan dalam gambar berikut. 
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Gambar 6. Persebaran Daerah yang menggunakan jasa layanan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu pada tahun 2013 

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung 2013 

 

 

Gambar diatas menjelaskan jumlah wilayah yang menggunakan jasa 

layanan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu pada tahun 

2013 yang ditunjukkan dalam angka presentase. Terdapat 5 wilayah yang 

disebutkan dalam gambar tersebut, yaitu wilayah Desa Mulyoagung 

dengan presentase 100% wilayah, 25% wilayah Desa Landungsari, 90% 

wilayah Desa Sumbersekar, 25% wilayah Desa Dadaprejo Batu dan 100% 

dari UIN Malang. Berdasarkan gambar diatas maka menunjukkan layanan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu semakin luas 

jangkauannya. Hal ini tentunya berimplikasi pada semakin meningkatnya 

jumlah volume sampah yang dikelola d TPST Mulyoagung Bersatu sejak 

mulai beroperasi hingga saat ini. Adapun tingkat pertumbuhan volume 

sampah yang dikelola di TPST Mulyoagung Bersatu dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 
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 Tabel 5. Pertumbuhan Volume Sampah yang dikelola di TPST 

Mulyoagung Bersatu per Tahun 

No. Tahun Lokasi Layanan  Produk 

sampah 

(m³/hari) 

1. 2011 Desa Mulyoagung 3.974 rumah 30m³ 

2. 2012 Desa Mulyoagung  

PP Ar-rohma 

Oma Campus  

5.050 rumah 45m³ 

3. 2013 Desa Mulyoagung 

PP Ar-rohma 

Oma Campus 

Desa Sumbersekar 

5.351 rumah 50m³ 

4. 2014 Desa Mulyoagung  

Desa landungsari 

Desa Sumbersekar 

Dadap Rejo  

UIN Malang 

5.903 rumah 64m³ 

Sumber:Arsip TPST Mulyoagung Bersatu, 2013 

 

 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

pertumbuhan volume sampah yang dikelola oleh TPST Mulyoagung 

Bersatu. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah warga 

yang bersedia untuk menggunakan jasa angkut sampah TPST dan dikelola 

oleh para pegawai TPST Mulyoagung Bersatu dari tahun ke tahun. Warga 

desa Mulyoagung serta beberapa wilayah lainnya percaya dengan kualitas 

kinerja KSM TPST Mulyoagung Bersatu beserta pegawainya dalam 

mengelola sampah. Sehingga mereka bersedia untuk menggunakan jasa 

layanan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. 
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d.  Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah Reduse Reuse Recycle di 

TPST Mulyoagung Bersatu  

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, yang  

mengamanatkan bahwa diperlukan suatu perubahan paradigma yang lebih 

mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu 

dengan melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum 

akhirnya sampah dibuang ke TPA. Mengacu pada Peraturan Menteri 

tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melahirkan sebuah program 

unggulan dalam mengelola sampah yaitu program Pengelolaan Sampah 

Reduce, Reuse, Recycling (3R) Berbasis Masyarakat. Program tersebut 

merupakan terobosan baru yang bertujuan untuk menanggulangi masalah 

persampahan di Indonesia. Dalam program tersebut mengamanatkan cara 

pengelolaan sampah melalui metode Reduce, Reuse, Recycling (3R). 

Pemahaman dan definisi pengelolaan sampah melalui metode Reduce, 

Reuse, Recycling (3R) telah dijabarkan sebelumnya pada bab 2.  

Dalam rangka menanggulangi masalah lingkungan akibat sampah 

yang melanda Desa Mulyoagung, maka TPST Mulyoagung Bersatu juga 

menerapkan konsep Reduce, Reuse, Recycling sebagai metode pengelolaan 

sampah. Berikut ini merupakan gambaran metode Reduce, Reuse, 

Recycling yang diterapkan di TPST Mulyoagung Bersatu. 
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1. Recycling.  

Merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan 

pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomi seperti 6 macam jenis 

limbah bernilai ekonomis dari sampah yang kemudian diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali baik dalam 

bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula. Penerapan 

konsep Recycling di TPST Mulyoagung Bersatu ditunjukkan dalam 

gambar alur proses kerja TPST Mulyoagung Bersatu. 

 

Gambar 7. Penerapan Konsep Recycling 

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung Bersatu, 2014 

 

2. Reuse 

Merupakan teknik pengolahan sampah yang hampir sama dengan 

recycling, bedanya reuse langsung digunakan tanpa ada pengolahan 

terlebih dahulu. Penerapan konsep reuse di TPST Mulyoagung 

Bersatu dengan cara memanfaatkan kantong plastik (kresek) bekas 
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sebagai wadah untuk mengemasi hasil produksi sampah basah 

seperti limbah nasi untuk pakan ternak. 

3. Reduce 

Merupakan  teknik pengelolaan sampah dengan cara mengurangi 

potensi timbulan sampah, misalnya tidak menggunakan bungkus 

kantong plastik yang berlebihan. Penerapan konsep reduce di TPST 

Mulyoagung Bersatu melalui penggunaan daun pisang sebagai 

pengganti tas plastik atau pembungkus yang berbahan baku plastik 

yang merupakan sampah non-organik. 

 

e. Proses Kerja Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung Bersatu  

Pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu dilakukan oleh 

para pegawai sesuai dengan tugas yang telah ditentukan masing-masing. 

Tugas yang diemban sebagai pegawai TPST yaitu pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan sejak dari rumah tangga melalui pengangkutan sampah 

secara door-to-door hingga di kelola sesuai dengan prosesnya ke TPST 

Mulyoagung Bersatu. Adapun macam-macam kegiatan di TPST 

Mulyoagung Bersatu sesuai dengan alur kerjanya, yaitu: 

1. Pengangkutan sampah dari rumah warga secara door-to-door 

Awal dari proses kerja TPST Mulyoagung Bersatu ialah 

mengumpulkan sampah yang diambil pada setiap pagi hari dari 

rumah warga di seluruh area pemukiman Desa Mulyoagung. 

Proses pengangkutan sampah ini dilakukan oleh petugas angkut 
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sampah dengan menggunakan sarana yang dimiliki oleh TPST 

Mulyoagung Bersatu seperti gerobak, mobil pick-up khusus untuk 

mengangkut sampah, maupun kendaraan Tossa. 

2. Pembongkaran sampah 

Langkah selanjutnya dari proses kerja TPST Mulyoagung Bersatu 

yaitu pembongkaran sampah. Maksud dari pembongkaran sampah 

ialah sampah yang telah dikumpulkan di lokasi TPST Mulyoagung 

Bersatu dari seluruh area pemukiman Desa Mulyoagung dibongkar 

dan dibiarkan untuk sejenak sebelum memasuki tahapan 

selanjutnya. Hal ini dilakukan agar sampah yang masih basah dan 

berbau menyengat bisa sedikit mengering sehingga baunya tidak 

terlalu menyengat saat dipilah oleh petugas pemilah TPST 

Mulyoagung Bersatu. 

3. Proses Pemilahan sampah 

Proses selanjutnya setelah pembongkaran sampah ialah pemilahan 

sampah yang dilakukan berada pada Zona 1. Pemilahan sampah  

ini dilakukan oleh petugas pemilah sampah. Pada tahap ini petugas 

pemilah sampah memilah sampah yang telah terkumpul untuk 

diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya agar sekiranya sampah 

yang masih memiliki nilai ekonomis dapat digunakan kembali 

melalui proses lebih lanjut. Proses pemilihan sampah ini 

menghasilkan 6 macam jenis sampah yang diantaranya yaitu: 
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a. Kaca atau beling 

Limbah kaca yang dimaksud ialah sampah yang bahannya 

terbuat dari kaca seperti botol saus, botol minuman dan piring 

atau mangkuk beling.  

b. Lapak keras 

Lapak keras adalah sampah dengan jenis gelas dan botol air 

mineral, bak berwarna, bak warna hitam, mika plastik, PLS 

putihan, kaleng, alumunium dari kaleng minuman, alumunium 

dari peralatan dapur, mika keras dari CD, besi A dan B, limbah 

lampu TL. 

c. Lapak kertas 

Sampah yang berasal dari bahan kertas seperti HVS, polio, 

kardus, koran, sampul buku, sampul majalah, kalender, dll 

akan diklasifikasikan kedalam jenis lapak kertas.  

d. Lapak plastik 

Lapak plastik diantaranya adalah sampah yang berasal dari 

bahan plastik tas kresek (HD) dan limbah plastik putih (plastik 

kantong/ PP) . 

e. Limbah nasi 

Limbah nasi ialah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan 

dari masyarakat yang tidak dimakan lagi oleh manusia dan 

telah dibuang. 
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f. Memilah kompos dan residu 

Jenis limbah yang tidak termasuk kedalam 5 jenis lapak diatas 

akan dipilah dan diklasifikasikan agar menghasilkan dua jenis 

limbah yaitu limbah yang dapat diolah menjadi kompos dan 

limbah yang tidak dapat diolah. 

Keenam jenis sampah yang dihasilkan pada proses pemilahan 

sampah di zona 1 ini, kemudian akan diproses melalui cara 

pemilahan dan perajangan kemudian  dipacking. Pemilahan dan 

packing masing-masing jenis sampah dikerjakan di Zona 2 oleh 1-

2 orang petugas sesuai dengan 6 macam jenis sampah yang telah 

diklasifikasikan. Hal ini dipersiapkan untuk dijual kembali kepada 

penadah. 

4. Kompos dan Residu Terpilah 

Langkah keempat setelah proses pemilahan dilakukan, akan 

menghasilkan jenis limbah yang terakhir yaitu campuran antara 

limbah yang masih diolah menjadi kompos dan residu. Oleh karena 

itu untuk memisahkan kedua jenis limbah ini maka dilakukan 

kembali proses pemilahan oleh petugas pemilah sampah. Hasil dari 

proses pemilahan kedua ini akan menghasilkan dua kegiatan yang 

berbeda, yaitu: 

a.  Pengangkutan Residu Ke TPA 

 Untuk residu (limbah yang tidak dapat diolah menjadi kompos) 

dan limbah yang tidak memiliki nilai guna akan diangkut 
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dengan menggunakan dum truk untuk dibawa ke TPA 

Talangagung di Kepanjen. Pengangkutan menuju TPA 

Talangagung dilakukan sebanyak 2 kali setiap harinya. 

b. Mempersiapkan Limbah untuk Proses Komposting 

Sedangkan sampah dedaunan diolah untuk dijadikan pupuk 

kompos dan disiapkan untuk proses komposting di Zona 3.  

 

4. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  

a. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sebagai 

institusi pelaksana teknis pembangunan daerah mempunyai Visi yaitu: 

Terciptanya tata kelola ruang, bangunan dan lingkungan permukiman 

yang berkualitas. Sedangkan Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 

yaitu: 

1. Menciptakan Keserasian Tata Ruang Wilayah Melalui 

Perencanaan, Pengendalian  Dan Pemanfaatan Ruang  

2. Menyediakan Dan Mengembangkan Gedung  Pemerintah Serta 

Prasarana Pendukungnya  

3. Menyediakan Dan Mengembangkan Sarana Dan Prasarana Dasar  

Permukiman (Air Bersih, Air Limbah Domestik, Drainase, Jalan 

Lingkungan, Persampahan, Rth, Pemakaman) Di Perdesaan Dan 

Perkotaan  

4. Meningkatkan Kinerja Dan Profesionalisme Pelaksanaan Tugas 
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b.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang 

dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Terciptanya tata ruang yang berkualitas. 

2. Menciptakan tata bangunan yang berkualitas. 

3. Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat. 

4. Terciptanya sinergisitas pengelolaan lingkungan. 

5. Mencukupi kebutuhan bangunan pemerintah. 

6. Terselenggaranya target dengan baik. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka  waktu 

tahunan,  semesteran,  triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang 

telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penggunaan Seluruh 

Ruang yang Berada dalam Lingkup Wilayah Kabupaten Malang;  

2. Penataan Bangunan Yang Efektif dan Mencukupi Kebutuhan 

Prasarana / Gedung Pemerintah;  

3. Mencukupi  Kebutuhan Sarana Dan Prasaran Dasar Permukiman; 

4. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Lingkungan. 
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c. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Cipta karya 

dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 

2. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk 

data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; 

2. Perencanaan strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 

3. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya 

urusan Cipta karya dan tata ruang; 

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata 

Ruang; 

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum 

khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang; 

6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum khususnya 

urusan Cipta Karya dan Tata Ruang; 
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7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan 

bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata 

Ruang; 

8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang; 

9. Pembinaan UPTD; 

10. Pelaksanaan fasilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur 

keciptakaryaan di perkotaan dan perdesaan; 

11. Penyusunan RUTRK/RDTRK Perkotaan dan Perdesaan, RDTRK 

Strategis RTBL berdasarkan skala prioritas; 

12. Pengembangan system informasi penataan ruang daerah; 

13. Pemberian izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai 

dengan RUTRK/RDTRK perkotaan dan perdesaan; 

14. Penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis bangunan gedung 

termasuk pengelolaan gedung dan rumah asset daerah; 

15. Pembangunan dan pemeliharaan gedung – gedung asset daerah, 

pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan 

bangunan gedung dan rumah asset Pemerintah Daerah; 

16. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan 

peruntukannya; 

17. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/air 

minum, air limbah domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan; 
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18. Pengembangan system pembiayaan dan pola investasi air minum 

dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat; 

19. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan 

rawan air; 

20. Penyelenggaraapembagunan prasarana dan sarana air minum 

sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan; 

21. Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih 

perdesaan; 

22. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur 

permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; 

23. Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana 

persampahan serta pengelolaan kebersihan; 

24. Penyusunan rencana induk teknis dan manajemen pengelolaan 

sampah; 

25. Penyelenggara pengelolaan persampahan/kebersihan mulai dari 

tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, 

pembuangan akhir sampah; 

26. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan 

sarana persampahan; 
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d. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang nomor 41 Tahun 2012 tanggal 

11 Oktober 2012, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) terdiri dari 

Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu : 

1. Bidang Tata Ruang  

2. Bidang Tata Bangunan  

3. Bidang Permukiman  

4. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Makam.  

 

 

Gambar 8. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Sumber: Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013  
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Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang 

memiliki: 

1. 1 unit Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

(PPBK) dan, 

2. 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan 

Kebersihan, Pertamanan, Pengawasan, Pengendalian Ruang 

dan Bangunan yang berada di Singosari, Tumpang, 

Bululawang, Turen, Pagak, Kepanjen dan Pujon.  
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B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Pelaksanaan Manajemen TPST Mulyoagung Bersatu di Desa 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dari suatu 

organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi serta langkah-langkah 

teknis yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. 

Apabila suatu kegiatan dilaksanakan tanpa perencanaan tentunya akan 

memiliki resiko yang lebih banyak dan menjumpai gangguan pada saat 

pelaksanaannya. Dengan perencanaan, dapat membantu suatu organisasi 

dalam menekan resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan 

melakukan tindakan antisipasi semenjak dini. Maka menentukan sebuah 

perencanaan dalam manajemen suatu organisasi sangatlah penting karena 

perencanaan berperan besar sebagai pedoman dalam menentukan langkah-

langkah teknis agar mampu mencapai tujuan organisasi.  

Demikian pula di TPST Mulyoagung Bersatu, pihak perencana yang 

berperan dalam menentukan perencanaan kegiatan teknis ialah Kelompok 

Swadaya masyarakat (KSM).  Sementara Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang yang berperan sebagai pendamping KSM turut berkontribusi dalam 

perencanaan hanya ketika perencanaan pembangunan TPST Mulyoagung 

Bersatu. Hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang 
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Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan yang didalamnya 

menyebutkan bahwa perencanaan dan penyelenggaraan TPS 3R dalam 

rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga di dampingi oleh Pemerintah Daerah. Maka, setelah tahap 

pembangunan selesai dan berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu diiringi 

dengan mulai berjalannya rangkaian kegiatan pengelolaan sampah, seluruh 

rencana kegiatan operasional di TPST Mulyoagung Bersatu dirancang oleh 

KSM. Berikut ini akan dibuktikan dengan pendapat yang disampaikan oleh 

Bapak M. Rasul selaku Staf Bidang Kebersihan. 

“Perencanaan kegiatan pengelolaan sampah di TPST kita serahkan 

kepada KSM. Kenapa? Karena yang mengetahui dan memahami 

kondisi lokasi adalah KSM. Kalau kita yang merencanakan nanti 

tidak sesuai dengan keadaan disana. Dinas turut andil dalam 

perencanaan pembangunan TPST saja.” (Hasil Wawancara dengan 

Bapak M. Rasul, staf Kebersihan). 

  

Pendapat dari bapak M. Rasul diatas selaras dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh bapak F. Supadi Selaku Ketua KSM TPST Mulyoagung 

Bersatu dibawah ini. 

“Seluruh rencana kegiatan di TPST, sosialiasi kegiatan, inovasi 

kegiatan itu kita semua (KSM) yang merencanakan.” (Hasil 

wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu) 

 

Mengacu pada hasil wawancara yang telah disampaikan diatas, maka 

hanya pihak internal yang berperan dalam hal perencanaan kegiatan 

pengelolaan sampah di TPST. Pihak internal yang dimaksud ialah KSM. 
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KSM sebagai organisasi pengelola TPST Mulyoagung Bersatu merupakan 

pihak yang paling memahami kondisi di TPST serta memahami budaya 

masyarakat Desa Mulyoagung. Maka KSM berperan aktif untuk 

merencanakan kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu. Hal ini ditujukan agar kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu dapat mencapai tujuan sesuai 

dengan yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuan TPST Mulyoagung 

Bersatu.  Dalam rangka mencapai tujuan, KSM merencanakan tahap-tahap 

kegiatan operasional mulai dari sosialisasi kepada masyarakat sampai 

dengan penyusunan laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah di TPST-

MB. Tahap-tahap perancanaan paska pembangunan TPST Mulyoagung 

Bersatu akan dijabarkan dibawah ini: 

1. Rapat Anggota KSM  

Rapat anggota KSM mengkaji hal apa saja yang diperlukan 

untuk mengoperasikan kegiatan-kegiatan di TPST Mulyoagung 

Bersatu melalui optimalisasi partisipasi dari masyarakat. Sesuai 

dengan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum, yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Maka 

partsipasi masyarakat dioptimalkan dalam pengelolaan sampah, 

misalnya melalui pembentukan organisasi pengelola sampah KSM 

yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Anggota KSM 

berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar 

mampu menyerap masyarakat lebih banyak untuk berkontribusi 
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dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Pada 

rapat ini, para anggota KSM membahas tentang agenda persiapan 

sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian pelaksanaan sosialisasi 

kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Pelaksana KSM yang 

merupakan masing-masing Ketua RT/RW di Desa Mulyoagung. 

2. Sosialiasi kepada Masyarakat 

Sosialiasi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

dilakukan oleh para Ketua RT/RW yang tergabung dalam anggota 

KSM sebagai Tim Pelaksana. Sosialisasi ini dilakukan kepada 

masyarakat sesuai dengan wilayah pemerintahannya masing-masing. 

Adapun hasil rapat bersama KSM yaitu: 

“Jadi rapat KSM waktu itu, kita mempersiapkan apa yang 

harus disosialisasikan pada masyarakat tentang pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian 

hasil rapat bersama anggota KSM adalah iuran warga 

masing-masing Rp.5000/bulan dan juga tentang masyarakat 

yang ingin mengabdikan dirinya untuk lingkungan sebagai 

pegawai di TPST. Nanti sosialisanya dilakukan oleh tim 

pelaksana KSM mensosialisasikan kepada masyarakat” 

(Hasil wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua KSM 

TPST Mulyoagung Bersatu). 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak F. Supadi diatas, 

maka Tim Pelaksana KSM melakukan sosialisasi untuk mengajak 

masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan 

Desa Mulyoagung. Keterlibatan masyarakat diharapkan 

kesediaannya untuk membayar iuran warga setiap bulan dan 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja di 

TPST Mulyoagung Bersatu. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat 
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bersama anggota KSM dalam agenda meningkatkan partisipasi 

masyarakat untuk mengelola sampah. Para anggota KSM memilih 

strategi menyerap tenaga kerja di TPST dari masyarakat dan iuran 

warga agar kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu dapat berjalan optimal dengan menyertakan 

partisipasi dari masyarakat. 

3. Rekrutmen Pegawai 

Setelah melalui tahap sosialisasi kepada Masyarakat, masyarakat 

memberikan respon positif terkait program pengelolaan sampah 

berdasarkan hasil diskusi KSM. Banyak dari masyarakat yang 

bersedia membayar iuran bagi pengguna jasa pelayanan pengelolaan 

sampah di TPST. Masyarakat  juga bersedia untuk menjadi pegawai. 

Untuk megoptimalkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat, KSM merekrut sejumlah masyarakat yang mendaftarkan 

diri sebagai pegawai di TPST. Tidak ada ketentuan khusus dalam 

rekrutmen pegawai di TPST, masyarakat hanya perlu membawa 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

Ketentuan tersebut digunakan sebagai pendataan daftar pegawai di 

TPST Mulyoagung Bersatu. 

4. Sosialisasi Cara Pengelolaan Sampah 

Setelah memperoleh tenaga kerja yang sebagian besar diserap 

dari masyarakat lokal, KSM mensosialisasikan tahap-tahap 

pengolahan sampah kepada para pegawai. KSM mengadaptasi tahap-
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tahap pengelolaan sampah 3R berdasarkan dari hasil sosialisasi yang 

telah dijelaskan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

sebelumnya. Adapun proses kerja pengelolaan sampah 3R yaitu 

meliputi: 

a. Pengangkutan sampah dari rumah warga secara door-to-door 

b. Pembongkaran sampah 

c. Proses Pemilahan sampah 

Pada tahap pemilihan sampah ini menghasilkan 6 macam 

jenis sampah yang diantaranya adalah: 

1. Kaca atau Beling 

2. 12 macam lapak keras 

3. 3 macam lapak kertas 

4. 2 macam lapak plastik 

5. Limbah nasi 

6. Memilah kompos dan residu 

d. Pencacahan atau perajangan masing-masing lapak untuk 

diklasifikasikan lagi. Hasil klasifikasi lapak melalui proses 

pencacahan atau perajangan menyesuikan sifat dari lapak 

tersebut.   

e. Packing lapak untuk mempersiapkan penjualan ke penadah 

f. Proses Pemilahan Kompos dan Residu 

g. Pengangkutan Residu Ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

h. Proses Komposting (Pembuatan Kompos) 
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i. Penjualan kompos dan 6 jenis lapak yang telah di packing ke 

rekanan. 

5. Evaluasi Pegawai 

Hasil kinerja yang dilakukan para pegawai dalam mengelola 

sampah dievaluasi setiap 1 bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan oleh 

KSM TPST Mulyoagung Bersatu bersama dengan seluruh pegawai 

pengelola sampah di TPST dalam Rapat Evaluasi. Rapat Evaluasi 

sekaligus untuk menjalin koordinasi antara KSM dengan pegawai. 

Dimana pada tahap evaluasi pegawai dimaksudkan untuk 

meningkatkan etos kerja, menampung keluhan-keluhan kesulitan 

kerja dari para pegawai dan mencari solusi yang tepat bersama-sama. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pengelola KSM: 

  “tiap bulan mau gajian tiap akhir bulan itu kita evaluasi 

kinerja untuk meningkatkan etos kerja. Terus untuk 

membahas alat-alat apa yang sekiranya perlu ditambah atau 

diperbaiki yang nantinya kita buat proposal kepada Pemda 

agar kebutuhan disini terpenuhi agar pengelolaan sampah di 

TPST bisa berjalan maksimal” (Hasil wawancara dengan 

bapak F.Supadi, Ketua KSM Pengelola TPST Mulyoagung 

Bersatu) 

6.  Menginformasikan Laporan Hasil Kegiatan di TPST Mulyoagung 

Bersatu 

Setelah melaksanakan alur kegiatan proses pengelolaan sampah di 

TPST, KSM membuat sebuah laporan yang diinformasikan kepada 

Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang. Laporan tersebut berisikan seluruh rangkaian kegiatan 
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pengelolaan sampah mulai dari jumlah timbulan sampah perhari, 

proses pengelolaan sampah di TPST, pemanfaatan sampah yang 

telah dikelola menjadi suatu sumber daya, biaya pemasukan dan 

pengeluaran yang dituangkan dalam Jurnal Keuangan Harian, 

rekapitulasi absensi pegawai, serta rekapitulasi lembur pegawai. 

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan suatu langkah untuk menetapkan, 

menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang telah 

ditetapkan ketika perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

pengorganisasian ialah penyusunan struktur organisasi serta penetapan 

tugas dan wewenang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan 

lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur 

organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan 

menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang 

berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu struktur 

organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran 

perintah dan penyampaian laporan. Pengorganisasian sangat penting dalam 

memanajemen sebuah organisasi karena pengorganisasian berperan 

sebagai mekanisme utama dalam mengaktifkan rencana-rencana yang 

telah ditentukan agar mampu mencapai tujuan yang optimal. 

Begitu pula di TPST Mulyoagung Bersatu, pengorganisasian juga 

dibentuk untuk mempermudah dalam manajemen organisasi. Sebelum 
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berdirinya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu, 

warga desa Mulyoagung membentuk suatu Panitia Pembangunan TPST 

Mulyoagung Bersatu yang beranggotakan beberapa perwakilan warga desa 

Mulyoagung. Kemudian setelah TPST Mulyoagung Bersatu dalam proses 

tahap pembangunan, Panitia Pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu 

yang dibentuk ketika perencanaan pembangunan TPST diubah menjadi 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dipersiapkan untuk 

mengelola TPST Mulyoagung Bersatu. KSM merupakan 

warga/masyarakat desa Mulyoagung yang dipilih, dan diusulkan menjadi 

pengurus KSM oleh Kepala Desa yang selanjutnya disosialisasikan kepada 

masyarakat untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah dan persetujuan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sesuai dengan yang 

dituangkan dalam Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk Menuju Desa 

Mulyoagung yang Bersih, Sehat dan Bermutu Pasal 14, yaitu: 

“(1) KSM dipilih dan diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan saran 

dari warga dan dimusyawarahkan dengan BPD. (2) KSM adalah 

anggota masyarakat yang berasal dari pemuka agama, tokoh 

masyarakat, pemuda dan kalangan profesi yang mempunyai 

kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap program menuju 

Desa Mulyoagung yang bersih, sehat dan bermutu” 

 

Peraturan tersebut merupakan acuan legalitas dalam pembentukan 

Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai organisasi pengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu. Pemilihan Ketua Pengelola KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu ditunjuk oleh Kepala Desa Mulyoagung melalui 

Rapat Desa dan memangku jabatan selama 3 tahun dan bisa diangkat 
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kembali dalam 1 periode berikutnya. Sedangkan perangkat pengurus 

lainnya seperti bendahara, sekretaris, dan lain-lain ditunjuk oleh Ketua 

KSM TPST Mulyoagung Bersatu.  

Berdasarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Tempat 

Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat (2012, 24):  

“Secara umum tugas KSM adalah memonitor, supervisi, dan 

mengelola kegiatan pembangunan, serta mengelola Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R, sehingga dalam 

membentuk atau menyusun organisasinya disesuaikan dengan 

kepentingan kegiatan-kegiatan tersebut.“ 

 

Mengacu pada substansi tentang pembentukan organisasi dalam buku 

pedoman yang telah disebutkan diatas, maka dalam mengelola TPST, 

anggota KSM membentuk sebuah struktur organisasi beserta tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai. Hal ini ditujukan agar 

anggota KSM bekerja sesuai tugasnya masing-masing sehingga terhindar 

dari terjadinya tumpang tindih pekerjaan antar anggota KSM agar 

mempermudah manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. Adapun daftar 

nama anggota organisasi KSM beserta jabatannya, yaitu: 

1. BPD : H. D. Sutrisna  

2. Pembina Penasehat : H. Sumardi 

3. Ketua KSM : F. Supadi 

4. Sekretaris : Ratna Eka 

5. Bendahara : Farida Nur 

6. Operasional  : Kusnoto 

7. IT : Nugraha W  
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8. Tim Pelaksana Kegiatan : Terdiri dari seluruh Ketua RT dan 

Ketua RW se-desa Mulyoagung. Selain itu juga terdapat beberapa 

tokoh masyarakat yang menjadi tim pelaksana kegiatan. 

 

Gambar 9. Struktur Organisasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu 

Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti 

 

c. Pengadaan Tenaga Kerja (Staffing) 

Pengadaan tenaga kerja merupakan istilah manajemen yang berarti 

perekrutan pegawai. Pengadaan tenaga kerja atau biasa disebut staffing 

merupakan kegiatan untuk memperoleh pegawai yang akan mengisi 

formasi kosong di organisasi. Pentingnya staffing dalam manajemen 

organisasi yaitu untuk menyusun para pegawai di setiap formasi yang 

kosong dan memetakan pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas 
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dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Melalui staffing, tenaga kerja 

yang dibutuhkan pada suatu organisasi dapat terpenuhi sehingga setiap 

tugas dapat terselesaikan. Dengan begitu, akan memudahkan organisasi 

dalam mencapai tujuannya.  

Dalam rangka mengisi formasi untuk melaksanakan tugas-tugas 

pengelolaan sampah secara terpadu yaitu pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu, KSM merekrut sejumlah pegawai untuk 

dipekerjakan. Awal mula pengadaan tenaga kerja dilakukan melalui cara 

mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar Desa Mulyoagung tentang 

keberadaan TPST Mulyoagung Bersatu beserta bentuk rangkaian kegiatan 

disana. Salah satu agenda dari sosialisasi tersebut yaitu mengajak 

masyarakat untuk menyertakan keterlibatan masyarakat dalam mengelola 

sampah. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap 

lingkungan. Setelah mendapatkan sosialisasi dari Tim Pelaksana KSM, 

banyak dari warga Desa Mulyoagung yang mendaftarkan dirinya sebagai 

pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu 

Alasan yang melatarbelakangi kesediaan masyarakat untuk menjadi 

pegawai TPST yaitu karena keadaan ekonominya yang lemah. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak F. Supadi, yaitu: 

“...Mereka yang datang kesini rata-rata latar belakangnya dari 

warga yang tidak mampu.” (Hasil Wawancara dengan bapak F. 

Supadi, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu) 
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Mengacu pada hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai pegawai pengelola sampah di 

TPST Mulyoagung Terpadu karena keadaan ekonomi yang terhimpit. 

Namun, disisi lain banyak dari masyarakat yang mendaftarkan dirinya ke 

TPST karena memiliki alasan lain yaitu hatinya tergerak untuk peduli 

terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Yusuf, salah satu pegawai di TPST Mulyoagung 

Bersatu: 

“...Saya sudah satu setengah tahun mbak kerja disini. Dulunya saya 

kerja di pabrik pembuatan besi, terus keluar dan pindah kesini. 

Ya... selain untuk mencari pengalaman baru, saya juga ingin 

membantu KSM yang pro lingkungan.” (Hasil wawancara dengan 

Yusuf, Petugas Pencacah Limbah Nasi di TPST Mulyoagung 

Bersatu) 

 

Penuturan yang disampaikan oleh Yusuf memiliki maksud 

bahwasanya kesediannya sebagai pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu 

disebabkan oleh ingin membantu KSM yang pro lingkungan. Hal ini 

berarti Yusuf merupakan salah satu perwakilan masyarakat yang memiliki 

alasan untuk menjadi petugas teknis pengelola sampah karena didorong 

oleh kemauan hatinya untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.  

Adapun hal yang menjadi faktor pendukung dalam rangka 

pengadaan tenaga kerja di TPST Mulyoagung Bersatu dengan menyerap 

tenaga dari masyarakat sebagai petugas pengelola sampah yaitu tidak ada 

ketentuan khusus sebagai syarat menjadi pegawai. Mengingat tugas yang 

akan dilaksanakan tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus, contohnya 

bertugas memilah sampah organik dan non organik. Sehingga dalam 
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perekrutannya tidak membutuhkan tenaga ahli. KSM hanya memberikan 

persyaratan berupa calon tenaga kerja harus membawa fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) untuk pendataan daftar 

pegawai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Farida, Bendahara 

KSM TPST Mulyoagung Bersatu. 

“...Yang mau kerja disini itu waktu ndaftar harus mbawa fotokopi 

KTP dan KK untuk di jadikan data pegawai. Tapi perekrutannya 

tergantung kita lagi membutuhkan tenaga tambahan atau nggak. 

Kalo nggak ya nggak kita rekrut. Biar nggak ngabisin anggaran.” 

(Hasil Wawancara dengan Farida, Bendahara KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, memperjelas bahwa dalam 

pengadaan tenaga kerja di TPST Mulyoagung Bersatu tidak ada 

persyaratan khusus seperti jenjang pendidikan terakhir atau pengalaman 

kerja bagi calon pegawai yang akan direkrut oleh KSM. Persyaratan lain 

yang perlu dipertimbangkan oleh KSM ketika pengadaan tenaga kerja 

yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan, apakah membutuhkan 

tenaga teknis tambahan atau tidak. Kemudian pendapat tentang 

persyaratan dalam merekrut pegawai ditambahkan oleh Bapak F. Supadi. 

“...Jadi kunci utamanya ya ada niatan. Niat mengabdi kepada 

lingkungan. Kalo yang maunya coba-coba karena kerjaan sepi, 

belum rame terus kesini. Kaya apa itu istilahnya?..tambel butuh. Itu 

ndak boleh. Yang penting ada niatan. Karena pengelolaan sampah 

nggak semua orang mau. Waktu dia ndaftar jadi pegawai itu kita 

tanya, mau ngga kerjanya berhubungan dengan sampah.” (Hasil 

Wawancara dengan bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu) 

 

Potongan hasil wawancara tersebut mendeskripsikan tentang 

kesepakatan yang harus diterima calon pegawai jika ingin bekerja di TPST 
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Mulyoagung Bersatu. Ketika rekrutmen pegawai, calon pegawai akan 

diterima bekerja di TPST Mulyoagung Bersatu jika ia mendaftarkan diri 

untuk bekerja karena didasarkan niat. Karena jika berawal dari niat dan 

tekad yang mantap untuk mengabdikan dirinya kepada lingkungan, maka 

ia tidak akan merasa keberatan jika harus memiliki kontak langsung 

dengan sampah. Berdasarkan pola pengadaan tenaga kerja yang diterapkan 

oleh KSM, saat ini jumlah pegawai di TPST Mulyoagung Bersatu 

berjumlah 72 orang yang mayoritas merupakan masyarakat Desa 

Mulyoagung. 

 

d. Pemberian Bimbingan atau Pengarahan (Directing) 

Directing dilakukan bukan saja agar pegawai melaksanakan atau 

tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi 

mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju 

kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pengarahan 

merupakan proses implementasi program agar dapat dilaksanakan oleh 

seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak 

tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran 

dan produktifitas yang tinggi. Dalam manajemen suatu organisasi, 

pengarahan dari seorang pemimpin sangatlah berperan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin organisasi memberi arahan 

kepada semua pihak agar semua program-program dapat dijalankan 

dengan baik dan benar sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. 
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Untuk mengoptimalkan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, 

juga ditempuh melalui cara memberikan arahan atau bimbingan. Directing 

ditujukan agar setiap anggota KSM serta para pegawai memiliki 

pemahaman yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan 

metode 3R. Directing ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang kepada KSM pada awal mula diterapkannya Program Pengelolaan 

Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung. Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang memberikan bimbingan kepada Kepala Desa dan 

perwakilan masyarakat Desa Mulyoagung dengan cara memperkenalkan 

metode baru dalam mengelola sampah yaitu melalui Program Pengelolaan 

Sampah 3R Berbasis Masyarakat beserta sarana apa saja yang dibutuhkan 

untuk menerapkan program tersebut. Hal ini dibuktikan dalam hasil 

wawancara dengan Bapak Rasul, salah satu Staf Kebersihan: 

 “....Sebelum ada TPST, kita diskusi dengan Kepala Desa 

Mulyoagung dan perwakilan masyarakat di Balai Desa untuk 

mensosialisasikan tentang pembangunan TPST dan pembentukan 

KSM sebagai pengelola TPST. Kita juga memberi arahan tentang 

tahap-tahap proses pengelolaan sampah yang mengacu pada 

program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. Terus 

setelah itu, kita bareng-bareng studi banding ke TPST di Kepanjen 

untuk mempelajari proses kerjanya secara nyata.” (Hasil 

wawancara dengan Bapak M. Rasul Kadarusman, Staf Kebersihan) 

 

Mengacu pada hasil wawancara diatas, Directing sangat berperan 

dalam mengoptimalkan manajemen di TPST Mulyoagung. Melalui arahan 

dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tentang Program Pengelolaan 

Sampah 3R Berbasis Masyarakat merupakan bekal bagi KSM untuk 

menerapkan cara mengelola sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. 
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Arahan tersebut juga berguna bagi KSM untuk disosialisasikan lagi 

kepada para pegawai agar para pegawai memahami tahap-tahap 

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis. 

KSM yang berperan sebagai organisasi pengelola TPST Mulyoagung 

Bersatu juga berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada 

pegawai. Pengarahan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat para 

pegawai, kekompakkan dan kekeluargaan antar pegawai agar dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mengelola sampah penuh 

dengan produktivitas yang tinggi. Hal ini sebagaimana yang dituturkan 

oleh Bapak F. Supadi dibawah ini. 

“....Ya kita (KSM) memotivasi mereka (pegawai). Untuk 

meningkatkan etos kerja dan untuk menimbulkan rasa memiliki, 

rasa tanggung jawab yang tinggi itu kita suruh anggap ini adalah 

tanggung jawab kita bersama. Yang intinya anggaplah ini 

rumahmu, anggaplah ini sawahmu, anggaplah ini ladangmu. 

Otomatis kalo kamu menanami dengan baik otomatis nanti hasilnya 

juga akan baik.” (Hasil wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua 

KSM TPST Mulyoagung Bersatu) 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, Directing yang dilakukan antara KSM 

dengan para pegawai ditempuh melalui cara motivasi menanamkan rasa 

tanggung jawab kepada para pegawai. Melalui motivasi ini ditujukan agar 

para pegawai memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi dalam 

meningkatkan kualitas kerjanya ketika melaksanakan kegiatan pengelolaan 

sampah sesuai dengan tugas pokok yang telah ditentukan masing-masing.  
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Selain itu, KSM juga memberi pengarahan kepada pegawai ketika 

pegawai sering tidak masuk. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Farida 

selaku Bendahara KSM dibawah ini.. 

“...kemudian jika pegawai yang sering tidak masuk misalnya lebih 

dari 5 kali, itu kita panggil, kita tanya kenapa kok ndak masuk ada 

masalah apa? Masalah keluarga? dsb.” (Hasil wawancara dengan 

Farida, Bendahara KSM TPST Mulyoagung Bersatu) 

  

Hasil wawancara diatas menterjemahkan bentuk directing KSM kepada 

Pegawai TPST berupa memantau kehadiran pegawai. Bentuk pengarahan 

seperti yang telah digambarkan diatas  selaras dengan amanat yang 

dituangkan dalam Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk Menuju Desa 

Mulyoagung yang Bersih, Sehat dan Bermutu, bahwa “Pegawai TPST 

berada dibawah pengawasan dan kendali KSM”. Maka ketika pegawai 

tidak hadir lebih dari 5 kali, Ketua KSM memanggilnya untuk mengetahui 

alasan ketidakhadiran pegawai sekaligus memberikan bimbingan. Jika 

setelah diberikan bimbingan tetap tidak masuk, maka akan diberi surat 

peringatan, jika masih sering tidak masuk akan diberhentikan dari 

tugasnya. 

 

e. Pengkoordinasian (Coordination) 

Pengkoordinasian yang dikaji dalam penulisan ini akan dibagi 

kedalam beberapa tahap. Diantaranya yaitu, (1) koordinasi pada tahap 

persiapan implementasi program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis 

Masyarakat di Desa Mulyoagung, (2) koordinasi pada tahap proses 
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pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung yang 

saat ini menjadi TPST Mulyoagung Bersatu dan (3) koordinasi pada tahap 

paska pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu (dalam rangka 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu). Dimana pada setiap tahap yang 

telah disebutkan diatas, terdapat banyak aktor yang terlibat untuk saling 

berkoordinasi satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing 

bentuk koordinasi yang melibatkan berbagai banyak aktor dibawah ini. 

1) Koordinasi pada tahap persiapan implementasi program Pengelolaan 

Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung 

Persiapan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa 

Mulyoagung dalam rangka implementasi program Pengelolaan Sampah 

3R Berbasis Masyarakat melibatkan banyak aktor yang turut berperan. 

Beberapa aktor tersebut saling berkoordinasi satu sama lain pada setiap 

kegiatan yang telah diagendakan. Karena pada tahap ini KSM belum 

terbentuk, maka aktor yang berperan sebagai koordinator ialah Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang, khususnya pada Bidang Kebersihan dan 

Pertamanan.  Pada awal mula persiapan implementasi program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat, Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang berkoordinasi dengan beberapa aktor, yaitu Kepala Camat 

Dau, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Dau, Pemerintah Desa 

Mulyoagung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mulyoagung, Para 

tokoh agama, beberapa Ketua RT/RW dari kelima dusun di Desa 

Mulyoagung. 
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Adapun bentuk koordinasi diantara para aktor tersebut terbagi 

dalam 4 Agenda. Dimana jarak pada setiap agenda tersebut dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu, hal ini disebabkan oleh terdapat bahan 

diskusi yang harus dipersiapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang. Agenda yang pertama yaitu, mengkaji tentang penyamaan 

persepsi tentang sampah, bagaimana dampak yang ditimbulkan jika 

sampah tidak dikelola secara berkelanjutan, dan pengenalan program 

Pengelolaan sampah 3R Berbasis Masyarakat. Dimana Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang merekomendasikan untuk menerapkan program 

tersebut dalam rangka menanggulangi masalah pencemaran lingkungan 

pada kawasan DAS Brantas akibat lokasi TPS yang berada di tepi 

sungai.  

Selanjutnya, pada agenda yang kedua. Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang bersama para aktor yang telah disebutkan sebelumnya 

berdiskusi tentang adanya kesepakatan dalam menindaklanjuti 

pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa tokoh 

masyarakat yang terlibat dalam tahap ini menyetujui adanya 

penyelenggaran pengelolaan sampah melalui implementasi program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung. 

Maka para aktor tersebut, menyepakati untuk membentuk suatu 

lembaga atau badan pengelola sampah yang berbasis masyarakat. 

Lembaga tersebut dipersiapkan sebagai organisasi pengelola TPS 3R 

Berbasis Masyarakat yang akan berdiri di Desa Mulyoagung. 
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Memasuki agenda ketiga, yaitu para aktor yang berperan 

berdiskusi untuk pembentukan KSM (Organisasi Pengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu). Maka fokus pada agenda ini ialah membahas 

tentang struktur organisasi KSM. Dimana terdapat pemilihan pengurus 

KSM, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara.  Proses dan ketentuan terkait 

pemilihan pengurus KSM ini sebagaimana yang telah dibahas pada 

kajian sebelumnya, yaitu pada bagian Pengorganisasian (Organizing). 

Sementara pada agenda keempat, Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang tidak berkoordinasi dengan seluruh aktor yang berperan seperti 

pada agenda-agenda sebelumnya. Pada agenda ini, Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa 

Mulyoagung dan BPD. Adapun hal yang di diskusikan ialah untuk 

menyepakati dimana lahan yang tersedia untuk berdirinya TPS 3R 

Berbasis Masyararakat di Desa Mulyoagung. Hal ini sebagai persiapan 

dalam rangka memasuki tahap pembangunan TPST Mulyoagung 

Bersatu. Untuk menetapkan lahan tersebut, sebelumnya Pemerintah 

Desa Mulyoagung dan BPD telah berdiskusi dengan perwakilan 

masyarakat agar mencapai kesepakatan. 

Selanjutnya, setelah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berasal dari Desa 

Mulyoagung dan telah mememenuhi persyaratan implementasi program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pekerjaan Umum pada 
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tingkat Provinsi di Surabaya. Adapun bentuk koordinasi diantara kedua 

aktor tersebut, ialah rapat persetujuan pembangunan. Dalam rapat 

tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membahas tentang 

persiapan yang telah dilakukan berdasarkan hasil koordinasinya dengan 

banyak aktor ketika di Desa Mulyoagung. Hasil dari persiapan tersebut, 

telah memenuhi persyaratan pembangunan TPS 3R Berbasis 

Masyarakat sebagaimana yang telah tentukan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dalam Buku Pedoman TPS 3R Berbasis Masyarakat.  

Demikian adalah bentuk koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang dengan berbagai aktor yang telah disebutkan sebelumnya 

pada tahap persiapan implementasi program Pengelolaan Sampah 3R 

Berbasis Masyarakat. Selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk 

koordinasi pada tahap kedua, yaitu: 

2) Koordinasi pada tahap proses pembangunan TPS 3R Berbasis 

Masyarakat di Desa Mulyoagung  

Pada tahap ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berkoordinasi 

dengan beberapa instansi pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun 

tingkat regional. Koordinasi ini bertujuan untuk merealisasikan 

pembangunan TPS 3R berbasis masyarakat di Desa Mulyoagung 

melalui adanya bantuan dana ataupun secara fisik dari instansi-instansi 

tersebut. Selain itu, instansi juga memberikan bantuan dalam bentuk 

sarana prasarana dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan 
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pengelolaan sampah  dengan metode 3R. Berikut merupakan beberapa 

aktor yang berperan pada tahap ini, yaitu: 

a. Pemerintah Pusat pada tahun 2010 melalui anggaran dana dari 

APBN yaitu bangunan hanggar baja (12m×48m), bangunan 

kantor (4m×8m), bangunan gudang (3m×6m), bangunan pos 

keamanan (2m×2m), tosa 2 unit, mesin penggiling 1 unit, mesin 

ayakan 1 unit, jalan (4m×300m). 

b. Hibah dari pemerintah Australia pada tahun 2011 berupa 

hanggar baja ukuran 12m×12m dengan anggaran Rp 

100.000.000. 

c. Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2010 melalui dana 

APBD berupa bangunan pagar tembok (3m×100m) sebelah 

barat dengan anggaran Rp 100.000.000. Selain itu Pemkab 

Malang juga berkontribusi dalam memberikan bantuan berupa 

mobil Colt pick-up T120 dan tosa 2 unit. 

d. Dinas Peternakan Kabupaten Malang pada tahun 2012, yaitu  

berupa 11 ekor kambing. Bentuk koordinasi ini dipersiapkan 

sebagai inovasi bagi KSM dalam mengelola TPST, disamping 

itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan dalam sumber 

dana pemasukan. 

e. Dinas Perikanan Kabupaten Malang pada tahun 2012, yaitu 

berupa pompa air 1 unit dan 1 rol jaring paranet. 
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f. PNPM mandiri pedesaan berupa bangunan pagar tembok ukuran 

3m×100m sebelah barat dengan anggaran Rp 100.000.000 pada 

tahun 2009 dan pada tahun 2012 berupa bangunan jembatan 

yang menghubungkan TPST dengan Dusun Jetaklor dengan 

anggaran Rp 100.000.000. (Sumber: Data Sumber Dana 

Berdirinya Beserta Sarana dan Prasarana TPST-3R 

Mulyoagung Bersatu) 

Demikian merupakan gambaran bentuk koordinasi antara Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang dengan beberapa aktor yang telah disebutkan 

diatas. Koordinasi ini bertujuan untuk merealisasikan pembangunan 

TPS 3R berbasis masyarakat di desa Mulyoagung. Mengingat KSM 

merupakan swadaya masyarakat, maka dalam proses pembangunannya 

membutuhkan banyak pihak untuk membantu. Oleh sebab itu, Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang yang berperan dalam mempersiapkan 

proses pembangunan ini, merangkul banyak instansi untuk memberikan 

dana ataupun bantuan secara fisik.  

Selain berkoordinasi dengan para aktor yang merupakan instansi 

pemerintahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga berkoordinasi 

dengan KSM. Dimana pada tahap persiapan implementasi program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat, KSM telah terbentuk. 

Namun pada tahap ini, secara sementara KSM diubah sebagai Panitia 

Pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu. Kemudian setelah TPST 

Mulyoagung Bersatu dalam tahap pembangunan, Panitia Pembangunan 



155 
 

TPST Mulyoagung Bersatu ini kembali menjadi Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) yang dipersiapkan untuk mengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu. Koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang dengan KSM ini dalam bentuk adanya delegasi kewenangan 

kepada KSM untuk memantau perkembangan proses pembangunan 

TPST Mulyoagung bersatu setiap harinya. Mengingat kehadiran Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang dalam memantau proses pembangunan ini 

tidak dapat dilakukan setiap hari. Maka Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang mengatasi keadaan tersebut dengan adanya pemberian 

kewenangan kepada KSM. 

3) Koordinasi pada tahap paska pembangunan TPST Mulyoagung 

Bersatu (dalam rangka manajemen TPST Mulyoagung Bersatu) 

Paska pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu, Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang mulai memberikan kewenangan kepada KSM 

untuk mengelola TPST Mulyoagung Bersatu. Maka setelah berdirinya 

TPST Mulyoagung Bersatu, KSM mulai mengelola seluruh kegiatan di 

TPST Mulyoagung Bersatu, mulai dari bidang kepegawaian hingga 

mengoperasikan kegiatan teknis pengelolaan sampah dengan metode 

3R.  

Dalam rangka mengoptimalkan manajamen di TPST 

Mulyoagung Bersatu, KSM berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta dengan 
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para pegawai. Adapun bentuk koordinasi antara KSM dengan Dinas 

Kesehatan didelegasikan melalui UPTD terdekat yaitu Puskesmas Dau, 

yaitu berupa memfasilitasi kesehatan seluruh pegawai TPST mulai 

tahun 2011. Pihak dari Puskesmas Dau secara rutin setiap satu bulan 

sekali mengunjungi TPST Mulyoagung Bersatu untuk memeriksa 

kondisi kesehatan fisik para pegawai tanpa dipungut biaya. (Bentuk 

koordinasi antara Puskesmas Dau dengan KSM akan dikaji secara 

mendalam pada pembahasan selanjutnya yaitu bagian Peningkatan 

Kesehatan Masyarakat).  

Sedangkan bentuk koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang dengan KSM yaitu berupa: 

1. Sebagai konsultan dalam memberikan bantuan fisik 

2. Memfasilitasi kebutuhan di TPST diluar bantuan fisik dari Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang 

3. Hal secara prosedural dan pendampingan 

Koordinasi antara KSM dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

yang pertama, yaitu berupa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai 

konsultan ketika kegiatan pengelolaan sampah di TPST mengalami 

kesulitan karena terhambat masalah dana untuk memenuhi kebutuhan 

infrastruktur dan kekurangan alat penunjang. Maka untuk mengatasi 

kendala tersebut, KSM berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang yaitu dengan menyusun sebuah proposal untuk mengajukan 
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bantuan pengadaan infrastruktur atau alat penunjang yang diajukan ke 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.  

Setelah menerima proposal tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang memberikan bantuan fisik dalam pengadaan infrastruktur dan 

alat penunjang yang dibutuhkan di TPST sesuai kemampuan anggaran 

dinas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak F. Supadi: 

“...Jadi kalo pemerintah daerah nyuport yang sifatnya kami tidak 

bisa memenuhi, karena pengelolaan sampah berbasis masyarakat, 

kami mandiri. Pemerintah daerah membantu dalam bentuk fisik 

seperti alat-alat penunjang yaitu tossa, alat penyaringan kompos 

dll”. (Hasil wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu) 

 

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, KSM berkoordinasi 

dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memenuhi kebutuhan 

di TPST Mulyoagung Bersatu. Mengingat keterbatasan anggaran yang 

dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu sehingga tidak mampu 

menjangkau seluruh kebutuhan dalam melakukan proses kegiatan 

pengelolaan sampah. Berikut ini adalah bantuan fisik yang diberikan 

oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada KSM TPST 

Mulyoagung: 

1. Anggaran tahun 2011 berupa bantuan Dam truck elf 1 buah, 1 

unit  mesin jahit karung, 1 mesin unit pompa air. 

2. Peningkatan Infrastruktur jalan tembus TPST ke Dukuh Jetak 

Lor dengan paving 
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3. Ruang pertemuan (pelatihan) ukuran 8×12m tahun 2013 

4. 1 unit Tossa Armada roda tiga tahun anggaran 2014  

(Sumber: Data Sumber Dana Berdirinya Beserta Sarana dan 

Prasarana TPST-3R Mulyoagung Bersatu) 

 

 Demikian gambaran koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang dengan KSM TPST Mulyoagung Bersatu yang berupa sebagai 

konsultan dalam bantuan fisik. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya 

koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada 

KSM TPST Mulyoagung Bersatu turut berkontribusi terhadap berjalannya 

proses kerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan di TPST Mulyoagung 

Bersatu. Tanpa adanya koordinasi berupa bantuan fisik tersebut TPST 

Mulyoagung Bersatu tidak dapat melaksanakan aktivitas pengelolaan 

sampah secara optimal karena terhambat oleh kurangnya alat penunjang 

yang dibutuhkan untuk mengelola sampah. 

Bentuk koordinasi yang kedua antara Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang yaitu memfasilitasi kebutuhan di TPST diluar bantuan fisik dari 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Maksud dari koordinasi ini, yaitu 

ketika TPST membutuhkan infrastruktur atau alat penunjang yang tidak 

dapat disanggupi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang berupaya memfasilitasi dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan di TPST Mulyoagung Bersatu. Upaya tersebut 

dalam perihal pengajuan surat pengantar beserta proposal yang telah 

disusun oleh KSM ke Kementerian/Dinas/Pemerintah Daerah terkait agar 
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mencairkan dana untuk pengadaan infrastruktur atau alat penunjang yang 

dibutuhkan oleh TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak M. Rasul, Staf Kebersihan. 

“....Memfasilitasinya kita mbuatin surat tembusan ke 

Kementerian/Dinas/Pemerintah Daerah terkait supaya dana untuk 

kebutuhan alat atau infrastruktur di TPST dicairkan”. (Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak M. Rasul, staf kebersihan) 

 

Mengadaptasi dari apa yang telah dikemukakan oleh salah satu staf 

kebersihan diatas, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berperan sebagai 

fasilitator. Hal ini tercermin dalam bentuk koordinasi kedua yang telah 

digambarkan sebelumnya. Ketika Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak 

dapat menyanggupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan KSM dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional di TPST Mulyoagung, Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang memfasilitasi KSM sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Koordinasi antara KSM dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  

yang ketiga yaitu dalam hal secara prosedural dan pendampingan. Bentuk 

koordinasi seperti ini dalam arti ketika terdapat suatu kunjungan dari 

daerah atau mancanegara untuk mempelajari proses kerja pengelolaan 

sampah di TPST Mulyoagung bersatu, sebelum pelaksanaan kunjungan 

harus memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu  kepada Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh 

Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu: 
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“....Kalau ada kunjungan tamu yang ingin ke TPST itu lewat Dinas 

kemudian baru diarahkan kesini khususnya untuk pengelolaan 

sampah versi 3R. Dari dinas memberi kabar akan ada kunjungan”. 

(Hasil wawancara dengan Bapak F. Supadi) 

  

Pendapat dari bapak Supadi tentang koordinasi antara KSM dengan 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditambahkan oleh Bapak Rasul, salah 

satu Staf Kebersihan yang lebih mempertegas gambaran bentuk koordinasi 

antara KSM dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal secara 

prosedural dan pendampingan. 

“....Selain harus ada surat pemberitahuan kunjungan ke TPST yang 

diserahkan ke Dinas, kita juga jadi pendamping pada saat 

kunjungan yaitu sebagai narasumber. Misalnya tentang pengelolaan 

sampah secara global di Kabupaten Malang, dll.” (Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak M. Rasul, Staf kebersihan) 

 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak F. Supadi dan Bapak 

M.Rasul , secara jelas menggambarkan koordinasi antara Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang dengan KSM TPST Mulyoagung Bersatu, yaitu 

bentuk koordinasi yang ketiga dalam hal secara prosedural dan 

pendampingan.  

Demikian bentuk koordinasi antara KSM dengan Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang. Maka selanjutnya akan dikaji mengenai koordinasi antara 

KSM dengan para pegawai di TPST. Koordinasi antara KSM dengan para 

pegawai diselenggarakan secara rutin setiap akhir bulan dan secara 

conditional. Koordinasi yang dilakukan secara conditional yaitu 

menyesuaikan tingkat kemampuan pegawai di TPST. Sementara 
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koordinasi yang dilakukan secara rutin setiap akhir bulan diagendakan 

bersamaan dengan saat rapat evaluasi kinerja pegawai. Ketika rapat 

evaluasi juga mengkaji tentang sejauh mana pemahaman para pegawai 

(khususnya pegawai baru) dalam melakukan tahap-tahap proses 

pengelolaan sampah. Koordinasi ini dimaksudkan untuk  membantu 

pegawai yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Maka 

melalui koordinasi antara KSM dengan pegawai ini dapat berperan untuk 

meningkatkan kualitas kerja para pegawai. Hal ini diperjelas dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Bapak F. Supadi: 

“...Koordinasinya ya kita mengadakan rapat koordinasi yaitu pada 

saat evaluasi kerja pegawai. Jadi waktu rapat evaluasi itu banyak 

yang dibahas termasuk berkoordinasi dengan para pegawai dalam 

menjelaskan tahap-tahap mengelola sampah kepada pegawai baru 

yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Nah diluar 

rapat itu kita juga berkoordinasi, itu kapan saja bila pegawai 

merasa kesulitan dalam bekerja. Kita tanya apa yang susah 

kemudian ya kita beri arahan secara konsepnya dan pada saat terjun 

di lapangan dibantu sama yang sudah lama bekerja di bidang itu.” 

(Hasil Wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu)  

 

Mengadaptasi dari hasil wawancara diatas, koordinasi antara KSM 

dengan para pegawai ditujukan agar tercipta suatu sinkronisasi 

pemahaman dalam pengelolaan sampah.  Maka para pegawai mampu 

memahami dengan baik tahap-tahap pengelolaan sampah yang mengacu 

pada program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat. Melalui 

pemahaman itulah pegawai mampu melaksanakan tugasnya dalam 

mengelola sampah yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis 

yang mengacu pada konsep Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat.  
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 Selain itu, bentuk koordinasi antara KSM dengan pegawai juga 

digambarkan dalam pemberian insentif berupa Tunjangan Bina Mutu bagi 

pegawai yang mampu bekerja di 3 Zona sekaligus. Maksud dari koordinasi 

ini akan dijelaskan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Bapak F. 

Supadi dibawah ini. 

“....Kita juga memberikan tunjangan bina mutu. Tunjangan bina 

mutu itu tidak semua pegawai dapat. Hanya untuk pegawai yang 

bisa melakukan 3 Zona, 3 pekerjaan. Pagi ngangkut sampah, bisa 

kerja di Zona 1, milah atau di Zona 2, sortir bahkan Zona 3, 

kompos”. (Hasil wawancara dengan Bapak F. Supadi, Ketua KSM 

TPST Mulyoagung Bersatu) 

 

Potongan hasil wawancara diatas menggambarkan bentuk koordinasi 

antara KSM dengan pegawai yaitu melalui pemberian insentif yang 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa giat para pegawai dan berlomba-

lomba untuk dapat melaksanakan tugas di 3 Zona sekaligus. Meskipun di 

setiap zona telah ditentukan pegawai untuk mengerjakan tugasnya masing-

masing. Namun dengan adanya pemberian insentif tersebut, para pegawai 

ingin berlomba-lomba mampu mengerjakan 3 zona sekaligus. Koordinasi 

seperti ini ditujukan agar kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung dapat selesai setiap harinya tanpa menyisakan sampah yang 

masi menumpuk untuk keesokan harinya.  
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f. Pelaporan (Reporting) 

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu di 

pertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang. Hasil seluruh rangkaian kegiatan 

pengelolaan sampah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan 

kegiatan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Pasal 55 ayat (1), bahwa “kegiatan pemantauan dan pengawasan meliputi: 

a. Pemantauan, b. Evaluasi dan c. Pelaporan.  

Laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah merupakan bentuk 

pemantauan dari Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang terhadap kinerja KSM TPST Mulyoagung Bersatu. Oleh 

sebab itu, laporan tersebut diserahkan kepada pemerintah desa 

Mulyoagung setiap 1 bulan sekali dan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang setiap 3 bulan sekali. Terdapat perbedaan substansi dari masing-

masing laporan yang diserahkan kepada Kepala Desa Mulyoagung Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang. Laporan yang diserahkan kepada Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang hanya berupa selembaran laporan hasil 

kegiatan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu secara global. 

Sementara laporan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa berupa 

laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah berikut yang disertakan dengan 
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pengeluaran dan pemasukan anggaran secara rinci. Adapun hal yang 

melatarbelakangi perbedaan substansi laporan yang diserahkan kepada 

Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak F. Supadi. 

“...karena KSM TPST Mulyoagung Bersatu terbentuk berdasarkan 

Surat Keputusan Desa bukan dari Surat Keputusan Bupati, 

meskipun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sangat berperan 

dalam hal pendanaan bantuan fisik.” (Hasil wawancara dengan 

Bapak F. Supadi, Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu) 

 

 Mengacu pada hasil wawancara diatas, maka faktor penyebab 

perbedaan substansi laporan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa 

Mulyoagung dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang karena secara 

struktural KSM berada dibawah tanggung jawab Kepala Desa 

(sebagaimana yang telah digambarkan dalam Gambar 5. Struktur 

Organisasi KSM). Walaupun disisi lain Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

memiliki peran yang vital untuk memback-up sarana dan prasana yang 

dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung. 

Substansi laporan kegiatan yang diserahkan kepada Dinas Cipta 

Karya hanya menggambarkan secara umum hasil rangkaian kegiatan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Adapun substansi dari 

laporan hasil kegiatan di TPST Mulyoagung Bersatu yang diinformasikan 

kepada Dinas Cipta Karya yaitu berupa:  

1. Daftar nama daerah yang sampahnya di kelola di TPST 

Mulyoagung Bersatu 
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2. Produk sampah perhari 

3. Pengelolaan kompos, lapak, residu perhari 

4. Jumlah penduduk terlayani dalam jumlah Kartu Keluarga (KK), 

jumlah rumah, jumlah jiwa 

5. Jumlah pemasukan dan pengeluaran perbulan 

6. Hambatan/kendala 

7. Alternatif solusi 

Berikut adalah contoh laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu yang diserahkan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang. 

 

Gambar 10. Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu yang diinformasikan kepada Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang 

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung Bersatu, 2013 
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Sedangkan Substansi laporan kegiatan yang diinformasikan kepada 

Kepala Desa Mulyoagung lebih rinci daripada laporan yang diserahkan 

kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun substansi dari laporan 

hasil kegiatan di TPST Mulyoagung Bersatu yang diserahkan kepada 

kepada Kepala Desa yaitu meliputi: 

1. Daftar nama daerah yang sampahnya di kelola di TPST.  

2. Jumlah timbulan sampah yang dikelola di perhari. 

3. Proses pengelolaan sampah di TPST. 

4. Pemanfaatan sampah yang telah dikelola menjadi suatu sumber 

daya. 

5. Laporan keuangaan secara global. 

6. Biaya pemasukan dan pengeluaran yang dituangkan dalam Jurnal 

Keuangan Harian. 

7. Rekapitulasi absensi pegawai.  

8. Rekapitulasi lembur pegawai. 

9. Beserta beberapa lampiran. 

a. Nota penjualan hasil lapak  

b. Nota penjualan kompos 

c. Nota pembelian kebutuhan di TPST 

d. Surat keterangan sakit dari dokter untuk menyatakan 

ketidakhadiran pegawai. 
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Berikut adalah contoh laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu yang diserahkan kepada Pemerintah Desa 

Mulyoagung. 

 

Gambar 11. Contoh Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Sampah di 

TPST Mulyoagung Bersatu yang diinformasikan kepada Pemerintah 

Desa Mulyoagung 

 Sumber: Hasil dokumentasi dari arsip TPST Mulyoagung Bersatu  
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g. Penganggaran (Budgeting) 

Penganggaran di TPST Mulyoagung Bersatu hampir sama dengan 

organisasi lain, yang pada umumnya mengkaji tentang sektor keuangan 

yang meliputi biaya pemasukan, biaya pengeluaran, dan alokasi biaya. 

Penganggaran di TPST Mulyoagung Bersatu dituangkan dalam bentuk 

laporan keuangan dalam periode 1 bulan yang selanjutnya laporan 

keuangan tersebut diinformasikan kepada Pemerintah Desa Mulyoagung 

setiap akhir bulan. Adapun bentuk penganggaran di TPST Mulyoagung 

Bersatu dalam periode 1 bulan meliputi: 

1. Sumber dana pendapatan yang diterima TPST Mulyoagung 

Bersatu.  

2. Total biaya pendapatan  

3. Alokasi biaya pengeluaran beserta dengan rincian biaya yang 

dibutuhkan. 

4. Total biaya pengeluaran hasil kegiatan pengelolaan sampah di 

TPST Mulyoagung Bersatu. 

5. Sisa saldo. 

Mengkaji poin pertama, yaitu sumber dana pendapatan yang diterima oleh 

TPST Mulyoagung Bersatu. Sumber dana pemasukan di TPST 

Mulyoagung Bersatu ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber dana 

untuk pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu serta penyediaan sarana 

atau prasarana yang dibutuhkan dan sumber dana yang diterima untuk 

memenuhi kebutuhan operasional serta gaji pegawai. 
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Sumber dana yang diterima untuk membangun TPST Mulyoagung 

Bersatu serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan berasal 

dari beberapa mata anggaran, diantaranya yaitu APBN, APBD Kabupaten 

Malang, PNPM Mandiri Pedesaan dan beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Malang. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 

pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu beserta pembangunan 

infrastruktur dan penyediaan alat-alat yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan sampah.  

Paska pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu, KSM sebagai 

organisasi pengelola TPST tentunya membutuhkan biaya untuk memenuhi 

kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan operasional dalam mengelola dan 

mengolah sampah maupun untuk menggaji para pegawai. Maka untuk 

memperoleh anggaran tersebut, dipungut biaya dari iuran warga Desa 

Mulyoagung. Menurut Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk Menuju Desa 

Mulyoagung yang Bersih, Sehat dan Bermutu, iuran warga atau yang 

disebut dengan Iuran Biaya Pengelolaan sampah (IBPS) adalah biaya atas 

pelayanan yang diberikan TPST dalam pengambilan, pengangkutan, 

pengolahan, pembuangan akhir sampah yang dibebankan kepada warga 

atau badan penghasil sampah. Besaran iuran dari masyarakat yang 

menggunakan jasa layanan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung 

bersifat fleksibel menyesuaikan jumlah volume sampah yang dihasilkan 

oleh wilayah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KSM TPST 
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Mulyoagung Bersatu Nomor: 188.45/65/KSM/VII/2013 tentang Kenaikan 

Iuran Sampah menetapkan biaya iuran sebesar: 

1. Rumah tangga biasa minimal Rp. 5.000-12.000/bulan 

2. Rumah usaha warung nasi minimal Rp. 20.000/bulan 

3. Rumah usaha rumah makan dengan volume sampah tidak lebih 

dari ¼ m³ setiap hari minimal Rp. 200.000/bulan 

4. Rumah usaha kost lebih dari 8 orang minimal Rp. 30.000/bulan 

5. Rumah usaha perkantoran/sekolah minimal Rp. 50.000/bulan 

6. Pondok pesantren dengan volume sampah 1 m³ setiap hari 

minimal Rp. 500.000/bulan 

7. Rumah usaha swalayan minimal Rp. 50.000/bulan 

8. Rumah usaha catering minimal Rp. 300.000/bulan 

9. Rumah usaha hotel minimal Rp. 400.000/bulan 

10. Pedagang kaki lima khusus pedagang mainan minimal Rp. 

15.000/bulan 

Demikianlah sumber dana pendapatan yang diterima oleh TPST 

Mulyoagung Bersatu yang berasal dari iuran warga. Di sisi lain, biaya 

pendapatan di TPST Mulyoagung Bersatu juga berasal dari hasil penjualan 

lapak, penjualan kompos, penjualan limbah nasi, pinjaman dan lain-lain. 

Adapun sumber pendapatan keuangan TPST Mulyoagung Bersatu 

digambarkan dalam diagram dibawah ini: 
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Gambar 12. Diagram Sumber Pendapatan TPST Mulyoagung Bersatu 

Bulan April 2014 

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung, 2014 

 

  Diagram yang ditunjukkan pada gambar diatas merupakan rincian 

sumber pendapatan yang diterima oleh TPST Mulyoagung Bersatu pada 

bulan April 2014. Diagram tersebut menjelaskan masing-masing sumber 

pendapatan dalam angka presentase. Dimana dalam diagram tersebut 

disebutkan bahwa sumber pendapatan yang berasal dari RT/RW sebesar 

47% (Rp 35. 954.500), penjualan lapak sebesar 37% (Rp. 27.387.810), 

penjualan kompos 2% (Rp. 149.000), penjualan limbah nasi 4% (Rp. 

3.904.500), pinjaman 6% (Rp. 16.249.000), dan saldo pada bulan 

sebelumnya sebesar 4% (Rp. 3.271.000).  Biaya penerimaan TPST 

Mulyoagung Bersatu yang berasal dari masing-masing sumber pendapatan 

tersebut berjumlah Rp. 87.770.810.  
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Melalui sumber pendapatan yang telah diuraikan diatas akan 

digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan di TPST 

Mulyoagung Bersatu yang selanjutnya dilaporkan dalam biaya 

pengeluaran. Biaya pengeluaran di TPST Mulyoagung Bersatu 

dialokasikan untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya kegiatan 

operasional, kebutuhan penunjang kegiatan pengelolaan sampah, gaji 

pegawai, dan lain-lain. Kebutuhan yang merupakan penunjang kegiatan 

pengelolaan sampah misalnya seperti biaya pengadaan sarana dan prasana 

yang mampu dibeli (barang modal), biaya membeli BBM untuk alat 

transportasi pengangkut sampah, biaya perawatan alat-alat sarana dan 

prasarana. Disamping itu juga terdapat kebutuhan lain atau disebut 

kebutuhan umum misalnya seperti biaya untuk memenuhi alat-alat dan 

bahan di dapur untuk membuat makanan dan minuman untuk para 

pegawai. Biaya pengeluaran juga dialokasikan untuk gaji pegawai, 

pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan pembayaran hutang. Rincian 

alokasi biaya pengeluaran di TPST Mulyoagung Bersatu akan ditunjukkan 

dalam angka presentase pada gambar diagram dibawah ini. 
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 Gambar 13. Diagram sumber pendapatan TPST Mulyoagung Bersatu 

Bulan April 2014 

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung, 2014 

 

  Diagram yang ditunjukkan pada gambar diatas merupakan rincian 

alokasi biaya pengeluran TPST Mulyoagung Bersatu pada bulan April 

2014. Diagram tersebut menjelaskan masing-masing sumber pendapatan 

dalam angka presentase. Dimana dalam diagram tersebut disebutkan 

bahwa biaya pengeluaran dialokasikan untuk barang modal sebesar Rp. 

2.085.000  (3%), biaya gaji pegawai sebesar Rp. 62.379.250 (59%), biaya 

umum sebesar Rp. 3.415.000 (6%), biaya untuk membeli BBM sebesar Rp 

5.137.000 (6%), biaya perawatan sarana dan prasarana sebesar Rp. 

4.913.500 (3%), biaya pembayaran hutang sebesar Rp 6.343.400 (22%), 

biaya untuk membeli kebutuhan alat tulis kantor sebesar Rp 147.500 (1%), 

dan dana sosial sebesar Rp. 975.000. Maka total pengeluaran TPST 

Mulyoagung Bersatu pada bulan april ialah Rp. 85.395.650.  
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  Selanjutnya biaya pendapatan dan biaya pengeluaran TPST 

Mulyoagung Bersatu dituangkan secara global dalam laporan keuangan. 

Adapun bentuk laporan keuangan TPST Mulyoagung Bersatu, yaitu: 

 

Gambar 14. Contoh Laporan Keuangan Global TPST Mulyoagung 

Bersatu Bulan: April 2014 

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung, 2014.  
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2. Dampak Penerapan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse 

Reduce Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah, tujuan pengelolaan sampah ialah peningkatan kesehatan 

masyarakat, kualitas lingkungan dan pemanfaatan sampah sebagai 

sumberdaya. Tujuan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-

undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan acuan 

yang menjadi dasar bagi penulis dalam meneliti dampak yang timbul paska 

diterapkan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle 

(TPS 3R) Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung. Adapun hasil temuan 

tentang dampak diterapkannya program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse 

Reduce Recycle (TPS 3R) Berbasis Masyarakat yang mengacu pada tujuan 

pengelolaan sampah dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah, yaitu: 

a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat  

Kesehatan seseorang maupun masyarakat merupakan masalah sosial 

yang berkaitan dengan komponen-komponen yang berada di sekitar 

masyarakat. Sampah termasuk kedalam salah satu komponen yang berada di 

sekitar masyarakat. Keberadaan sampah jika dikelola dengan baik tidak 

akan menjadi potensi-potensi yang berpengaruh terhadap kondisi 

lingkungan. Namun semakin bertambahnya jumlah penduduk yang 
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berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah, sayangnya tidak 

diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan sampah. Tentunya kondisi 

ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan. Kondisi 

lingkungan yang tidak sehat akibat penumpukkan sampah berfungsi sebagai 

tempat berkembangnya kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.  

Berbagai gangguan kesehatan dapat timbul akibat lingkungan yang 

terkontaminasi dengan zat-zat yang terkandung dalam tumpukkan sampah. 

Gangguan kesehatan tersebut akan diikuti dengan terserang berberapa 

penyakit. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Tempat Pembuangan 

Sampah akan terkena dampaknya jika sampah tersebut tidak dikelola 

dengan metode yang ramah lingkungan. Begitu pula dengan lokasi yang 

diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu berada di Desa 

Mulyoagung. Sebelum berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu, letak TPS 

berada di tepi DAS Brantas. Ketika hujan turun banyak sampah yang ikut 

terbuang ke Sungai Brantas, sehingga menyebabkan pencemaran air Sungai 

Brantas. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pengelolaan sampah 

secara berkelanjutan di TPS lama, sehingga sampah hanya dibiarkan 

menumpuk begitu saja. Dampak buruk yang ditimbulkan ialah banyak 

masyarakat Desa Mulyoagung yang tinggal di sekitar TPS mengeluhkan 

kepada Kepala Desa Mulyoagung ataupun pihak Badan Lingkungan Hidup 

tentang bau tidak sedap yang berasal dari tumpukkan sampah dan 

banyaknya nyamuk. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak 

Koderi dibawah ini. 
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 “...Iya jadi waktu kami melakukan observasi untuk relokasi TPS itu 

ketemu dengan masyarakat yang tinggal di dekat situ, mereka 

mengeluh tentang bau sampah yang menyengat dan tumpukkan 

sampah itu menjadi sarang nyamuk berkembang biak, jadi banyak 

sekali nyamuk disana hingga masuk ke rumah warga.” (Hasil 

wawancara dengan Bapak Koderi, Kepala Bidang Analisis 

Pencegahan Dampak Lingkungan). 

 

Hasil wawancara diatas menggambarkan kondisi yang tidak sehat di 

daerah sekitar TPS. Jika kondisi demikian terus dibiarkan maka akan 

berpotensi sebagai lahan berkembiang biak bagi hewan lainnya yang hidup 

di lingkungan kotor. Tentunya jika kondisi seperti itu benar terjadi akan 

membahayakan kesehatan masyarakat Desa Mulyoagung. Beberapa 

gangguan kesehatan yang biasanya ditimbulkan akibat sampah ialah 

terserang penyakit seperti diare, kolera, tifus, penyakit kulit seperti jamur 

atau gatal-gatal, dan malaria atau demam berdarah. Beberapa penyakit 

tersebut juga menyerang masyarakat Desa Mulyoagung sebagaimana yang 

diuraikan dalam data pada tabel 10 penyakit terbesar di Puskesmas Dau 

dalam periode tahun 2011-2013. 
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Tabel 6. 10 Penyakit Terbesar pada Rawat Jalan di Puskesmas Dau 

Tahun 2011 

   

  Sumber: Arsip Puskesmas Wisata Dau, tahun 2011 

 

Tabel 7. 10 Penyakit Terbesar pada Rawat Jalan di Puskesmas Dau 

Tahun 2012 

  

Sumber: Arsip Puskesmas Wisata Dau, tahun 2012 
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Tabel 8. 10 Penyakit Terbesar pada Rawat Jalan di Puskesmas Dau 

Tahun 2013 

 

Sumber: Arsip Puskesmas Wisata Dau, tahun 2013 

 

Ketiga tabel diatas menggambarkan beberapa penyakit yang diderita 

masyarakat Desa Mulyoagung dan ditangani secara medis oleh Puskesmas 

Dau. Berdasarkan data pada tabel diatas, gangguan kesehatan yang timbul 

dan diperkirakan memiliki korelasi akibat masalah sampah ialah penyakit 

diare dan penyakit kulit (gatal-gatal, alergi dan scabies). Ditayangkan dalam 

tabel tahun 2011, penderita penyakit diare berjumlah 1.932 jiwa dan 

penderita penyakit gatal-gatal berjumlah 613 jiwa. Pada tahun 2011 

merupakan awal berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu. Sehingga dapat 

diduga bahwa banyaknya jumlah penderita penyakit diare dan penyakit kulit 

disebabkan oleh penumpukkan sampah yang berasal dari TPS yang terletak 

di tepi DAS Brantas.  
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Kemudian pada tahun 2012 terdapat penurunan jumlah penderita 

penyakit diare dan penyakit kulit, yaitu dengan 917 jiwa penderita penyakit 

diare dan 450 jiwa penyakit kulit. Angka penderita penyakit diare dan 

penyakit kulit terus menurun hingga di tahun 2013, jumlah penyakit diare 

ialah 457 jiwa, penyakit kulit yang diderita masyarakat pada tahun ini ialah 

penyakit scabies yang berjumlah 194 jiwa serta penyakit alergi berjumlah 

180 jiwa. Menurunnya jumlah angka penderita penyakit diare dan penyakit 

kulit diduga disebabkan oleh relokasi TPS ke TPST Mulyoagung Bersatu. 

Sehingga di lokasi TPS lama tidak ada lagi tumpukkan sampah yang dapat 

menyebabkan terjangkitnya penyakit yang menyerang saluran pencernaan 

atau penyakit kulit. Dengan demikian, jika ditinjau berdasarkan data pada 

tabel 7, 8 dan 9, berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu berdampak pada 

peningkatan kesehatan masyarakat Desa Mulyoagung. 

Kesehatan masyarakat Desa Mulyoagung yang bekerja sebagai 

TPST juga dijamin oleh Puskesmas Dau. Pegawai TPST yang setiap hari 

memiliki kontak langsung dengan sampah diberikan pelayanan khusus. 

Pelayanan khusus tersebut berupa pengobatan gratis bagi pegawai TPST. 

Selain itu, Puskesmas Dau juga mengadakan kunjungan rutin ke TPST 

Mulyoagung Bersatu untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai TPST 

setiap sebulan sekali sekaligus mensosialisasikan perlengkapan yang harus 

digunakan ketika melakukan kegiatan memilah sampah. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Ninik Budi. 
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“...Memang setiap bulan tim kita mengadakan pemeriksaan rutin 

kepada pegawai TPST sekaligus mensosialisasikan alat-alat yang 

harus digunakan ketika memilah sampah seperti masker, sarung 

tangan, sepatu boot. Selain itu pegawai TPST juga gratis kalo mau 

berobat kesini, tapi hanya pegawainya saja tidak bisa diwakili oleh 

orang lain atau keluarganya atas nama dia.” (Hasil wawancara 

dengan Ibu Ninik Budi, Pelaksana Tata Uaha). 

 

Kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Puskesmas 

Dau merupakan sebuah upaya agar masyarakat Desa Mulyoagung yang 

berprofesi sebagai pegawai TPST tidak mengalami gangguan kesehatan 

akibat tingginya intensitas kontak langsung dengan sampah.  

 

b. Kualitas lingkungan 

Pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung ketika sebelum berdirinya 

TPST Mulyoagung Bersatu hanya dengan membuang sampah ke sebuah 

lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah tanpa dikelola lebih 

lanjut. Lahan tersebut berada di tepi Daerah Aliran Sungai Brantas, 

sehingga ketika hujan turun banyak sampah yang ikut terbuang ke dalam 

Sungai Brantas. Hal ini juga diperparah dengan semakin meningkatnya 

jumlah warga desa Mulyoagung dari tahun ke tahun yang berakibat pada 

semakin banyaknya timbulan sampah di tempat pembuangan sampah.  

Tentunya hal ini akan mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang 

jatuh ke sungai dan tercampur dengan air Sungai Brantas. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Sumaryono: 
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“Dulu sebelum ada TPST masyarakat buang sampahnya di pinggir 

sungai Brantas selama 20 tahun. Semakin lama penduduk Desa 

Mulyoagung semakin banyak jadi semakin banyak sampah yang 

menumpuk. Lha ketika hujan tumpukan sampah itu ikut terbuang 

ke sungai.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono, Kepala 

Urusan Umum Kantor Desa Mulyoagung) 

 

 Fenomena pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung yang kurang 

memperhatikan aspek lingkungan, tentunya akan menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pembuangan 

sampah di tepi sungai Brantas dapat menimbulkan pencemaran udara, 

pencemaran tanah dan pencemaran air secara bersamaan. Uraian dari Bapak 

Koderi dibawah ini akan memperjelas pencemaran lingkungan yang terjadi 

di sekitar tempat pembuangan sampah yang berada di tepi Daerah Aliran 

Sungai Brantas. 

“Kalo dulu sampah di buang di DAS Brantas. Sedesa itu dengan 

jumlah penduduk 19.000 sekian itu kan, banyak,  semua sampah 

dibuang disana. Tidak dikelola. Akibatnya apa? Sampah yang open 

dumping itu dia menghasilkan gas yang mencemari udara. 

Kemudian air lindinya mencemari tanah. Air lindinya juga 

mengalir ke kali, sampah-sampah juga banyak yang ikut terbuang 

ke sungai sehingga mencemari air sungai. Tentunya lingkungan 

jadi tercermar kan. Sementara air Sungai Brantas berpotensi 

sebagai baku air minum di daerah hilir sungai, daerah Mojokerto.” 

(Hasil wawancara dengan Bapak Koderi, Kepala Bidang Analisis 

Pencegahan Dampak Lingkungan) 

 

Mengacu pada pernyataan dari Bapak Koderi diatas menggambarkan 

betapa buruknya dampak yang disebabkan oleh pengelolaan sampah di Desa 

Mulyoagung dengan cara membuang sampah di tepi Daerah Aliran Sungai 

Brantas tanpa dikelola secara berkelanjutan. Sampah yang dihasilkan dari 
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aktivitas manusia jika tidak dikelola dengan baik tentunya akan merugikan 

bagi manusia itu sendiri dan bagi lingkungan dimana tempat manusia itu 

tinggal.  

Mengamati fenomena pencemaran lingkungan yang terjadi akibat 

sampah yang tidak kelola dengan optimal, maka dibutuhkan cara 

pengelolaan sampah yang tepat agar mampu menanggulangi terjadinya 

pencemaran lingkungan di Desa Mulyoagung. Solusi yang ditempuh untuk 

menindaklanjuti pencemaran lingkungan di Desa Mulyoagung melalui cara 

merelokasi tempat pembuangan sampah beserta dengan menerapkan cara 

pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Relokasi tempat pembuangan 

sampah di Desa Mulyoagung merupakan hasil sinergitas antara masyarakat 

desa Mulyoagung dengan Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang. Akhirnya tempat pembuangan sampah yang dahulu 

berada di tepi Daerah Aliran Sungai Brantas ditutup dan direlokasi ke suatu 

lahan di Desa Mulyoagung menjadi TPST Mulyoagung Bersatu. TPST 

Mulyoagung Bersatu bukan hanya sebagai tempat pembuangan sampah saja 

melainkan juga sebagai lokasi tempat untuk mengelola sampah secara 

berkelanjutan. Setelah adanya TPST Mulyoagung Bersatu, kondisi 

lingkungan di Desa Mulyoagung yang tercemar akibat sampah kini telah 

berubah. Pencemaran udara, tanah dan air yang terjadi akibat pembuangan 

sampah di tepi Daerah Aliran Sungai Brantas kini dapat dicegah. Perubahan 

kondisi lingkungan di Desa Mulyoagung sejak adanya TPST Mulyoagung 

Bersatu akan dijelaskan dalam potongan hasil wawancara dibawah ini. 
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“...Tempat pembuangan sampah yang di pinggir kali itu ditutup, 

karena sudah ada TPST. Kemudian dengan adanya pengelolaan 

sampah di TPST, pencemaran udara maupun pencemaran air dan 

tanah dapat ditanggulangi. Kalo pencemaran air, air lindi yang 

masuk ke sungai sedangkan sungai brantas itu sebagai baku air 

minum di daerah hilir itu sekarang dapat terantisipasi.” (Hasil 

wawancara dengan Bapak Koderi, Kepala Bidang Analisis 

Pencegahan Dampak Lingkungan) 

 

Pernyataan dari Bapak Koderi menceminkan bahwa dengan adanya TPST 

Mulyoagung Bersatu mampu mengubah kondisi lingkungan di Desa 

Mulyoagung. Melalui pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat 

Desa Mulyoagung di TPST Mulyoagung Bersatu, lingkungan yang 

dahulunya tercermar akibat sampah kini dapat ditanggulangi. Ditambah lagi 

dengan adanya TPST Mulyoagung Bersatu mampu menciptakan lingkungan 

pemukiman Desa Mulyoagung yang bersih. Hal tersebut ditegaskan oleh 

pendapat Bapak Koderi dibawah ini. 

“...Dengan adanya TPST, sampah terkelola disana dengan berbasis 

masyarakat, yang jelas sampah sedesa Mulyoagung bahkan 

ekspansi ke desa tetangga itu sampah terkelola. Artinya tidak ada 

sampah sembarangan, di depan rumah, di belakang rumah, di 

pekarangan rumah itu tidak ada sampah sembarangan. Semua 

sampah domestik di lingkungan permukiman itu terkelola semua.” 

(Hasil wawancara dengan Bapak Koderi, Kepala Bidang Analisis 

Pencegahan Dampak Lingkungan) 
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c. Pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya 

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Mulyoagung 

diangkut oleh petugas angkut sampah untuk dikelola secara terpadu oleh 

petugas di TPST Mulyoagung Bersatu. Pengelolaan sampah secara terpadu 

meliputi beberapa rangkaian kegiatan diantaranya yaitu kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan 

pengolahan sampah. Melalui penerapan metode Reuse, Reduce dan Recycle 

(3R) serta mengelola sampah secara terpadu seperti yang diterapkan di 

TPST Mulyoagung Bersatu ini mampu memanfaatkan sampah menjadi 

suatu sumberdaya. Dalam memanfaatkan sampah menjadi sumberdaya, di 

TPST Mulyoagung Bersatu menempuh metode pengelolaan sampah dengan 

cara pengolahan kembali secara fisik dan pengolahan biologis (komposting). 

Metode pengolahan kembali secara fisik yaitu dengan cara 

mengumpulkan dan memilah sampah yang telah dibuang oleh masyarakat 

yang menggunakan jasa layanan angkut sampah TPST untuk digunakan 

kembali. Sedangkan pengolahan biologis (komposting) yaitu mengolah 

material sampah organik seperti zat tanaman dan sisa makanan dengan 

menggunakan proses biologis untuk kompos, atau dikenal dengan istilah 

pengkomposan. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, menjelaskan bahwa “TPST 

Mulyoagung Bersatu mampu memilah 45% dari volume sampah menjadi 

barang yang siap digunakan kembali dan 39% menjadi pupuk kompos”. 

(Bisnis.com, 2014). Maka mengacu dari pendapat tersebut, TPST 
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Mulyoagung Bersatu hanya menyisakan 16% sampah residu yang 

selanjutnya diangkut ke TPA Talangagung, Kepanjen.  

Berikut ini merupakan hasil pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya 

melalui cara pengolahan kembali secara fisik, diantaranya yaitu: 

1. Pemanfaatan limbah kaca sebagai kemasan produk 

Limbah kaca yang dimaksud ialah sampah yang bahannya terbuat dari 

kaca seperti botol saus, botol minuman dan piring atau mangkuk 

beling. Limbah kaca tidak memperlukan proses daur ulang karena 

limbah kaca dapat digunakan kembali sebagai kemasan produk oleh 

perusahaan pembuat produk tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan 

oleh petugas limbah kaca dibawah ini: 

 “...kalo gini kan  setelah dijual ke pabrik, pabriknya tinggal 

ngelentek label, mbersihkan dalem terus dicuci baru nanti 

dipake lagi sama pabriknya” (Hasil wawancara dengan 

Yusuf, Petugas Limbah Kaca di TPST Mulyoagung Bersatu) 

  

Setelah melalui tahap-tahap perajangan dan diklasifikasikan 

berdasarkan warna dan bentuk limbah kaca, limbah kaca akan dijual 

ke rekanan yang merupakan pengusaha produk tersebut. Adapun 

proses kerja pemanfaatan limbah kaca yaitu: 

a. Pencacahan Limbah kaca 

Setelah melalui proses pemilahan sampah di Zona 1, Limbah kaca 

dikumpulkan di Zona 2 untuk di cacah agar mempermudah dalam 

mengklasifikasi limbah kaca berdasarkan warna. 
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b. Klasifikasi Limbah kaca berdasarkan warna dan bentuk 

Limbah kaca yang telah dicacah diklasifikasikan sesuai dengan 

warnanya. Di TPST Mulyoagung Bersatu, klasifikasi limbah kaca 

meliputi 3 warna yaitu warna cokelat, putih dan hijau/biru. Selain 

klasifikasi berdasarkan warna, limbah kaca juga diklasifikasikan 

berdasakan bentuk. Limbah kaca di klasifikasikan sesuai dengan 

bentuk botol dan merknya, tidak perlu berdasarkan warna. 

c. Packing 

Tahap selanjutnya setelah limbah kaca telah diklasifikasikan 

berdasarkan warna dan bentuk yaitu di pack ke dalam karung. 

d. Siap dijual ke Pabrik 

Limbah kaca yang telah di packing sesuai dengan klasifikasi 

warna, di jual ke pabrik pembuat produk tersebut. Rekanan akan 

mengambil ke TPST Mulyoagung Bersatu limbah kaca yang telah 

siap untuk dijual. Limbah kaca akan dijual setiap kg dengan harga 

jual yang berbeda-beda sesuai dengan warna dan bentuknya. 
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 Adapun skema proses kerja pemanfaatan limbah kaca, yaitu: 

       

   

 

      

 Gambar 15. Skema Proses Kerja Pemanfaatan Limbah Kaca 

 Sumber: mengolah data hasil dokumentasi 
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2. Pemanfaatan limbah nasi untuk pakan hewan 

Limbah nasi merupakan sisa-sisa makanan dari masyarakat yang 

sudah tidak dimakan lagi oleh manusia. Limbah nasi tidak 

memperlukan proses daur ulang karena limbah nasi dapat 

dimanfaakan sebagi pakan hewan. Proses kerja limbah nasi harus 

memperhatikan kondisi limbah nasi tersebut, limbah nasi yang akan di 

proses lebih lanjut tidak boleh dalam keadaan busuk. Isi dalam limbah 

nasi yang akan di jual kembali ialah semua jenis makanan terkecuali 

ikan mentah dan udang. Limbah nasi yang telah busuk, ikan mentah 

dan udang yang tercampur dalam limbah nasi akan dipisahkan dan 

dimasukkan kedalam jenis Residu. Adapun proses kerja pemanfaatan 

limbah nasi, yaitu: 

a. Perajangan Limbah nasi 

Setelah melalui proses pemilahan sampah di Zona 1, Limbah nasi 

dikumpulkan di Zona 2 untuk di rajang agar tidak ada jenis lain 

seperti plastik, sedotan dll yang tercampur di dalam limbah nasi. 

Hal ini ditujukan untuk memudahkan petugas dalam proses 

packing. 

b. Packing 

Limbah nasi yang telah dirajang di dimasukkan ke dalam ember 

ukuran kaleng cat besar untuk menyesuaikan jumlah limbah nasi 

yang akan di packing ke dalam plastik. 

 



190 
 

c. Siap dipasarkan 

Setelah di packing, limbah nasi akan dijual ke rekanan. Rekanan 

limbah nasi biasanya ialah seorang peternak. Limbah nasi akan 

dijual dengan harga Rp. 3.000/kg. 

 Adapun skema proses kerja pemanfaatan limbah nasi, yaitu: 

                    

 Gambar 16. Skema Proses Kerja Pemanfaatan Limbah Nasi  

 Sumber: mengolah data hasil dokumentasi 

 

3. Pemanfaatan Limbah Plastik 

Limbah plastik berasal dari plastik tas kresek dan limbah plastik putih 

(plastik kantong). Limbah plastik yang telah dikumpulkan sesuai 

dengan jenisnya akan digunakan untuk mengemasi barang lapak lain, 

misalnya seperti limbah nasi. Selain itu, limbah plastik juga dijual 

kembali ke penadah daur ulang limbah plastik agar memiliki nilai 

ekonomis, karena limbah plastik yang merupakan sampah anorganik 

atau tidak dapat untuk berbaur dengan alam, pada sisi ekonominya 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 
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4. Pemanfaatan limbah keras 

Di TPST Mulyoagung Bersatu, limbah ini klasifikasikan sebagai 12 

macam limbah keras. Jenis limbah keras yang dimaksud adalah 

limbah gelas dan botol air mineral, bak berwarna, bak warna hitam, 

mainan anak-anak, mika plastik, hanger untuk menjemur baju, kaleng, 

alumunium dari kaleng minuman, alumunium dari peralatan dapur, 

mika keras dari CD. Di TPST Mulyoagung Bersatu, pemanfaatan 

limbah keras tidak perlu melalui proses daur ulang. Setelah melalui 

tahap-tahap proses kerja, limbah keras akan dijual ke rekanan dan 

dimanfaatkan oleh rekanan sesuai dengan kebutuhannya. 

 “....iya nanti setelah di packing, dijual ke rekanan. Ngambil 

kesini. Sekali ambil kira-kira 1-3 ton.  

Nanti sama rekanan dimanfaatkan tergantung kebutuhannya, 

bisa di daur ulang atau digunakan kembali.” (Hasil 

wawancara dengan Ibu Siti, petugas pemilah lapak keras). 

Adapun tahap-tahap kerja pemanfaatan limbah keras, yaitu: 

a. Pemilahan limbah keras berdasarkan bentuk dan jenisnya 

Setelah limbah keras dikumpulkan di zona 2, limbah keras akan 

dipilah untuk diklasifikasikan. Pemilahan limbah keras 

menyesuaikan bentuk dan jenisnya. Contoh pemilahan limbah 

keras berdasarkan bentuknya, misalnya botol plastik kemasan air 

mineral akan disatukan dengan botol plastik kemasan air mineral 

yang berukuran sama. Sedangkan contoh pemilahan limbah keras 

berdasarkan jenisnya, yaitu limbah keras yang bahan dasarnya 

terbuat dari kaleng akan disatukan dengan limbah keras yang 
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memiliki bahan dasar yang sama. Pemilahan limbah keras 

ditujukan untuk mempermudah petugas pemilah lapak keras 

dalam tahap proses kerja selanjutnya yaitu packing. 

b. Packing 

Setelah melalui tahap pemilahan dan diklasifikasikan berdasarkan 

bentuk dan jenisnya, limbah keras akan di packing. Pada tahap 

ini, limbah  keras akan di Packing ke dalam suatu karung. Karung 

tersebut berisikan masing-masing limbah keras sesuai dengan 

jenis, bentuk dan ukurannya. 

c. Penjualan limbah keras kepada rekanan 

Limbah keras yang telah diklasifikan dan di packing sesuai 

dengan jenis, bentuk dan ukurannya akan dijual ke rekanan. 

Rekanan yang merupakan penadah limbah keras akan mengambil 

limbah keras yang dibutuhkan ke TPST Mulyoagung Bersatu. 

Harga jual limbah keras berbeda-beda. Limbah keras akan dijual 

setiap kg sesuai dengan jenis, bentuk dan ukurannya. 

Untuk mendalami pemahaman tentang proses kerja pemanfaatan 

limbah keras, akan di gambarkan dalam skema pemanfaatan limbah 

keras dibawah ini: 

 

 



193 
 

 

 

       

 

        

  

 

 Gambar 17. Skema Proses Kerja Pemanfaatan Limbah Keras 

Sumber: mengolah data hasil dokumentasi 



194 
 

5. Pemanfaatan limbah kertas 

Limbah kertas berasal dari bahan kertas seperti HVS, polio, kardus, 

koran, sampul buku, sampul majalah, kalender, dll. Di TPST 

Mulyoagung Bersatu, pemanfaatan limbah kertas tidak perlu melalui 

proses daur ulang. Limbah kertas hanya melalui proses kerja 

pemilahan untuk diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu kertas putihan 

(HVS, polio, buku tulis), kardus dan duglek (campuran yang terdiri 

dari koran, sampul buku, sampul majalah, kalender). Setelah 

diklasifikan limbah kertas di packing untuk dijual ke rekanan. Berikut 

ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah proses kerja dalam 

memanfaatkan limbah kertas, yaitu: 

a. Pemilahan limbah kertas  

Limbah kertas yang telah dikumpulkan akan memasuki proses 

awal tahap mengolah limbah kertas. Proses awal tersebut yaitu 

proses pemilahan. Limbah kertas akan dipilah-pilah dan 

diklasifikasikan menjadi 3 jenis limbah kertas, yaitu : 

 Putihan, yang terdiri dari HVS, polio dan buku tulis 

 Duglek, campuran kertas yang terdiri dari koran, sampul 

buku, sampul majalah, kalender, kertas karton, kertas kado, 

dll 40-45 

 Kardus 
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b. Packing 

Setelah dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, tahap 

selanjutnya ialah packing. Limbah kertas dipacking kedalam satu 

ukuran balok besar. Proses packing tersebut untuk memudahkan 

petugas dalam mengikat limbah kertas agar limbah kertas yang 

telah diikat dapat berukuran sama dengan yang lainnya. 

c. Siap dijual ke rekanan 

Limbah kertas yang telah melalui proses packing akan dijual ke 

rekanan. Rekanan akan mengambil hasil limbah kertas yang telah 

di kelola setiap 2 hari sekali. Harga jual limbah kertas berbeda-

beda, sesuai dengan jenis limbah kertas tersebut.  

 Untuk mendalami pemahaman tentang proses kerja pemanfaatan 

limbah kertas, akan di gambarkan dalam skema pemanfaatan limbah 

kertas dibawah ini: 
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 Gambar 18. Skema Proses Kerja Pemanfaatan Limbah Kertas 

Sumber: mengolah data hasil dokumentasi 
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TPST Mulyoagung Bersatu juga memanfaatkan sampah melalui 

proses pengolahan biologis yaitu proses pengomposan. Pemanfaatan 

sampah melalui proses pengolahan biologis dapat dijadikan sumber daya 

yang memiliki nilai guna, yaitu sampah dapat digunakan sebagai bahan 

dasar untuk pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos yang terbuat  dari 

sampah bermanfaat untuk menyuburkan tanah dengan adanya proses 

dekomposisi sampah menjadi humus (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 

1987: 23). Jenis sampah yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

pupuk kompos yaitu seperti dedaunan dan sayur-sayuran. Dedaunan dan 

sayur-sayuran tersebut tidak diperbolehkan dalam keadaan busuk karena 

akan menumbuhkan jamur kuning ketika proses pembuatan kompos. 

Proses pembuatan kompos yang berasal dari sampah dapat disebut 

sebagai komposting. Proses komposting memakan waktu yang cukup lama 

yaitu sekitar 4-5 bulan. Setelah melalui proses komposting, pupuk kompos 

yang sudah jadi siap dijual dan dipasarkan kepada calon konsumen. Hasil 

penjualan pupuk kompos akan dialokasikan ke kas TPST Mulyoagung 

Bersatu sebagai anggaran untuk menggaji pegawai dan membeli kebutuhan 

di TPST Mulyoagung Bersatu. Berikut ini adalah proses pemanfaatan 

sampah dalam pembuatan pupuk kompos atau disebut proses komposting: 

1. Pengumpulan sampah dedaunan dan sayur-sayuran  

Sampah yang telah dipilah dan diklasifikasikan menjadi jenis-jenis 

dedaunan dan sayur-sayuran dikumpulkan di zona 3. Limbah 

dedaunan dan sayur-sayuran dikumpulkan di lahan yang telah 
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disediakan. Limbah dedaunan dan sayur-sayuran ini dipersiapkan 

untuk memasuki tahap selanjutnya pada proses komposting. 

2. Penyiraman dan pendiaman  

Setelah dikumpulkan menjadi satu di lahan tempat pengumpulan 

limbah untuk kompos pada zona 3, limbah dedaunan dan sayur-

sayuran disiram oleh air lindi yang dicampur dengan Gulatetes dan 

Petrofast pada sore hari. Limbah yang telah disiram akan ditutup 

dengan menggunakan terpal dan didiamkan selama sekitar 3 bulan. 

Setelah memakan waktu selama 3 bulan untuk didiamkan dalam 

keadaan ditutup, limbah dedaunan dan sayur-sayuran yang ditutupi 

oleh terpal akan dibuka untuk diuraikan. 

3. Penguraian  

Proses selanjutnya setelah limbah didiamkan selama 3 bulan yaitu 

penguraian. Limbah dedaunan dan sayur-sayuran akan diuraikan 

selama 3 hari. Penguraian limbah dedaunan dan sayur-sayuran ini 

ditujukan untuk menghindari adanya limbah yang menggumpal. 

Karena lahan tempat mengurai limbah tidak terbuka maka limbah 

dedaunan dan sayur-sayuran diuraikan dengan cara dipisahkan 

menjadi beberapa bagian agar seluruh limbah terkena angin.  

4. Penggilingan 

Setelah diuraikan dan terkena angin, limbah dedaunan dan sayur-

sayuran akan digiling ke dalam mesin penggilingan. 
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5. Penyaringan hasil limbah yang telah digiling 

Hasil limbah yang telah digiling akan disaring menggunakan alat 

penyaring kompos. Penyaringan limbah bertujuan agar tekstur hasil 

limbah yang telah digiling menjadi lebih halus.  

6. Limbah yang telah disaring akan dicampur dengan air gulatetes dan 

air Petrofast. Air gulatetes dan air petrofast merupakan air khusus 

untuk pembuatan kompos. Limbah yang telah disaring dicampur 

dengan air gulatetes dan air Petrofast ke dalam bak besar dan 

diproses ke dalam mesin penghasil kompos. 

7. Hasil limbah dedaunan dan sayur-sayuran yang telah melalui tahap-

tahap proses komposting dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. 

Pupuk kompos akan dikemasi dan siap untuk dipasarkan. Pupuk 

kompos dijual bagi siapa saja yang membutuhkan, misalnya seperti 

pengusaha yang bergerak dibidang perkebunan atau orang-orang 

yang memiliki taman.  Pupuk kompos akan dijual dengan harga Rp. 

600/kg.  

Berikut adalah proses kerja pemanfaatan sampah sebagai pupuk kompos, 

akan di gambarkan dalam skema proses komposting dibawah ini: 
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Gambar 19. Skema Proses Komposting 

Sumber: Hasil dokumentasi Peneliti 
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan  Manajemen 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu 

  Dalam rangka manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

Mulyoagung Bersatu terdapat suatu faktor yang berpengaruh terhadap 

pelaksanaan pengurus KSM dalam hal pengelolaan seluruh rangkaian 

kegiatan yang berlangsung di TPST Mulyoagung Bersatu. Faktor 

pengaruh tersebut terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat.  

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen 

TPST Mulyoagung Bersatu dihadapkan pada dua aspek, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.  

Faktor Internal  ialah faktor yang berkenaan dengan hal-hal yang 

bersifat internal dalam TPST Mulyoagung Bersatu. Faktor internal terkait 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu mengkaji tentang kepengurusan 

organisasi dan pelaksana kegiatan pengelolaan sampah. Sedangkan faktor 

eksternal ialah faktor yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat 

eksternal atau berasal dari luar yang mempengaruhi manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu. 

Untuk memahami dan membahas lebih lanjut terkait dengan faktor 

pendukung dan faktor penghambat manajemen TPST Mulyoagung 

Bersatu akan dijabarkan pada faktor internal dan faktor eksternal masing-

masing sebagai berikut. 
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a. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu mengkaji tentang kepengurusan organisasi dan 

pelaksana kegiatan pengelolaan sampah. Dimana kepengurusan 

organisasi dikelola oleh KSM dan kegiatan pengelolaan sampah 

dilaksanakan oleh pegawai TPST. Pengurus organisasi KSM dan 

pegawai TPST merupakan berbasis partisipasi masyarakat yaitu berasal 

dari masyarakat Desa Mulyoagung sendiri.  

Pengurus KSM yang memiliki tanggung jawab terhadap 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu mengerahkan kapasitasnya 

karena dalam melaksanakan tugasnya didasarkan rasa kesadaran untuk 

peduli lingkungannya. Kondisi demikian membawa ketua KSM dalam 

memimpin organisasinya untuk jujur, adil dan disiplin serta tegas dalam 

menetapkan aturan (Sumber: Bahan Seminar Ketua KSM). Gaya 

kepemimpinan Ketua KSM yang seperti itu merupakan upaya yang 

ditempuh agar masyarakat yang menjadi pengurus KSM lainnya 

memiliki komitmen dan keteguhan dalam mengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu. Disamping itu, pengurus KSM juga memiliki 

sikap keterbukaan dan transparansi antar pengurus dan kepada siapapun 

bagi yang ingin mengetahui pelaksanaan manjemen TPST Mulyoagung 

Bersatu (Sumber: Bahan Seminar Ketua KSM). 

Kondisi demikian juga mempermudah KSM dalam pelaksanaan 

manajemen TPST Mulyoagung terkait pembinaan dan pengendalian 
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kepada pegawai TPST. Pegawai TPST yang mayoritas berasal dari 

Desa Mulyoagung dibina dan berada dibawah kendali KSM. KSM yang 

berperan sebagai organisasi pengelola TPST menanamkan jiwa 

kekeluargaan kepada para pegawai agar pegawai memiliki semangat 

yang tinggi dan giat dalam bekerja. Upaya yang ditempuh KSM dalam 

memperoleh kualitas kinerja dari pegawai TPST mampu menciptakan 

suasana kerja yang bernuansa kekeluargaan sehingga dalam melakukan 

kegiatan pengelolaan sampah didasarkan atas kesadaran dan rasa 

tanggung jawab dari pegawai untuk melakukan tugasnya dengan kinerja 

yang maksimal. Sehingga hal tersebut memudahkan KSM dalam 

manajemen organisasi agar mampu mencapai tujuan TPST Mulyoagung 

Bersatu. 

 

 

b. Faktor Eksternal 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu ialah berkenaan dengan hal-hal 

yang bersifat eksternal atau berasal dari luar TPST Mulyoagung 

Bersatu. Faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu ialah: 

1) Pembinaan dari Dinas Cipta karya dan Tata Ruang kepada 

pengurus KSM. 

Pembinaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada 

masyarakat Desa Mulyoagung ditunjukkan dalam bentuk 

pengarahan dan sosialisasi mengenai program TPS 3R Berbasis 
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Masyarakat dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan. 

Pengarahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan mulai 

dari tahap pengenalan metode 3R, pengenalan makna “berbasis 

masyarakat” beserta memberikan gambaran mengenai bentuk 

aplikasi kata “berbasis masyarakat” yang berarti melibatkan 

partisipasi masyarakat untuk berperan menjadi organisasi 

pengelola TPST dan sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan 

sampah. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga memberikan 

pembinaan dalam pembentukan organisasi KSM dan 

memberikan gambaran umum mengenai tugas pokok dan fungsi 

masing-masing pengurus KSM yang telah menjadi bagian dari 

struktur organisasi. Kemudian membina masyarakat yang telah 

menjadi pengurus KSM untuk melakukan manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu dengan cara membagi tugas kepada para 

pengurus KSM sesuai dengan Job description jabatan yang 

mereka miliki didalam struktur organisasi. 

2) Infrastruktur dan sarana prasarana  

Infrastruktur dan sarana prasana merupakan kebutuhan utama 

dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu. Tanpa adanya infrastruktur dan sarana 

prasarana, kegiatan pengelolaan sampah tidak dapat beroperasi. 

Infrastruktur dan sarana prasarana di TPST Mulyoagung 

merupakan dukungan pemerintah pusat dan daerah beserta 
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Satuan Kerja Perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

memberikan bantuan fisik berupa infrastruktur (pagar, bangunan 

untuk ruang KSM, dll) atau alat penunjang (mesin pengolah 

kompos, gerobak motor, truk, dll) dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan sampah. 

3) Iuran dari masyarakat  

Iuran dari masyarakat yang dipungut secara rutin setiap bulan 

dialokasikan untuk membiayai kebutuhan KSM dalam 

melakukan tugasnya sebagai organisasi pengelola TPST, 

membiayai gaji pegawai, serta membiayai seluruh kebutuhan 

yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah mulai dari 

hulu hingga hilir.  

4) Tingginya biaya pemeliharaan kendaraan  

Tingginya biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan, seperti 

kendaraan bermotor akibat pemakaian yang dilakukan secara 

terus-menerus sehingga biaya yang timbul untuk pemeliharaan 

dan perawatan tidak dapat dihindari. 

5) Kurangnya anggaran untuk melakukan pengembangan dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional  

Keterbatasan anggaran yang dimiliki yang oleh TPST 

Mulyoagung Bersatu menyebabkan sulitnya KSM untuk 

melakukan pengembangan atau inovasi. Salah satu upaya 

pengembangan yang ingin dilakukan ialah memberikan variasi 
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produk seperti rencana pengolahan hasil lapak plastik menjadi 

biji plastik agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Namun 

rencana tersebut belum dapat terealisasikan akibat minimnya 

anggaran yang dimiliki. 
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C. Analisis Data 

  Analisis data merupakan hasil mengolah dan menginterpretasikan 

hasil penelitian. Hasil penelitian yang dituangkan dalam penyajian data 

dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang digunakan pada kajian 

pustaka atau regulasi yang relevan dengan penelitian ini.  

1. Pelaksanaan Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang 

a. Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap ini, acuan yang menjadi bahan analisis bagi peneliti 

ialah prinsip administrasi/fungsi manajemen yang digagas oleh Luther 

Gullick dan Urwick yang dikutip oleh Harbani Pasolong, yang 

menyebutkan bahwa “..dalam tahap perencanaan terdiri atas dua elemen 

yaitu, (1) penetapan tujuan, dan (2) menentukan metode dan kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut 

(2008:85).  Elemen pertama dalam tahap perencanaan, yaitu penetapan 

tujuan. Dalam penelitian ini penetapan tujuan dimaksudkan untuk 

menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di DAS 

Brantas akibat lokasi TPS yang terletak di tepi sungai Brantas serta 

menciptakan lingkungan yang bersih terbebas dari sampah. Sedangkan 

elemen yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSM yang 

didampingi oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang menempuh 

berbagai metode dan kegiatan diantaranya seperti observasi lapangan 
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tentang keadaan lingkungan di Desa Mulyoagung, diskusi bersama 

kepala desa dan delegasi dari Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, 

sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan TPST 

beserta sosialisasi mengenai kegiatan pengelolaan sampah dengan 

menggunakan metode reduce reuse recylcle (3R) dan merekrut pegawai 

yang merupakan warga desa Mulyoagung. 

Tahap pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu merupakan 

proyek utama dalam tahap perencanaan yang dikaji dalam penelitian 

ini, karena melalui berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu merupakan 

langkah awal untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan 

metode Reduce Reuse Recycle (3R). Dimana hal ini relevan dengan 

yang di kemukakan oleh Luther Gullick yaitu “Planning include long-

term for capital projects, medium-term for staffing, and short-term for 

day-to-day operations” (Chalekian, 2013:16). Medium-term for staffing 

yang digagas oleh Luther Gullick dalam tahap perencanaan, pada 

penelitian ini ditunjukkan pada kegiatan pengadaan tenaga kerja 

(merekrut pegawai) untuk mengisi formasi dalam rangka melakukan 

rangkaian kegiatan pengelolaan sampah dengan metode Reduce Reuse 

Recycle (3R). Sedangkan short-term for day-to-day operations 

dicerminkan pada perencanaan dalam melakukan sosialisasi tahap-tahap 

rangkaian kegiatan pengelolaan sampah yang mengacu pada program 

TPS Reduce Reuse Recycle (3R) Berbasis Masyarakat. 
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Mengacu pada kata “Berbasis masyarakat” dalam program TPS 

Reduce Reuse Recycle (3R) Berbasis Masyarakat, hal ini dimaksud 

dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menerapkan program 

pengelolaan sampah tersebut. Dimana hal ini juga sesuai dengan 

amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang 

berlandaskan pada Asas Keadilan, yaitu  “dalam pengelolaan sampah, 

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama 

kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam 

pengelolaan sampah”. Keterlibatan peran serta masyarakat dalam 

bidang apapun termasuk dalam pengelolaan sampah dapat pula disebut 

dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi ini merupakan alat atau 

sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Canter yang dikutip oleh Arimbi 

(1993:1) bahwa partisipasi dipandang sebagai “feed-forward 

information and feedback information”. Pada tahap perencanaan 

pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu, keterlibatan masyarakat desa 

Mulyoagung dimaksudkan untuk menggali informasi tentang pola 

pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung dan tentang keberadaan lahan 

milik Desa Mulyoagung yang dapat digunakan sebagai tempat 

berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu. Selain itu, partisipasi 

masyarakat juga sebagai sarana komunikasi bagi Dinas Cipta karya dan 

Tata Ruang dalam mensosialisakan program TPS Reduce Reuse 

Recycle (3R) Berbasis Masyarakat. Peran serta masyarakat dalam 
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perencanaan pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu bertujuan agar 

program  TPS Reduce Reuse Recycle (3R) Berbasis Masyarakat dapat 

berjalan optimal dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu sebagai informan sekaligus 

sebagai proses dalam rangka mempersiapkan  pembentukan organisasi 

pengelola TPST Mulyoagung Bersatu (KSM).  

Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung tidak hanya ditunjukkan 

pada saat perencanaan pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu. 

Setelah proses pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu selesai, 

masyarakat (KSM) juga turut berpartisipasi dalam menentukan rencana 

seluruh kegiatan operasional di TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini 

dibuktikan dalam perencanaan yang dirancang oleh KSM yang 

berperan sebagai organisasi pengelola TPST Mulyoagung Bersatu. 

KSM merupakan pelaku perencana dalam proses pengadaan tenaga 

kerja dan dalam perencanaan sosialisasi tahap–tahap kegiatan 

pengelolaan sampah beserta inovasi lainnya. Susunan rencana yang 

dirancang oleh KSM terdiri atas beberapa tahap. Berikut ini akan 

ditampilkan bagan tahap-tahap perencanaan (berdasarkan penjabaran 

perancanaan pada penyajian data) dalam rangka mencapai tujuan 

berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu demi tercapainya tujuan yaitu 

untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di 

DAS Brantas akibat lokasi TPS yang terletak di tepi sungai Brantas 

serta menciptakan lingkungan yang bersih terbebas dari sampah.  
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Gambar 20. Tahap-Tahap Perencanaan dalam rangka Memanajemen TPST 

Sumber: hasil analisis peneliti 
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Partisipasi masyarakat (KSM) sebagai organisasi yang pengurus 

serta pengelola TPST Mulyoagung Bersatu, relevan dengan salah satu 

jenis partisipasi yang disebutkan oleh Keith Davis dalam Santoso R.A 

Sastropoetro yaitu jenis partisipasi pikiran (psychological 

participation), yang merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan 

mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai 

tujuan tertentu (1988:16). Kewenangan KSM dalam menentukan 

perencanaan kegiatan di TPST Mulyoagung Bersatu juga memiliki 

relevansi dengan pandangan Sherry R. Arnstein yang 

mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Tangga 

Partisipasi Publik. Dimana termasuk kedalam kategori Partnership 

khususnya tingkat Delegated Power, yaitu mereka (Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang) mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada 

publik (KSM). Contoh, publik (KSM) punya hak veto dalam proses 

pengambilan keputusan (perencanaan).  

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian yang dikaji dalam penelitian ini ialah penyusunan 

organisasi pengelola lingkungan khususnya dalam bidang pengelolaan 

sampah. Oleh karena salah satu lokasi dalam penelitian ini merupakan 

tempat pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat sekitar, 

maka pihak yang dimaksud memiliki keterlibatan dalam penyusunan 

organisasi TPST Mulyoagung Bersatu ialah masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan amanat UU no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 



213 
 

Hidup bahwa “organisasi lingkungan hidup merupakan kelompok yang 

terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat 

yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.” Maka jika 

mengacu pada regulasi tersebut, dapat diterjemahkan di dalamnya 

mengamanatkan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam 

mengelola lingkungan. Partisipasi masyarakat memang mutlak 

diperlukan sebagai elemen yang mengelola organisasi lingkungan. 

Masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut sudah selayaknya 

turut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan disekitarnya. Salah satu 

upaya yang dapat ditempuh yaitu melalui melibatkan dirinya untuk 

berpartisipasi sebagai organisasi pengelola lingkungan.  

Keterlibatan masyarakat Desa Mulyoagung sebagai pengurus 

organisasi TPST Mulyoagung Bersatu merupakan bentuk aplikasi UU 

No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khusunya 

pada bagian yang mengkaji organisasi lingkungan hidup. Amanat yang 

disampaikan dalam regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dengan membentuk program Pengelolaan Sampah 

Reuse Reduce Recycle (3R) Berbasis Masyarakat. Melalui program 

tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

khususnya dalam bidang pengelolaan sampah menjadi lebih terarah. 

Karena sesuai dengan programnya yang berjudul “Berbasis 

Masyarakat”, memiliki makna memfasilitasi masyarakat melalui suatu 



214 
 

wadah KSM (Kelompok Swadaya masyarakat) yang berperan sebagai 

organisasi pengelola TPS 3R Berbasis Masyarakat.  

Dalam hal pengorganisasian, pada awalnya KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu didampingi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang untuk memahami kerangka dasar dalam menyusun 

organisasinya. Namun setelah kegiatan pengelolaan sampah mulai 

beroperasi, KSM membentuk dan menyusun organisasinya dengan 

mandiri menyesuaikan kegiatan di TPST Mulyoagung Bersatu.  

Keterlibatan masyarakat Desa Mulyoagung dalam pelaksanaan 

pembentukan dan penyusunan organisasi KSM TPST Mulyoagung 

Bersatu sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki 

relevansi dengan tipe partisipasi yang digagas oleh Prety J, yaitu 

termasuk kedalam tipologi partisipasi fungsional. Menurut Prety J, 

Tipologi “Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat 

membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan 

kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di 

sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar 

namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya”. 

(Syahtuti,2006:27). 

Dalam rangka pembentukan dan penyusunan organisasi KSM 

TPST Mulyoagung Bersatu, disesuaikan pada kegiatan apa yang 

dilakukan oleh KSM sebagai pengurus TPST Mulyoagung Bersatu. 

Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut akan di klasifikasikan dan 
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ditetapkan menjadi subdivisi kerja. Dimana subdivisi kerja ini 

merupakan acuan dalam membentuk dan menyusun organisasi beserta 

struktur organisasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu. Setiap orang yang 

mengemban tugas dan jabatan dalam struktur organisasi KSM TPST 

Mulyoagung Bersatu melaksanakan tugasnya sesuai dengan job 

description yang telah ditentukan. Pembagian subdivisi kerja ini 

ditujukan untuk memudahkan KSM yang didampingi Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang untuk menyusun struktur organisasi serta 

menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas. Pelaksanaan 

pembentukan organisasi KSM TPST Mulyoagung Bersatu melalui 

penyusunan dan penetapan subdivisi kerja selaras dengan tahap 

organizing yang disebutkan oleh Luther Gullick. Ia menjelaskan bahwa 

tahap organizing merupakan “establishment of the formal structure of 

authority through which work subdivisions are arranged, defined and 

co-ordinated for the defined objective”. (Chalekian, 2013:18).   

 

c. Pengadaan Tenaga Kerja (Staffing) 

Pelaksanaan Staffing yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut 

tentang kegiatan rekrutmen pegawai dan menyusun para pegawai untuk 

mengisi formasi sebagai pelaksana teknis pengelola sampah serta 

melatih pegawai tersebut agar memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan tugasnya. Kegiatan pengadaan tenaga kerja di TPST 

Mulyoagung Bersatu didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan 

rangkaian pengelolaan sampah dengan metode 3R di TPST 
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Mulyoagung Bersatu. Pihak yang memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan kegiatan staffing ialah KSM.  KSM yang berperan 

sebagai organisasi pengelola TPST Mulyoagung Bersatu juga memiliki 

kewenangan untuk menentukan pegawai TPST Mulyoagung Bersatu 

dan mensosialisasikan serta mengajarkan fungsi dan tugas pegawai 

tersebut sesuai dengan kedudukan posisinya. Hal ini ditujukan agar 

pegawai mampu memahami cara pengelolaan sampah berdasarkan 

konsep 3R dan terlatih untuk mengaplikasikan pemahamannya dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing. Maka gambaran kegiatan 

staffing di TPST Mulyoagung memiliki kesesuaian dengan  

sebagaimana yang dikemukakan oleh Luther Gullick dalam Paul 

Chalekian (2013:20) bahwa tahap Staffing merupakan “The whole 

personnel function of bringing in and training the staff and maintaining 

favorable conditions of work”. Selanjutnya tahap Staffing dalam 

manajemen juga dikemukakan oleh Manulang, yaitu “Bila organizing 

menyusun wadah yang legal tempat menampung segala kegiatan maka 

staffing berhubungan dengan penentuan tenaga-tenaga pelaksananya. 

Dengan kata lain menentukan fungsi personil secara keseluruhan yang 

akan menduduki tiap posisi”. (1983:22) 

Mengacu pada pendapat dari Harbani Pasolong diatas, maka 

terdapat relevansi antara tahap Staffing dalam prinsip 

administrasi/fungsi manajemen POSDCORB dengan kegiatan KSM 

dalam pelaksanaan staffing di TPST Mulyoagung Bersatu. Dimana 
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pelaksanaan kegiatan pengadaan tenaga kerja di TPST Mulyoagung 

Bersatu ialah untuk mendapatkan pegawai sebagai pelaksana teknis 

pengelolaan sampah dengan metode 3R. KSM merekrut pegawai agar 

formasi pengangkut sampat, pemilah sampah, pendaur ulang sampah 

untuk menjadi barang yang dapat memiliki nilai guna dan pengolah 

sampah menjadi pupuk kompos dapat terisi secara keseluruhan. Maka 

jika seluruh formasi pelaksana teknis pengelola sampah telah terisi, 

seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah dengan metode 3R 

dapat beroperasi dengan optimal. 

Dengan adanya masyarakat yang berpartisipasi sebagai pegawai 

TPST, maka sesuai dengan amanat yang tertuang dalam program 

Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (3R) Berbasis Masyarakat. 

Dimana filosofi kata “Berbasis Masyarakat” diterjemahkan untuk 

melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai pengurus organisasi KSM 

TPST Mulyoagung Bersatu, melainkan juga untuk merangsang 

partisipasi masyarakat sebagai pegawai TPST. KSM yang memiliki 

kewenangan sebagai pihak pelaksana kegiatan pengadaan tenaga kerja, 

merekrut pegawai yang berasal dari masyarakat sekitar Desa 

Mulyoagung. Menyerap masyarakat sebagai tenaga kerja di TPST 

merupakan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan manajemen 

TPST Mulyoagung Bersatu. Karena sampah yang berada di wilayah 

Desa Mulyoagung merupakan hasil produksi yang berasal dari sisa hasil 
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kegiatan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam mengelola sampah. 

Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dengan melibatkan 

dirinya menjadi pegawai TPST Mulyoagung Bersatu termasuk ke 

dalam Jenis Partisipasi Tenaga yang dikemukakan oleh Keith Davis. 

Jenis Partisipasi Tenaga merupakan partisipasi dari individu atau 

kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu 

aktifitas dengan maksud tertentu (Sastropoetro,1988:16). Masyarakat 

Desa Mulyoagung yang menjadi pegawai TPST menyumbangkan 

tenaga yang dimiliki untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah 

seperti mengangkut sampah, memilah sampah, mendaur ulang sampah, 

dan mengolah sampah menjadi pupuk kompos. 

 

d. Pemberian Bimbingan atau Arahan (Directing) 

Kegiatan manajemen organisasi pada tahap Directing yang dikaji 

dalam penelitian ini meliputi kegiatan memberikan pengarahan dan 

bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

kepada KSM TPST Mulyoagung Bersatu atau KSM TPST Mulyoagung 

Bersatu kepada pegawai TPST. Seperti yang disebutkan oleh Harbani 

Pasolong dalam hasil reviewnya mengenai manajemen POSDCORB 

yang digagas oleh Urwick dan Gullick, disebutkan bahwa tahap 

Directing ialah kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha 

bimbingan, memberikan guidance, saran-saran, perintah-perintah, 



219 
 

instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai 

(2008:85). Tahap directing seperti yang dikemukakan oleh Harbani 

Pasolong telah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan manajemen 

TPST Mulyoagung Bersatu. Pelaksanaan directing dicerminkan pada 

kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam memberikan arahan 

mengenai tahap-tahap cara mengelola sampah dengan menerapkan 

program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat, ketentuan 

dalam pembentukan organisasi KSM dan sarana apa yang dibutuhkan 

untuk mengimplementasikan program tersebut. Sementara KSM 

memberikan arahan atau bimbingan kepada pegawai TPST melalui 

mengarahkan pegawai bagaimana cara pengelolaan sampah 

sebagaimana yang telah disosialisasikan oleh Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang serta memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat 

kerja para pegawai untuk melaksanakan tugasnya.  

Selain berhubungan dengan kegiatan memberikan pengarahan atau 

bimbingan, directing juga meliputi kegiatan memberikan perintah atau 

instruksi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Luther Gullick 

bahwa “directing is the continuous task of making decisions and 

embodying them in specific and general orders and  instructions and 

serving as the leader of the enterprise” (Chalekian, 2013:22). Mengacu 

pada pendapat tersebut, maka kegiatan KSM dalam memberikan 

pengarahan atau bimbingan kepada para pegawai ditujukan agar para 

pegawai mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sesuai 
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dengan instruksi yang diperintahkan (sesuai amanat dalam program 

Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat). Melalui kegiatan 

pengarahan dan bimbingan (directing) kepada para pegawai, merupakan 

bekal bagi para pegawai dalam memahami cara pengelolaan sampah 

sesuai dengan metode 3R. Berangkat dari pemahaman itulah para 

pegawai mampu melaksanakan tugasnya dalam mengelola sampah 

dengan mengaplikasikan pemahamannya mengenai metode 3R. Maka, 

dalam rangka manajemen TPST Muloagung Bersatu, directing sangat 

berperan untuk mencapai tujuan. Karena sesungguhnya directing 

merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan hanya untuk 

memastikan para pegawai melaksanakan tugasnya, tetapi dapat 

berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi 

agar dapat terlaksana dengan efektif tertuju pada realisasi tujuan 

(Manulang, 1983:23). 

e. Koordinasi (Coordinating) 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang kemudian telah diolah 

dalam hasil penyajian data pada pembahasan yang sama, koordinasi 

antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan beberapa aktor yang 

turut berperan (yang telah disebutkan sebelumnya) untuk saling 

berkoordinasi sesuai dengan tahapannya telah terlaksana dengan baik. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan hasil koordinasi antara 

berbagai pihak yang terlibat tersebut mampu merealisasikan 
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pembangunan TPS 3R Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung yang 

selanjutnya saat ini disebut sebagai TPST Mulyoagung Bersatu. 

Berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penulisan ini 

menyorot tentang manajamen TPST Mulyoagung Bersatu. Dimana 

pelaku manajemen tersebut ialah KSM yang berperan sebagai 

organisasi pengelola TPST Mulyoagung Bersatu. Oleh karena itu, titik 

fokus analisis pada bagian ini hanya mengkaji koordinasi pada tahap 

yang ketiga, yaitu  koordinasi pada tahap paska pembangunan TPST 

Mulyoagung Bersatu (dalam rangka manajemen TPST Mulyoagung 

Bersatu). 

Dalam rangka mengoptimalkan manajemen TPST Mulyoagung 

Bersatu, KSM berkorrdinasi dengan beberapa aktor diantaranya yaitu 

Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas Dau, Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang, serta  pegawai TPST.  Koordinasi antara KSM dengan 

pihak Puskesmas Dau bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik para 

pegawai. Mengingat tugas yang diemban para pegawai sebagai petugas 

teknis pengelola sampah memiliki kontak langsung dengan sampah 

dengan intensitas yang tinggi. Melalui bentuk koordinasi ini, para 

pegawai berpeluang kecil untuk mengalami gangguan kesehatan 

sehingga mereka dapat bekerja secara produktif. Maka kondisi 

demikian akan mempermudah KSM dalam mengoptimalkan 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. 
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Selanjutnya koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

dengan KSM TPST Mulyoagung Bersatu ditunjukkan dalam perannya 

sebagai konsultan dalam memberikan bantuan fisik, sebagai fasilitator 

yang memfasilitasi kebutuhan di TPST diluar bantuan fisik yang 

mampu diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta sebagai 

pendamping ketika terdapat kunjungan dari daerah lain atau 

mancanegara. Bentuk koordinasi tersebut merupakan upaya dalam 

rangka mengoptimalkan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. 

Melalui bantuan fisik berupa pembangunan infrastruktur atau alat 

penunjang yang dibutuhkan ataupun memfasilitasi kebutuhan di TPST 

diluar bantuan fisik yang mampu diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur 

serta alat-alat penunjang di TPST Mulyoagung Bersatu. Bentuk 

koordinasi seperti ini merupakan sebuah alternatif cara yang ditempuh 

untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu dengan didukung oleh infrastruktur serta alat-alat 

penunjang yang memadai ditengah-tengah keadaan keterbatasan 

anggaran yang dimiliki oleh TPST Mulyoagung Bersatu. Selain itu, 

koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini 

merupakan bentuk implementasi UU No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan sampah yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah 

bertugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi 

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”.  
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Selanjutnya koordinasi antara KSM TPST Mulyoagung Bersatu 

dengan pegawai TPST ditunjukkan melalui kegiatan rapat evaluasi 

kinerja pegawai yang diagendakan setiap akhir bulan dan melalui 

pemberian insentif berupa Tunjangan Bina Mutu. Dimana agenda rapat 

evaluasi kinerja pegawai salah satunya mengkaji tentang kesulitan para 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan 

memberikan pengarahan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan 

tersebut. Bentuk koordinasi ini merupakan usaha yang ditempuh oleh 

KSM TPST Mulyoagung Bersatu untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui cara memberikan penjelasan-penjelasan dan bimbingan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Manulang, bahwa “untuk mencapai tujuan 

bersama atau tujuan organisasi antara lain dengan mengadakan 

pertemuan yang didalamnya memberikan penjelasan-penjelasan, 

bimbingan, nasihat, dan mengadakan coaching dan bila perlu memberi 

tegoran” (1983:23). Koordinasi yang diagendakan secara rutin melalui 

rapat evaluasi kinerja pegawai merupakan upaya dalam rangka 

menyatukan dan mengarahkan pegawai agar tetap fokus melakukan 

tugasnya masing-masing dengan maksimal sehingga mampu mencapai 

tujuan TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh Harbani Pasolong (2008:85), bahwa “Koordinasi 

berhubungan dengan usaha menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari 

seluruh tingkat dalam organisasi  agar dalam setiap gerak dan 

langkahnya tertuju pada satu tujuan yang sama.”  
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Selanjutnya, koordinasi antara KSM TPST Mulyoagung Bersatu 

dengan pegawai TPST yang dilakukan melalui pemberian insentif 

berupa Tunjangan Bina Mutu merupakan cara yang ditempuh oleh 

KSM agar para pegawai mampu menyelesaikan tugasnya masing-

masing dengan timing yang tepat. Hal ini juga relevan dengan yang 

disebutkan oleh Harbani Pasolong, bahwa “Koordinasi adalah 

sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization) dari usaha-usaha 

(efforts) untuk mencapai pengaturan waktu yang tepat (timing).” 

(2008:85). Melalui adanya Tunjangan Bina Mutu, para pegawai 

berlomba-lomba agar mampu mengerjakan tugas pengelolaan sampah 

dalam 3 zona sekaligus. Dengan begitu kegiatan pengelolaan sampah di 

TPST Mulyoagung Bersatu memakan waktu yang lebih singkat dan 

mampu diselesaikan dengan lebih cepat sehingga dapat menciptakan 

efisiensi waktu dalam mengelola sampah. Timbulan sampah perhari 

yang berada di TPST Mulyoagung Bersatu dapat dikelola seluruhnya 

dan diselesaikan pada hari itu juga.  

 

f. Pelaporan (Reporting) 

Pelaporan yang dikaji dalam penelitian ini hampir sama dengan 

kegiatan pelaporan yang pada umumnya berlaku di setiap organisasi. 

Pelaporan di TPST Mulyoagung Bersatu merupakan kegiatan 

penyusunan laporan hasil kegiatan oleh KSM yang diinformasikan 

kepada Pemerintah Desa Mulyoagung setiap periode 1 bulan dan Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang setiap periode 3 bulan. Laporan tersebut 
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berisikan informasi-informasi mengenai seluruh rangkaian kegiatan 

pengelolaan sampah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Luther 

Gullick bahwa “reporting is keeping those to whom the executive is 

responsible informed as to what is going on, which thus includes 

himself and his subordinates informed through records, research and 

inspection.” (Chalekian, 2013:26). Maka pelaporan hasil kegiatan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu yang diserahkan 

kepada Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang bertujuan agar memperoleh informasi dan gambaran mengenai 

sejauh mana perkembangan kegiatan atau hasil kegiatan pengelolaan 

sampah di TPST Mulyoagung Bersatu serta pemberian keterangan 

mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. 

Selain itu laporan tersebut juga merupakan sarana untuk memantau 

kegiatan pengelolaan sampah tanpa meninjau lokasi TPST Mulyoagung 

Bersatu secara langsung. 

 

g. Penganggaran (Budgetting) 

Penganggaran yang dikaji dalam penelitian ini merupakan kegiatan 

penyusunan anggaran yang meliputi biaya pemasukan dan biaya 

pengeluaran dalam periode perbulan atau pertahun. Anggaran tersebut 

dituangkan dalam laporan keuangan global dengan menggunakan 

metode perhitungan akuntansi dalam menyusun laporan tersebut. 

Dimana penyusunan anggaran pemasukan dan pengeluaran yang 

dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu tersebut sesuai dengan tahap 
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budgetting yang dikemukakan oleh Luther Gullick. Ia menyebutkan 

bahwa “budgetting is all that goes with budgeting in the form of fiscal 

planning, accounting and control.” (Chalekian, 2013:28).  Maka 

mengacu dari pendapat tersebut, perlu memperhatikan beberapa aspek 

dalam penyusunan anggaran di TPST Mulyoagung Bersatu. Hal ini 

ditujukan agar dapat menghindari terjadinya kelebihan pembiayaan 

belanja kebutuhan dengan melampaui anggaran yang diterima. Maka 

dengan adanya penyusunan anggaran, biaya pengeluaran disesuaikan 

dengan biaya penerimaan sehingga dapat menciptakan keseimbangan 

anggaran atau menyisakan saldo yang akan dialokasikan untuk biaya 

penerimaan di bulan berikutnya. 

Dalam penyusunan anggaran belanja, KSM mengalokasikan 

anggaran belanja dengan menyesuaikan kebutuhan yang dapat 

menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dengan 

maksimal. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam penyajian data, 

penyusunan anggaran belanja didasarkan pada berbagai keperluan. 

Keperluan tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan 

disertakan dengan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membeli 

keperluan. Dimana beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam 

menyusun anggaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara KSM ini 

relevan dengan pandangan Harbani Pasolong mengenai penganggaran. 

Ia menyebutkan bahwa “penyusunan anggaran belanja yaitu bagaimana 

uang itu digunakan, untuk keperluan apa, berapa banyaknya, termasuk 
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kepada pos mana, kemudian dari mana sumber keuangan diperoleh” 

(2008:86). 

Setelah mengkaji analisis penyusunan anggaran belanja, maka 

selanjutnya akan dikaji mengenai analisis sumber dana yang diperoleh 

oleh TPST Mulyoagung Bersatu untuk belanja kebutuhan. Biaya 

penerimaan berasal dari hasil penjualan pemanfaatan sampah sebagai 

sumberdaya (lapak dan kompos) dan iuran dari masyarakat. Mengingat 

kembali dalam judul program pengelolaan sampah ini terdapat kata 

“Berbasis masyarakat” dalam program TPS Reduce Reuse Recycle (3R) 

Berbasis Masyarakat, maka dalam memperoleh biaya penerimaan di 

TPST Mulyoagung Bersatu masyarakat juga turut berperan. Peran 

masyarakat terhadap sumber penerimaan yang diperoleh untuk 

membiayai seluruh kegiatan operasional di TPST Mulyoagung Bersatu 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa Mulyoagung Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk 

Menuju Desa Mulyoagung yang Bersih, Sehat dan Bermutu Pasal 13 

ayat (2) bahwa “peran masyarakat berupa dukungan iuran dari 

masyarakat yang besarannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Kepala Desa”. Maka Peraturan Desa ini merupakan dasar hukum yang 

mengatur tentang peran masyarakat untuk mendukung keberlanjutan 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu melalui membayar Iuran Biaya 

Pengelolaan Sampah atau IBPS secara rutin setiap bulan.   
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Peran masyarakat Desa Mulyoagung melalui kesediaannya dalam 

membayar uang iuran bagi mereka yang menggunakan jasa pengelola 

sampah TPST Mulyoagung Bersatu memiliki relevansi dengan salah 

satu jenis partisipasi yang diklasifikan oleh Keith Davis. Dimana 

gambaran partisipasi masyarakat desa Mulyoagung termasuk kedalam 

Jenis Partisipasi Uang (money participation), yaitu partisipasi ini hanya 

memberikan sumbangan uang kepada kegiatan. (Sastropoetro, 

1988:16). Money participation merupakan bentuk dukungan dari 

masyarakat yang dapat membantu KSM dalam memanajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu. Karena pembiayaan kegiatan operasional 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung bersatu secara mandiri, 

maka bantuan iuran dari masyarakat merupakan sumber biaya 

penerimaan yang akan dialokasikan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan yang dapat menunjang keberlanjutan kegiatan pengelolaan 

sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. 

 

2. Dampak Penerapan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce 

Reuse Recycle Berbasis Masyarakat di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

Berbagai masalah gangguan kesehatan salah satunya juga terjadi 

akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik, misalanya dengan 

kurang memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi demikian tentunya 
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menimbulkan permasalahan sampah yang berdampak pada 

menurunnya kesehatan masyarakat. Permasalahan sampah juga terjadi 

di Desa Mulyoagung sebelum berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu. 

Lokasi TPS lama yang dahulu berada di Tepi Sungai Brantas diduga 

mengakibatkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat Desa 

Mulyoagung yang tinggal di sekitar TPS tersebut. Gangguan 

kesehatan yang menyerang masyarakat Desa Mulyoagung diantaranya 

ialah penyakit diare dan penyakit kulit (gatal-gatal, alergi dan 

scabies). Ditunjukkan dalam Tabel 7 pada tahun 2011, penderita 

penyakit diare berjumlah 1.932 jiwa dan penderita penyakit gatal-gatal 

berjumlah 613 jiwa. Banyaknya jumlah masyarakat Desa Mulyoagung 

yang mengidap penyakit diare dan penyakit gatal diduga disebabkan 

oleh penumpukkan sampah yang berasal dari TPS yang terletak di tepi 

DAS Brantas. Mengingat pada tahun 2011, TPST Mulyoagung 

Bersatu baru saja berdiri sehingga kegiatan pengelolaan sampah 

belum terlaksana dengan optimal. Dugaan peneliti mengenai adanya 

korelasi antara banyaknya jumlah penderita penyakit diare dan gatal-

gatal yang disebabkan oleh penumpukkan sampah di TPS lama  

didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Pusat Pendidikan 

Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa, “Di dalam tumpukkan 

sampah basah banyak mengandung telur cacing maupun penyebab 

penyakit lainnya misalnya penyakit kulit, jamur dan penyakit saluran 

pencernaan. Penyebab penyakit saluran pencernaan dimungkinkan 
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karena sampah bercampur dengan faeces atau muntahan penderita 

penyakit pencernaan.” (1987:22). 

Menginjak tahun 2012, terjadi penurunan jumlah penderita 

penyakit diare dan penyakit kulit (sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Tabel 8). Jumlah angka penderita penyakit tersebut semakin 

mengalami penurunan pada tahun 2013 (sebagaimana yang 

ditunjukkan pada Tabel 9). Perubahan kondisi kesehatan masyarakat 

Desa Mulyoagung yang ditunjukkan pada tabel 7, 8 dan 9 dalam 

periode tahun 2011-2013 merupakan bentuk peningkatan kesehatan 

masyarakat Desa Mulyoagung. Penurunan jumlah angka penderita 

penyakit diare dan penyakit kulit terjadi pada saat TPST Mulyoagung 

Bersatu telah berdiri selama 2 tahun. Maka kegiatan pengelolaan 

sampah di TPST Mulyoagung Bersatu mulai dilaksanakan dengan 

optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan adanya TPST 

Mulyoagung Bersatu, berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan 

masyarakat yang ditunjukkan melalui semakin berkurangnya jumlah 

penderita penyakit diare dan penyakit kulit yang diduga disebabkan 

oleh adanya penumpukkan sampah.  

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga dilakukan 

kepada masyarakat Desa Mulyoagung yang berprofesi sebagai 

pegawai TPST. Melalui pelayanan khusus dan pemeriksaan rutin, 

kesehatan pegawai TPST dapat terjamin. Upaya ini ditempuh agar 

kesehatan seluruh kesehatan masyarakat Desa Mulyoagung tetap 
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terjaga tanpa terkecuali bagi pegawai TPST yang begitu berjasa untuk 

berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah untuk menciptakan 

lingkungan yang bersih dan terbebas dari pencemaran lingkungan 

akibat sampah. 

Pada poin ini, data valid yang digunakan sebagai bahan analisis 

mengenai peningkatan kesehatan masyarakat hanya ditunjukkan 

dalam tabel 7, 8 dan 9. Kurangnya data valid mengenai penyebab 

gangguan kesehatan (penyakit diare dan penyakit kulit) masyarakat 

Desa Mulyoagung disebabkan oleh sulitnya mendapatkan keterangan 

dari informan melalui teknik wawancara. Maka kondisi demikian 

menyebabkan peneliti kesulitan untuk memperoleh data valid dan 

menggali informasi terkait penyebab penyakit diare dan penyakit kulit 

yang diderita oleh masyarakat. 

  

b. Kualitas Lingkungan 

Lingkungan perlu dikelola dengan baik secara terpadu dan 

menyeluruh agar mampu mencapai lingkungan yang berkualitas. 

Upaya yang dapat ditempuh agar mampu menciptakan kualitas 

lingkungan ialah dengan melakukan pengelolaan lingkungan yang 

berlandaskan pada regulasi yang telah mengatur tentang pengelolaan 

lingkungan. Budaya masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan 

lingkungan juga perlu digalakkan agar lingkungan yang menjadi 

tempat tinggal kita terhindar dari timbulnya masalah pencemaran 

lingkungan. Salah satu faktor yang menimbulkan pencemaran 
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lingkungan ialah akibat pengelolaan sampah yang kurang 

memperhatikan aspek lingkungan. Maka pengelolaan sampah perlu 

dikaji ulang agar sampah yang selama ini menjadi „momok‟ terhadap 

sulitnya menciptakan kualitas lingkungan dapat ditanggulangi 

permasalahannya. 

Pemerintah telah menciptakan program baru dalam bidang 

pengelolaan sampah yaitu Tempat Pengelolaan Sampah 3R Berbasis 

Masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjadi terobosan baru 

dalam menciptakan kualitas lingkungan melalui menerapkan metode 

pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Desa Mulyoagung yang 

merupakan lokasi dalam penelitian ini, merupakan salah satu wilayah 

di Kabupaten Malang yang menerapkan program tersebut melalui 

berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu. Berdasakan hasil temuan, 

berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu disertai dengan 

mengaplikasikan metode pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, 

recycle) diketahui dapat menanggulangi terjadinya pencemaran 

lingkungan di DAS Brantas akibat lokasi TPS Desa Mulyoagung yang 

dahulu berada di bibir sungai. Sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam penyajian data pada poin yang sama, dijelaskan bahwa air 

sungai Brantas merupakan baku air minum bagi masyarakat yang 

daerahnya berada di hilir sungai, yaitu daerah Mojokerto. Maka jika 

lokasi TPS di tepi DAS Brantas tidak segera direlokasi akan 

menimbulkan pencemaran lingkungan yang juga dapat menganggu 
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kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan air sungai yang telah 

tercemar ini sebagai baku air minum. Oleh karena itu, dalam 

mengelola sampah, Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu 

memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini sebagaimana yang 

diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah bahwa tujuan pengelolaan sampah salah satunya ialah 

peningkatan kualitas lingkungan. Maka dengan direlokasinya TPS 

yang berada di tepi sungai DAS Brantas ke TPST Mulyoagung 

Bersatu, bahaya yang ditimbulkan akibat lingkungan yang tercermar 

dapat dicegah. Masyarakat yang tinggal di daerah hilir sungai dapat 

mengkonsumsi air minum yang berasal dari air sungai Brantas tanpa 

menanggung resiko kesehatan. Kondisi ini tentunya akan 

menguntungkan bagi manusia, dimana air sungai yang merupakan 

bagian dari lingkungan hidup dapat berperan bagi kehidupan manusia. 

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU No. 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana didalam regulasi tersebut 

menyebutkan bahwa “pengelolaan sampah diselenggarakan 

berdasarkan asas berkelanjutan.....”. Makna dari asas berkelanjutan 

ialah pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode 

dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik 

pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. 

Melalui penerapan program TPS 3R Berbasis Masyarakat, kondisi 
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lingkungan sekitar TPS dan DAS Brantas yang dahulu mengalami 

pencemaran kini telah dapat ditanggulangi. Hal ini dapat ditunjukkan 

pada lingkungan pemukiman yang menjadi bersih dan tidak ada lagi 

sampah yang ikut terbuang ke DAS Brantas. Peningkatan kualitas 

lingkungan di daerah sekitar Desa Mulyoagung tidak dapat dilihat 

secara signifikan sejauh mana tingkat berkurangnya pencemaran air, 

udara atau tanah dalam bentuk angka. Hal ini disebabkan oleh hasil uji 

laboratorium Badan Lingkungan Hidup terhadap perubahan zat-zat 

yang terkandung dalam air sungai Brantas, tanah yang dahulu mejadi 

lahan TPS yang sebelumnya dan udara di sekitar lokasi TPS masih 

dalam proses. 

Peningkatan kualitas lingkungan yang terjadi sejak pengelolaan 

sampah dilaksanakan di TPST Mulyoagung Bersatu tentunya tidak 

terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagaimana yang 

dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah memeiliki 

kewenangan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya 

kewenangan pemerintah mengenai pemeliharaan lingkungan dalam 

bidang pengelolaan sampah juga diatur dalam UU No. 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah pada asas tanggung jawab yang 

didalamnya terkandung makna “Pemerintah dan pemerintah daerah 

mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan 

hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 
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Maka didalam UU ini juga diatur lebih lanjut mengenai peran dan 

kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dengan 

berwawasan lingkungan. Amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 

yang merupakan kebijakan turunan dari Kementerian Pekerjaan 

Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang 

melalui delegasinya kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-undang No.18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk “Melaksanakan pengelolaan 

sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan sampah; menumbuhkembangkan dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan melakukan 

koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 

agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.” 

Melalui implementasi program tersebut, Pemerintah daerah 

melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan 

dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana 

untuk mencapai keberhasilan program, Pemerintah Daerah  perlu 

menyediakan sarana dan prasarana di TPST dan berkoordinasi dengan 

lembaga masyarakat untuk merangsang partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST 
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Mulyoagung Bersatu ditunjukkan pada keterlibatan masyarakat 

sebagai organisasi pengurus KSM TPST dan sebagai pegawai TPST. 

Dimana partisipasi masyarakat yang melibatkan dirinya untuk menjadi 

pengurus KSM atau pegawai TPST merupakan upaya untuk mencapai 

keberhasilan dalam rangka memanajemen lingkungan sekitar Desa 

Mulyoagung agar terbebas dari pencemaran. Hal ini sebagaimana 

yang disampaikan oleh Endro Waluyo, bahwa “Manajemen 

lingkungan hidup adalah suatu tindakan untuk menggerakkan 

kelompok orang dalam kesatuan ruang tertentu serta segenap daya dan 

unsur yang ada melalui tahap demi tahap untuk mencapai tujuan 

tertentu.” (Waluyo,2002:34). Program Pengelolaan Sampah TPS 3R 

Berbasis masyarakat merupakan alat yang menggerakan entitas 

masyarakat Desa Mulyoagung dibawah kendali Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang untuk berpartisipasi dalam mengurus organisasi KSM 

maupun melaksanakan tahap-tahap pengelolaan sampah dengan 

menerapkan konsep 3R.  

Pelaksanaan program Pengelolaan Sampah TPS 3R Berbasis 

masyarakat yang diterapkan di Desa Mulyoagung melalui berdirinya 

TPST Mulyoagung Bersatu, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah 

Daerah dalam pengelolaan sampah dan didukung oleh kesadaran dan 

kepedulian seluruh lapisan masyarakat sekitar terhadap lingkungan. 

Dimana dengan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat 

inilah pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung menjadi lebih optimal 



237 
 

sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan 

berkualitas.  

 

c. Pemanfaatan Sampah sebagai Sumberdaya 

Penerapan program TPS 3R Berbasis Masyarakat di Desa 

Mulyoagung Bersatu mampu mengubah mindset warga desa 

Mulyoagung yang sebelumnya hanya menganggap sampah sebagai 

barang yang tidak berguna. Kini sampah dipandang sebagai barang 

yang memiliki nilai guna. Melalui rangkaian proses pengelolaan 

sampah dengan metode 3R, masyarakat mengelola dan mengolah 

sampah hingga menjadi produk yang dapat digunakan kembali. 

Pengelolaan sampah merupakan tindakan yang perlu dilakukan, selain 

untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sampah yang 

dikelola secara berkelanjutan dapat bermanfaat bagi manusia. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Surihadi Sastrosupeno, 

”Perlunya pengelolaan sampah disebabkan oleh kenyataan bahwa 

sampah merupakan buangan dari hasil aktivitas manusia berpotensi  

sebagai suatu sumberdaya yang bermanfaat bagi manusia. Agar dapat 

menjadi sumberdaya yang bermanfaat, sampah masih memerlukan 

pengolahan dan pengaturan serta pemeliharaan manusia.” (1984:42). 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah agar dapat dimanfaatkan 

sebagai sumberdaya merupakan salah satu tujuan dilaksanakan 

pengelolaan sampah yang tercantum dalam Undang-undang No. 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Maka dalam pelaksanaan 
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program pengelolaan sampah TPS 3R Berbasis Masyarakat di TPST 

Mulyoagung Bersatu juga didasarkan pada amanat tersebut.  Dimana 

dalam Undang-undang tersebut berlandaskan pada beberapa asas yang 

salah satunya mengkaji tentang asas manfaat, yaitu “pengelolaan 

sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah 

sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.” Mengacu pada regulasi tersebut, pelaksanaan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu berpedoman pada 

tahap-tahap rangkaian pengelolaan sampah dengan menggunakan 

metode 3R, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum yaitu TPS 3R Berbasis Masyarakat. 

Metode ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan sampah yang 

didalam pengelolaannya terdapat tahap-tahap untuk menjadikan 

sampah sebagai sumberdaya.  

Berdasarkan hasil temuan, menunjukan bahwa melalui 

implementasi program TPS 3R Berbasis Masyarakat di TPST 

Mulyogung Bersatu, mampu mencapai tujuan pengelolaan sampah 

dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu 

pemanfataan sampah sebagai sumberdaya. Pengelolaan sampah di 

TPST Mulyoagung Bersatu mampu mengubah sampah menjadi 

bermacam-macam barang yang memiliki nilai guna. Adapun hasil 

pemanfaatan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu diantaranya yaitu: 
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1. Pemanfaatan limbah kaca sebagai kemasan produk 

2. Pemanfaatan limbah nasi untuk pakan hewan 

3. Pemanfaatan limbah plastik untuk mengepack barang 

4. Pemanfaatan limbah keras untuk dijual kembali kepada 

rekanan 

5. Pemanfaatan limbah kertas untuk dijual kembali kepada 

rekanan 

6. Pemanfaatan limbah dedaunan sebagai bahan dasar 

pembuatan pupuk kompos. 

Demikian gambaran pemanfaatan sampah di TPST 

Mulyoagung. Hasil penjualan limbah yang berasal dari sampah 

masyarakat akan dialokasikan untuk membiayai seluruh kebutuhan di 

TPST Mulyoagung Bersatu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan 

sampah. Dengan begitu, sampah tidak hanya memiliki manfaat untuk 

digunakan kembali namun juga memiliki nilai ekonomi. 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPST Mulyagung Bersatu 

selaras dengan asas "nilai ekonomi" yang diamanatkan dalam UU No. 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu sampah merupakan 

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan 

sehingga memberikan nilai tambah.  
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu 

a. Faktor Internal 

Tabel 9. Analisis Faktor Internal yang Berpengaruh terhadap 

Manajemen TPST Mulyoagung Bersatu 

N

o 

Faktor 

Internal 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

Keterangan 

1. Pengurus KSM 

yang berbasis 

partisipasi 

masyarakat 

 
√ 

 Keberadaan KSM 

yang merupakan 

bagian dari 

masyarakat Desa 

Mulyoagung 

melahirkan perilaku 

organisasi yang baik 

karena didasarkan atas 

kesadaran bersama 

untuk peduli 

lingkungan 

2. Pegawai TPST 

yang berbasis 

partisipasi 

masyarakat 

 

√ 
 Pegawai TPST yang 

mayoritas berasal dari 

masyarakat Desa 

Mulyoagung bekerja 

dengan semangat dan 

tanggung jawab dalam 

melakukan tugasnya 

Sumber: Hasil analisis peneliti 

Penjelasan no. 1 dan 2 pada tabel 9, berkenaan dengan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

TPST Mulyoagung Bersatu, baik sebagai pengurus KSM atau pegawai 

TPST. Dengan terbentuknya KSM yang merupakan bagian dari 

masyarakat Desa Mulyoagung, mempengaruhi kinerjanya dalam 

mengelola TPST Mulyoagung Bersatu karena didasarkan atas rasa 

kesadaran untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat 
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sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Maka KSM 

menciptakan perilaku organisasi yang sebaik mungkin agar manajemen 

TPST dapat terlaksana dengan optimal.  

Perilaku pengurus KSM juga mempengaruhi perilaku para pegawai 

TPST dalam bekerja. Maka dengan upaya KSM menanamkan rasa 

kekeluargaan dan tanggung jawab yang tinggi kepada pegawai, 

membawa para pegawai untuk melakukan tugasnya dengan maksimal. 

Dengan kondisi demikian, KSM dan pegawai TPST bekerja sama 

memanajemen TPST Mulyoagung Bersatu agar dapat mencapai tujuan. 

Oleh sebab itu, dengan keberadaan KSM dan pegawai TPST yang 

berbasis partisipasi masyarakat lokal merupakan faktor pendukung dalam 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. Karena keberadaan SDM 

merupakan peran vital dalam manajemen organisasi. Hal ini selaras 

dengan yang disebutkan oleh Siagian (1980:30) bahwa manajemen tidak 

akan ada tanpa adanya manusia, karena manusia yang membuat tujuan 

dan melakukan proses kegiatan dalam mencapainya.  

b. Faktor Eksternal 

Tabel 10. Analisis Faktor Eksternal yang Berpengaruh terhadap 

Manajemen TPST Mulyoagung Bersatu 

No. Faktor Eksternal Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

Keterangan 

1. Pembinaan dari 

Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang 

kepada KSM 

 

√ 
 Pembinaan ini 

merupakan bekal bagi 

KSM untuk melakukan 

manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu. 

2. Infrastruktur & 

sarana prasarana 

 

√ 
 Sebagai alat yang 

menunjang 
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beroperasinya 

pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan sampah di 

TPST.  

3. Iuran dari 

masyarakat 

 

√ 
 Sebagai sumber dana 

untuk membiayai 

kebutuhan operasional 

dan gaji pegawai. 

4. Tingginya biaya 

pemeliharaan 

  

√ 
Kendala operasional 

dalam manajemen 

TPST khususnya dalam 

bidang budgetting. 

5. Kurangnya anggaran 

untuk 

pengembangan 

kegiatan operasional 

  

√ 
Menghambat KSM 

TPST untuk berinovasi 

guna mendapatkan 

pemasukan yang lebih 

tinggi.  

Sumber: Hasil analisis peneliti 

Penjelasan no. 1 pada tabel 10. Dengan adanya pembinaan dari 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada KSM merupakan bekal bagi 

KSM untuk mengelola TPST Mulyoagung Bersatu. Pembinaan yang 

diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengarahkan secara 

menyeluruh mengenai persiapan dalam pelaksanaan program TPS 3R 

Berbasis Masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai 

dari tahap persiapan, melatih masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang 

harus dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan program tersebut. Melalui 

pembinaan tersebut merupakan faktor pendukung dalam rangka 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. Karena pembinaan tersebut 

sekaligus menjadi sarana melatih KSM untuk mandiri dalam mengelola 

organisasinya agar mencapai optimalisasi manajemen TPST dan 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. 
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 Penjelasan no. 2 pada tabel 10. Dengan adanya infrastruktur dan 

sarana prasarana merupakan alat penunjang yang berfungsi untuk 

melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di TPST. Tanpa adanya alat 

penunjang ini, pegawai TPST melaksanakan tugasnya secara manual. 

Tentunya hal tersebut akan memakan waktu yang lama dalam 

menyelesaikan tugasnya masing-masing. Maka alat penunjang 

merupakan sarana yang dibutuhkan dalam manajemen TPST. 

Sebagaimana yang disebut sebagai sarana manajemen 6M, mesin atau 

machine merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan dalam rangka 

pelaksanaan manajemen. Mesin dibuat untuk mempermudah dalam 

tercapainya tujuan (Siagian, 1980:31). Karena alat penunjang merupakan 

alat-alat yang terbuat dari mesin maka akan memudahkan para pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan mencapai efisiensi waktu dalam 

menyelesaikan tugasnya. Oleh sebab itu, maka infrastruktur dan sarana 

prasarana merupakan faktor pendukung manajemen TPST Mulyoagung 

Bersatu dalam rangka mencapai tujuan. 

Penjelasan no. 3 pada tabel 10. Iuran dari masyarakat merupakan 

penopang dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan sampah 

di TPST Mulyoagung Bersatu. Karena sumber biaya pemasukan di TPST 

Mulyoagung Bersatu berasal dari masyarakat. Tanpa adanya iuran dari 

masyarakat, kegiatan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu akan 

terhambat karena tidak adanya pemasukan. Maka iuran dari masyarakat 

juga merupakan kebutuhan vital dalam manajemen TPST. Sebagaimana 
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yang disebutkan oleh Siagian (1983:30), uang merupakan salah satu 

sarana manajemen 6M.  Karena setiap organisasi membutuhkan uang 

untuk membeli dan membiayai hal-hal yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, 

iuran dari masyarakat merupakan faktor pendukung dalam rangka 

manajemen TPST Mulyoagung Bersatu karena dialokasikan untuk 

membiayai segala kebutuhan. 

Penjelasan no. 4 pada tabel 10. Tingginya biaya pemeliharaan 

kendaraan merupakan kendala operasional bagi KSM. Karena kendaraan 

bermotor digunakan setiap hari maka kebutuhan untuk membeli BBM 

atau service ke bengkel secara rutin menguras biaya pemasukan. 

Tentunya hal ini tidak dapat dihindari karena kendaraan bermotor 

digunakan untuk mengambil sampah keliling desa ke setiap rumah warga 

setiap harinya. Kondisi tersebut mengharuskan KSM untuk 

memperhitungkan biaya pengeluaran agar tidak melampui biaya 

pemasukkan. Oleh karena itu, tingginya biaya pemeliharaan kendaraan 

menjadi faktor penghambat bagi KSM dalam rangka manajemen TPST 

Mulyoagung karena KSM harus menunda untuk membeli kebutuhan lain 

yang sesungguhnya memiliki nilai manfaat karena keterbatasan biaya 

anggaran. 

Penjelasan no. 5 pada tabel 10. Keterbatasan anggaran juga 

menjadi faktor penghambat dalam rangka manajemen TPST Mulyoagung 

Bersatu. Karena anggaran yang dihasilkan dari iuran dari masyarakat 

atau hasil penjualan lapak dialokasikan untuk memenuhi berbagai 
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kebutuhan, sehingga tidak banyak saldo yang tersisa untuk membeli 

kebutuhan dalam rangka pengembangan kegiatan operasional. Seperti 

yang telah disebutkan pada penyajian data dalam poin yang sama, 

minimnya anggaran yang dimiliki TPST Mulyoagung Bersatu 

mengakibatkan terhambatnya KSM untuk membeli mesin pengolah 

plastik menjadi biji plastik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perolehan data di lokasi penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanakan manajemen pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 

Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang antara lain: 

a. Perencanaan (Planning) 

Dalam rangka manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, KSM 

menyusun perencanaan pasca berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu. 

Perencanaan tersebut merupakan acuan atau pedoman untuk 

merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahap-tahap 

perencanaan tersebut meliputi kegiatan: 1) Rapat anggota KSM, 2) 

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berdirinya TPST dan 

menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pegawai TPST 

dan berpartisipasi untuk membayar iuran sampah, 3) Merekrut 

pegawai, 4) Sosialisasi cara pengelolaan sampah berbasis metode 

Reduce, Reuse, Recycling kepada para pegawai baru, 5) Evaluasi 

pegawai, 6) Menginformasikan laporan hasil kegiatan pengelolaan 

sampah di TPST kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan 

pemerintah desa Mulyoagung. 
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b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pelaksanaan manajemen pada tahap pengorganisasian telah 

terlaksana dengan optimal melalui partisipasi masyarakat lokal dan 

pembinaan Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam rangka 

menyusun organisasi KSM yang didasarkan pada penetapan subdivisi 

kerja yang juga menjadi acuan dalam menyusun struktur organisasi 

KSM.  

c. Pengadaan Tenaga Kerja (Staffing) 

Pada tahap pengadaan tenaga kerja di TPST Mulyoagung Bersatu 

telah terlaksana dengan optimal. Melalui pelaksanaan pengadaan 

tenaga kerja, seluruh formasi pelaksana teknis pengelola sampah telah 

terisi sehingga rangkaian kegiatan pengelolaan sampah dengan 

metode 3R dapat beroperasi dengan optimal. Karena kebutuhan tenaga 

kerja sebagai pelaksana teknis pengelolaan sampah tidak harus 

memiliki keahlian khusus, sehingga mempermudah KSM dalam 

proses rekrutmen. Kondisi ini juga membuka peluang bagi masyarakat 

lokal untuk berpartisipasi sebagai pegawai TPST Mulyoagung 

Bersatu.   

d. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada KSM 

merupakan salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap 

optimalisasi manajemen TPST Mulyoagung Bersatu. Melalui 

pengarahan tersebut, merupakan bekal bagi KSM dalam memberi 
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pengarahan kepada pegawai tentang pengelolaan sampah berbasis 

metode Reduce Reuse Recycle (3R), sekaligus menjadi bekal dalam 

rangka megelola TPST Mulyoagung Bersatu 

e. Koordinasi (Coordinating) 

Dalam rangka manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, KSM 

berkoordinasi dengan 2 pihak, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang serta pegawai TPST. Sejauh ini koordinasi antara KSM dengan 

kedua pihak berjalan cukup optimal, yaitu ditunjukkan dengan 

terlaksananya seluruh bentuk koordinasi antara KSM dengan kedua 

pihak pada saat yang dibutuhkan. Namun, terdapat kekurangan terkait 

koordinasi yang dilakukan KSM dengan Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang karena tidak adanya koordinasi secara rutin yang khususnya 

mengkaji tentang kinerja KSM sebagai pengelola TPST Mulyoagung 

Bersatu.   

f. Pelaporan (Reporting) 

Pada tahap pelaporan, KSM menginformasikan laporan hasil 

kegiatan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu kepada 

Pemerintah Desa Mulyoagung serta Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang secara rutin. Namun tidak adanya feedback atas laporan yang 

diinformasikan kepada Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang merupakan kekurangan pada tahap ini, karena 

KSM tidak mendapat evaluasi atas kinerjanya sebagai pengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu. 
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g. Penganggaran (Budgetting) 

Pada tahap penganggaran, telah dilaksanakan dengan optimal. Hal 

ini ditunjukkan pada seluruh rangkaian penyusunan anggaran yang 

terdiri dari sumber dana pemasukan, jumlah biaya pemasukan dan 

pengeluaran, alokasi biaya pengeluaran telah dituangkan dalam 

laporan keuangan. Melalui penyusunan anggaran, biaya pengeluaran 

akan terkendali sehingga tidak melampaui jumlah biaya yang 

diterima.  

 

2. Dampak yang ditimbulkan sejak diterapkan program Pengelolaan sampah 

Reduce Reuse Recycle Berbasis Masyarakat di desa Mulyoagung ialah 

sebagai berikut: 

a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

Sejak berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu dan mulai 

beroperasinya kegiatan pengelolaan sampah, maka gangguan 

kesehatan yang diperkirakan akibat tumpukkan sampah seperti 

penyakit diare dan penyakit kulit menjadi berkurang. Menurunnya 

angka penderita penyakit kulit dan penyakit diare yang ditangani oleh 

Puskesmas Dau merupakan bentuk peningkatan kesehatan masyarakat 

desa Mulyoagung. 

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Peningkatan kualitas lingkungan sejak TPST Mulyoagung berdiri 

di Desa Mulyoagung Bersatu ditunjukkan dengan kondisi lingkungan 

sekitar Desa Mulyoagung yang menjadi bersih terbebas dari sampah 
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berserakan dan masalah pencemaran lingkungan di DAS Brantas 

dapat teratasi melalui upaya relokasi Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS) ke TPST Mulyoagung Bersatu. 

c. Pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya 

Pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu melalui 

metode Reduce Reuse Recycle (3R) memberikan dampak positif 

berupa menghasilkan sumberdaya yang dimanfaatkan sesuai dengan 

jenis sampahnya, yaitu : 1) limbah kaca sebagai kemasan produk, 2) 

limbah nasi untuk pakan hewan, 3) limbah plastik untuk mengemasi 

barang, 4) limbah yang berbahan keras untuk dijual kembali kepada 

rekanan, 5) limbah kertas untuk dijual kembali kepada rekanan dan 6) 

limbah dedaunan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk kompos. 

 

3. Faktor pendukung dan pengambat pelaksanaan manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu yaitu: 

a. Faktor pendukung 

1) Pengelola (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan pegawai TPST 

Mulyoagung Bersatu yang merupakan berbasis partisipasi 

masyarakat lokal Desa Mulyoagung.  

2) Pembinaan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada KSM 

dalam memberikan pengarahan sebagai bekal untuk mengelola 

TPST Mulyoagung Bersatu. 
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3) Infrastruktur dan sarana prasarana sebagai alat penunjang 

beroperasinya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di TPST 

Mulyoagung Bersatu. 

4) Iuran dari masyarakat sebagai sumber dana untuk membiayai gaji 

pegawai dan seluruh kebutuhan operasional pengelolaan sampah. 

b. Faktor Penghambat 

1) Tingginya biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang 

menjadi kendala operasional dalam manajemen TPST 

Mulyoagung Bersatu khususnya dalam bidang budgetting. 

2) Keterbatasan anggaran untuk pengembangan variasi produk 

seperti rencana pengolahan hasil lapak plastik menjadi biji plastik 

sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. 
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B. Saran 

Adapun saran yang akan diajukan oleh peneliti dari hasil kajian dan 

analisis dalam rangka optimalisasi manajemen di TPST Mulyoagung Bersatu, 

maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut: 

1. Dalam rangka mengoptimalkan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, 

seharusnya bentuk koordinasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

dengan KSM  juga dilakukan dengan mengunjungi TPST Mulyoagung 

Bersatu secara rutin untuk memonitor kinerja KSM dalam mengelola 

TPST Mulyoagung Bersatu. Mengingat Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang berperan sebagai pembina KSM dalam mengelola TPST 

Mulyoagung Bersatu, maka kinerja KSM perlu diperhatikan dan 

dikendalikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 

2. Dalam rangka mengoptimalkan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu, 

seharusnya Pemerintah Desa Mulyoagung dan Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang memberikan feedback ketika KSM menginformasikan 

laporan hasil kegiatan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung 

Bersatu. Hal ini ditujukan sebagai bentuk evaluasi kinerja KSM agar 

KSM memiliki bahan koreksi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya 

dalam mengelola TPST Mulyoagung Bersatu. 

3. Dalam rangka mengatasi kendala operasional akibat tingginya biaya 

pemerliharaan dan perawatan kendaraan, seharusnya KSM lebih 

mengutamakan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kebutuhan 

prioritas atau kebutuhan yang bersifat mendesak. Hal ini ditujukan untuk 
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menekan dan menghemat biaya pengeluaran. Disamping itu, perlu 

diiringi dengan menciptakan inovasi produk yang dipasarkan, sebagai 

upaya dalam menarik minat rekanan untuk meningkatkan daya beli 

sehingga memiliki biaya pemasukan yang lebih tinggi.  

4. Dalam rangka menciptakan variasi produk biji plastik, seharusnya KSM 

mengajukan proposal kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau 

instansi lainnya pada tingkat pusat atau daerah agar memperoleh bantuan 

fisik berupa mesin pengolah plastik menjadi biji plastik. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah latar belakang terbentuknya TPST Mulyoagung Bersatu? 

2. Bagamanakah persiapan pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu? 

3. Apakah peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka persiapan 

penerapan program Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat? 

4. Siapa sajakah aktor yang berperan dalam persiapan pembangunan TPST 

Mulyoagung Bersatu? 

5. Bagaimanakah tahap-tahap perencanaan paska berdirinya TPST Mulyoagung 

Bersatu? 

6. Apakah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang turut berperan dalam penyusunan 

perencanaan paska berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu? 

7. Bagimanakah proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)? 

8. Bagaimanakah proses rekrutmen yang dilakukan KSM dalam memperoleh tenaga 

kerja pengelola sampah? 

9. Bagaimanakah peran Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam memberikan 

pengarahan kepada KSM? 

10. Bagaimanakah peran KSM dalam memberikan pengarahan kepada pegawai TPST? 

11. Bagaimanakah bentuk koordinasi antara Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dengan 

KSM? 

12. Bagaimanakah bentuk koordinasi antara KSM dengan pegawai TPST? 

13. Kepada siapakah KSM mempertanggungjawabkan laporan hasil kegiatan 

pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu? 

14. Apa saja isi laporan tersebut? 

15. Apakah terdapat feedback atas laporan yang diserahkan dari KSM? 

16. Bagaimanakah KSM melakukan penyusunan anggaran di TPST Mulyoagung 

Bersatu? 

17. Bagaimanakah dampak lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat paska 

berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu? 

18. Apakah terdapat peningkatan kesehatan masyarakat Desa Mulyoagung sejak 

relokasi TPS ke TPST Mulyoagung Bersatu? 

19. Apakah perbedaan kondisi lingkungan sebelum dan setelah relokasi TPS ke TPST 

Mulyoagung Bersatu? 

20. Bagaimanakah proses pengelolaan sampah untuk diolah menjadi sumberdaya 

bermanfaat? 

21. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KSM dalam mengelola 

TPST Mulyoagung Bersatu? 
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1. Keterangan: Pintu masuk menuju TPST Mulyoagung Bersatu 

 

 

 

2. Keterangan: Lokasi TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung, Kecamatan 

Dau. Kabupaten Malang 

 



 
 

 

3. Keterangan: Kantor KSM TPST Mulyoagung Bersatu 

 

 

 
 

4. Keterangan: Lokasi Proses Pemilahan Sampah 
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